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1.1 VISI, MISI, DAN TUJUAN 

Visi 
Menjadikan Universitas Antakusuma (UNTAMA) sebagai pusat 
pengembangan IPTEKS dan sumberdaya insani yang cerdas, kreatif, 
inovatif, berakhlak, dan berdaya saing. 
 

Misi 
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, berdaya saing 

dan relevan dengan tujuan pendidikan nasional. 
2. Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan teori dan 

praktik keilmuan yang inovatif dan berakar pada kearifan lokal. 
3. Menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif 

dalam disiplin ilmu dan teknologi demi kemajuan masyarakat.  
4. Menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat 

secara profesional dalam rangka ikut serta memecahkan masalah 
nasional dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. 

Tujuan 
1. Tersedianya layanan pendidikan yang berkualitas dan 

terjangkau serta relevan dengan tuntutan dan perkembangan 
IPTEKS. 

2. Terciptanya budaya akademik dan penelitian berkualitas pada 
seluruh sivitas akademika. 

3. Terwujudnya akan pengakuan atas pengalaman dan 
termanfaatkannya temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu 
pengetahuan di masyarakat.  

4. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 
perkembangan IPTEKS. 

 

1.2 VISI, MISI, TUJUAN TATA PAMONG 

Visi 
Menjadikan Universitas Antakusuma (UNTAMA) sebagai pusat 
pengembangan IPTEKS dan sumberdaya insani yang cerdas, kreatif, 
inovatif, berakhlak, dan berdaya saing. 

Misi Untama di Bidang Tata Pamong 
Mengembangkan dan meningkatkan sistem pertanggungjawaban 
melalui Organisasi Tata Kelola Universitas 

Tujuan Untama di Bidang Tata Pamong 
Terwujudnya sistem Tata Pamong yang kredibel, transparan, 
akuntabel, bertanggung jawab dan adil 

 

1.3 TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR TATA PAMONG 

Tujuan penyusunan manual penetapan Standar Tata Pamong ini 
adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan : 
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1. Standar Pemilihan Pejabat 
2. Standar Minimum Kompetensi 
3. Standar Biaya  
4. Standar Monitoring 
5. Standar Evaluasi 

 

1.4 LUAS LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR TATA 
PAMONG DAN PENGGUNAANNYA 

1. Manual penetapan Standar Tata Pamong ini berlaku ketika 
sebuah Standar hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan 
oleh Tim. 

2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan Standar 
Tata Pamong. 

 

1.5 DEFENISI ISTILAH 

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi 
minimal yang harus dicapai atau dipenuhi. 

2. Standar Tata Pamong adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, 
patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi 
dalam keseluruhan standar yang akan ditetapkan. 

3. Menetapkan Standar Tata Pamong adalah tindakan berupa 
merancang, merumuskan, persetujuan dan pengesahan standar 
sehingga Standar dinyatakan berlaku. 

4. Kredibel adalah Sistem organisasi tata pamong yang 
mencerminkan jati diri Universitas Antakusuma 

5. transparan adalah menjamin adanya keterbukaan dan 
transparansi dalam pelaksanaan tupoksi organisasi dan tata 
kelola di lingkungan Universitas Antakusuma 

6. Akuntabel adalah sistem tata pamong yang ditetapkan merujuk 
pada aturan yang berlaku 

7. Bertanggung adalah Jawab setiap jabatan dalam sistem tata 
pamong mengandung makna dapat dipertanggung jawabkan 

8. Adil adalah sistem tata pamong di Universitas Antakusuma 
menjamin hak dan kewajiban dosen  

 

1.6 LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN 
STANDAR TATA PAMONG 

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi 
minimal yang harus dicapai atau dipenuhi. 

2. Standar Tata Pamong adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, 
patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi 
dalam keseluruhan standar yang akan ditetapkan. 



21 
 

3. Menetapkan Standar Tata Pamong adalah tindakan berupa 
merancang, merumuskan, persetujuan dan pengesahan standar 
sehingga Standar dinyatakan berlaku. 

 

1.7 KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN 
MANUAL PENETAPAN STANDAR TATA PAMONG 

Seluruh pejabat struktural di lingkungan Internal Universitas 
Antakusuma Pangkalan Bun. 

 

1.8 CATATAN 

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen 
tertulis berupa : 

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang Tata Pamong 
atau yang berkaitan dengan pendidikan 

2. Ketersediaan peraturan pada poin 1 diatas 
3. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey 
4. Formulir kompetensi  
5. Prosedur kerja atau SOP 

 

1.9 REFERENSI 

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen 
tertulis berupa: 

1. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal 
Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal 
Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti , 2010. 

2. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem 
Pendidikan Nasional 

3. Undang-Undang RI No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan 
Tinggi. 

4. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 
No 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan 
Tinggi. 

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 
tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 

6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang 
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 

7. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, 
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014. 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 
Perguruan Tinggi. 

9. Statuta Universitas Antakusuma Tahun 2015. 

10. Renstra Universitas Antakusuma Tahun 2015 
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2.1 VISI, MISI, DAN TUJUAN 

Visi 
Menjadikan Universitas Antakusuma (UNTAMA) sebagai pusat 
pengembangan IPTEKS dan sumberdaya insani yang cerdas, kreatif, 
inovatif, berakhlak, dan berdaya saing. 
 

Misi 
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, berdaya saing 

dan relevan dengan tujuan pendidikan nasional. 
2. Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan teori dan 

praktik keilmuan yang inovatif dan berakar pada kearifan lokal. 
3. Menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif 

dalam disiplin ilmu dan teknologi demi kemajuan masyarakat.  
4. Menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat 

secara profesional dalam rangka ikut serta memecahkan masalah 
nasional dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. 

Tujuan 
1. Tersedianya layanan pendidikan yang berkualitas dan 

terjangkau serta relevan dengan tuntutan dan perkembangan 
IPTEKS. 

2. Terciptanya budaya akademik dan penelitian berkualitas pada 
seluruh sivitas akademika. 

3. Terwujudnya akan pengakuan atas pengalaman dan 
termanfaatkannya temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu 
pengetahuan di masyarakat.  

4. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 
perkembangan IPTEKS. 

 

2.2 VISI, MISI, TUJUAN TATA PAMONG 

Visi 
Menjadikan Universitas Antakusuma (UNTAMA) sebagai pusat 
pengembangan IPTEKS dan sumberdaya insani yang cerdas, kreatif, 
inovatif, berakhlak, dan berdaya saing. 

Misi Untama di Bidang Tata Pamong 
Mengembangkan dan meningkatkan sistem pertanggungjawaban 
melalui Organisasi Tata Kelola Universitas 

Tujuan Untama di Bidang Tata Pamong 
Terwujudnya sistem Tata Pamong yang kredibel, transparan, 
akuntabel, bertanggung jawab dan adil 

 

2.3 TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR TATA PAMONG 

Tujuan penyusunan manual pelaksanaan Standar Tata Pamong 
adalah untuk memberikan pedoman bagaimana melaksanakan 
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standar atau memenuhi Standar Pendidikan yang telah ditetapkan, 
meliputi : 
1. Standar Pemilihan Pejabat 
2. Standar Minimum Kompetensi 
3. Standar Biaya  
4. Standar Monitoring 
5. Standar Evaluasi 

 

2.4 LUAS LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR TATA 
PAMONG DAN PENGGUNAANNYA 

1. Luas lingkup manual pelaksanaan/pemenuhan Standar Tata 
Pamong adalah pedoman bagaimana melaksanakan agar 
Standar Tata Pamong yang ditetapkan dapat dicapai atau 
dipenuhi. 

2. Penggunaan manual pelaksanaan Standar Tata Pamong ini 
dilakukan pada saat Standar Tata Pamong harus dilaksanakan 
dalam kegiatan pemenuhan kelengkapan organ perguruan tinggi 
dan tupoksinya. 

 

2.5 DEFENISI ISTILAH 

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi 
minimal yang harus dicapai atau dipenuhi. 

2. Standar Tata Pamong kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, 
spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam 
bidang pemenuhan organ perguruan tinggi. 

3. Melaksanakan Standar Tata Pamong adalah bagaimana 
pernyataan standar Tata Pamong yang telah ditetapkan harus 
dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya. 

4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Standar Tata Pamong 
adalah merupakan uraian tentang urutan suatu kegiatan untuk 
pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, 
logis, dan koheren. 

 

2.6 LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN 
STANDAR TATA PAMONG 

1. Tim Badan Panjaminan Mutu melakukan persiapan teknis 
dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar. 

2. Tim mensosialisasikan isi Standar Tata Pamong kepada seluruh 
dosen, tenaga kependidikan secara periodik dan konsisten. 

3. Tim menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa : Standar 
Operasional Prosedur (SOP), atau sejenisnya sesuai dengan isi 
standar. 
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4. Tim melaksanakan kegiatan atau program untuk memenuhi 
Standar Tata Pamong, standar mutu yang ditetapkan sebagai 
tolok ukur pencapaian. 

 

2.7 KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN 
MANUAL PELAKSANAAN STANDAR TATA PAMONG 

Pihak yang harus melaksanakan pemenuhan/pengendalian standar 
adalah : Badan Penjaminan Mutu (BPM) Universitas Antakusuma 
sebagai koordinator, Pimpinan Universitas, Fakultas, Biro, Prodi, 
lembaga, Unit, dosen, dan tenaga kependidikan. 

 

2.8 CATATAN 

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen 
tertulis berupa : 

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau 
yang berkaitan dengan pendidikan 

2. Ketersediaan peraturan pada poin 1 diatas 
3. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey 
4. Formulir kompetensi 
5. Prosedur kerja atau SOP 

 

2.9 REFERENSI 

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen 
tertulis berupa prosedur/SOP yang berkaitan dengan kegiatan yang 
disesuaikan dengan isi Standar Pendidikan. 

1. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem 
Pendidikan Nasional. 

2. Undang-Undang RI No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan 
Tinggi. 

3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 
tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 
tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. 

5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka 
Kualifikasi Nasional Indonesia. 

6. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, 
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014. 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan 
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 

8. Renstra UNTAMA tahun 2015. 

9. Statuta UNTAMA tahun 2015. 
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3.1 VISI, MISI, DAN TUJUAN 

Visi 
Menjadikan Universitas Antakusuma (UNTAMA) sebagai pusat 
pengembangan IPTEKS dan sumberdaya insani yang cerdas, kreatif, 
inovatif, berakhlak, dan berdaya saing. 
 

Misi 
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, berdaya saing 

dan relevan dengan tujuan pendidikan nasional. 
2. Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan teori dan 

praktik keilmuan yang inovatif dan berakar pada kearifan lokal. 
3. Menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif 

dalam disiplin ilmu dan teknologi demi kemajuan masyarakat.  
4. Menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat 

secara profesional dalam rangka ikut serta memecahkan masalah 
nasional dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. 

Tujuan 
1. Tersedianya layanan pendidikan yang berkualitas dan 

terjangkau serta relevan dengan tuntutan dan perkembangan 
IPTEKS. 

2. Terciptanya budaya akademik dan penelitian berkualitas pada 
seluruh sivitas akademika. 

3. Terwujudnya akan pengakuan atas pengalaman dan 
termanfaatkannya temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu 
pengetahuan di masyarakat.  

4. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 
perkembangan IPTEKS. 

 

3.2 VISI, MISI, TUJUAN TATA PAMONG 

Visi 
Menjadikan Universitas Antakusuma (UNTAMA) sebagai pusat 
pengembangan IPTEKS dan sumberdaya insani yang cerdas, kreatif, 
inovatif, berakhlak, dan berdaya saing. 

Misi Untama di Bidang Tata Pamong 
Mengembangkan dan meningkatkan sistem pertanggungjawaban 
melalui Organisasi Tata Kelola Universitas 

Tujuan Untama di Bidang Tata Pamong 
Terwujudnya sistem Tata Pamong yang kredibel, transparan, 
akuntabel, bertanggung jawab dan adil 
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3.3 TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR TATA PAMONG 

Tujuan penyusunan manual evaluasi Standar Tata Pamong adalah 
untuk mengevaluasi pelaksanaan Standar Tata Pamong yang telah 
dilaksanakan sehingga Standar Tata Pamong yang ditetapkan dapat 
tercapai atau terpenuhi. Meliputi : 
1. Standar Pemilihan Pejabat 
2. Standar Minimum Kompetensi 
3. Standar Biaya  
4. Standar Monitoring 

 

3.4 LUAS LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR TATA 
PAMONG DAN PENGGUNAANNYA 

1. Luas lingkup manual evaluasi Standar Tata Pamong ini 
mencakup bagaimana mengawasi, memeriksa, memantau, 
memonitoring, mengukur, menilai, dan mengevaluasi 
pelaksanaan Standar Tata Pamong dalam memenuhi Standar 
yang telah ditetapkan. 

2. Penggunaan manual evaluasi Standar Tata Pamong ini dilakukan 
pada saat pelaksanaan audit mutu internal (AMI). 

 

3.5 DEFENISI ISTILAH 

1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu 
kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau 
kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan 
dalam Standar Tata Pamong. 

2. Evaluasi adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua 
aspek dari penyelenggaraan Standar Tata Pamong memenuhi 
yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah 
semua aspek penyelenggaraan Tata Pamong memenuhi isi 
standar tersebut. 

 

3.6 LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI 
STANDAR TATA PAMONG 

1. Badan Panjaminan Mutu Melakukan pemantauan secara priodik 
dalam satuan waktu  semester dan atau tahunan. 

2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, 
kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan 
Standar Tata Pamong yang memenuhi atau belum memenuhi isi 
Standar Tata Pamong yang telah ditetapkan. 

3. Mencatat apabila ditemukan ketidak lengkapan dokumen seperti 
prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari Standar Tata 
Pamong yang telah dilaksanakan. 

4. Memeriksakan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya 
penyimpangan dari isi Standar Tata Pamong. 
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5. Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil. 
6. Melaporkan hasil dari Evaluasi standar tersebut kepada pimpinan 

dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi dalam 
Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), setelah pelaksanaan Audit 
selesai. 

 

3.7 KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN 
MANUAL EVALUASI STANDAR TATA PAMONG 

Pihak yang harus melaksanakan standar ini adalah: 
1. Tim Badan Penjaminan Mutu Universitas Antakusuma sebagai 

koordinator evaluasi Standar Pendidikan memenuhi. 
2. Pejabat struktural di lingkungan Universitas Antakusuma. 

 

3.8 CATATAN 

Manual evaluasi standar Tata Pamong dalam implementasinya 
membutuhkan: 
1. Fomulir laporan dan evaluasi Tata Pamong. 
2. Form prosedur evaluasi pelaksanaan tupoksi tata pamong 

 

3.9 REFERENSI 

Untuk melengkapi manual pengendalian standar ini dibutuhkan 
ketersediaan dokumen tertulis berupa: 

1. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem 
Pendidikan Nasional. 

2. Undang-Undang RI No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan 
Tinggi. 

3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 
tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 
tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. 

5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka 
Kualifikasi Nasional Indonesia. 

6. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, 
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014. 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan 
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 

8. Renstra Untama tahun 2015. 

9. Standar Operasional Prosedur audit mutu internal. 

10. Statuta Untama 
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4.1 VISI, MISI, DAN TUJUAN 

Visi 
Menjadikan Universitas Antakusuma (UNTAMA) sebagai pusat 
pengembangan IPTEKS dan sumberdaya insani yang cerdas, kreatif, 
inovatif, berakhlak, dan berdaya saing. 
 

Misi 
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, berdaya saing 

dan relevan dengan tujuan pendidikan nasional. 
2. Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan teori dan 

praktik keilmuan yang inovatif dan berakar pada kearifan lokal. 
3. Menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif 

dalam disiplin ilmu dan teknologi demi kemajuan masyarakat.  
4. Menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat 

secara profesional dalam rangka ikut serta memecahkan masalah 
nasional dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. 

Tujuan 
1. Tersedianya layanan pendidikan yang berkualitas dan 

terjangkau serta relevan dengan tuntutan dan perkembangan 
IPTEKS. 

2. Terciptanya budaya akademik dan penelitian berkualitas pada 
seluruh sivitas akademika. 

3. Terwujudnya akan pengakuan atas pengalaman dan 
termanfaatkannya temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu 
pengetahuan di masyarakat.  

4. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 
perkembangan IPTEKS. 

 

4.2 VISI, MISI, TUJUAN TATA PAMONG 

Visi 
Menjadikan Universitas Antakusuma (UNTAMA) sebagai pusat 
pengembangan IPTEKS dan sumberdaya insani yang cerdas, kreatif, 
inovatif, berakhlak, dan berdaya saing. 

Misi Untama di Bidang Tata Pamong 
Mengembangkan dan meningkatkan sistem pertanggungjawaban 
melalui Organisasi Tata Kelola Universitas 

Tujuan Untama di Bidang Tata Pamong 
Terwujudnya sistem Tata Pamong yang kredibel, transparan, 
akuntabel, bertanggung jawab dan adil 

 



32 
 

4.3 TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR TATA 
PAMONG 

Tujuan penyusunan manual pengendalian Standar Tata Pamong 
adalah untuk mengendalikan pelaksanan Standar Tata Pamong 
sehingga Standar Tata Pamong yang telah ditetapkan dapat tercapai 
atau terpenuhi. Meliputi : 
1. Standar Pemilihan Pejabat 
2. Standar Minimum Kompetensi 
3. Standar Biaya  
4. Standar Monitoring 

 

4.4 LUAS LINGKUP MANUAL PEGENDALIAN STANDAR TATA 
PAMONG DAN PENGGUNAANNYA 

1. Luas lingkup manual pengendalian Standar Tata Pamong ini 
mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap 
Standar Tata Pamong yang telah ditetapkan belum tercapai. 

2. Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada 
saat pelaksanaan Standar Tata Pamong memerlukan 
pengendalian agar Standar Tata Pamong yang telah 
ditetapkan dapat terpenuhi. 

 

4.5 DEFENISI ISTILAH 

Pengendalian standar Tata Pamong adalah melakukan tindakan 
koreksi atas pelaksanaan standar Tata Pamong sehingga 
penyimpangan atau kegagalan pemenuhan standar Tata Pamong 
dapat di perbaiki. 

 

4.6 LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN 
STANDAR TATA PAMONG 

Langkah-langkah pengendalian adalah tindak lanjut dari hasil temuan 
audit mutu internal, berupa : 
1. Melakukan analisis terhadap hasil pemantauan, monitoring, 

pemeriksaan, pengukuran serta evaluasi yang telah dilakukan 
secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan. 

2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau 
penyimpangan dari isi Standar Tata Pamong. 

3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil. 
4. Memantau tindak lanjut hasil korektif tersebut, misalnya apakah 

kemudian penyelenggaraan Standar Tata Pamong kembali 
berjalan sesuai dengan isi Standar Tata Pamong. 

5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang 
menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 

6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan 
dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi. 
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4.7 KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN 
MANUAL PENGENDALIAN STANDAR TATA PAMONG 

Pihak yang harus melakukan pengendalian Standar Tata Pamong ini 
adalah Pejabat struktural di lingkungan Universitas Antakusuma. 

 

4.8 CATATAN 

Manual pengendalian standar Pendidikan dalam implementasinya 
membutuhkan form laporan dan rekomendasi. 

 

4.9 REFERENSI 

Untuk melengkapi manual pengendalian Standar Tata Pamong ini 
dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 

1. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem 
Pendidikan Nasional. 

2. Undang-Undang RI No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan 
Tinggi. 

3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 
tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 
tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. 

5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka 
Kualifikasi Nasional Indonesia. 

6. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, 
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014. 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan 
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 

8. Renstra Untama tahun 2015. 

9. Statuta Untama. 

10. Formulir Evaluasi tindak lanjut. 
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5.1 VISI, MISI, DAN TUJUAN 

Visi 
Menjadikan Universitas Antakusuma (UNTAMA) sebagai pusat 
pengembangan IPTEKS dan sumberdaya insani yang cerdas, kreatif, 
inovatif, berakhlak, dan berdaya saing. 
 

Misi 
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, berdaya saing 

dan relevan dengan tujuan pendidikan nasional. 
2. Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan teori dan 

praktik keilmuan yang inovatif dan berakar pada kearifan lokal. 
3. Menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif 

dalam disiplin ilmu dan teknologi demi kemajuan masyarakat.  
4. Menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat 

secara profesional dalam rangka ikut serta memecahkan masalah 
nasional dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. 

Tujuan 
1. Tersedianya layanan pendidikan yang berkualitas dan 

terjangkau serta relevan dengan tuntutan dan perkembangan 
IPTEKS. 

2. Terciptanya budaya akademik dan penelitian berkualitas pada 
seluruh sivitas akademika. 

3. Terwujudnya akan pengakuan atas pengalaman dan 
termanfaatkannya temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu 
pengetahuan di masyarakat.  

4. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 
perkembangan IPTEKS. 

 

5.2 VISI, MISI, TUJUAN TATA PAMONG 

Visi 
Menjadikan Universitas Antakusuma (UNTAMA) sebagai pusat 
pengembangan IPTEKS dan sumberdaya insani yang cerdas, kreatif, 
inovatif, berakhlak, dan berdaya saing. 

Misi Untama di Bidang Tata Pamong 
Mengembangkan dan meningkatkan sistem pertanggungjawaban 
melalui Organisasi Tata Kelola Universitas 

Tujuan Untama di Bidang Tata Pamong 
Terwujudnya sistem Tata Pamong yang kredibel, transparan, 
akuntabel, bertanggung jawab dan adil 

 



36 
 

5.3 TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR TATA PAMONG 

Tujuan manual peningkatan Standar Tata Pamong ini adalah untuk 
menjamin keberlanjutan peningkatan mutu Standar Tata Pamong 
pada saat setiap berakhirnya siklus. Meliputi : 
1. Standar Pemilihan Pejabat 
2. Standar Minimum Kompetensi 
3. Standar Biaya  
4. Standar Monitoring 

 
 

5.4 LUAS LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR TATA 
PAMONG DAN PENGGUNAANNYA 

Manual ini berlaku dengan ketentuan berikut ini : 
1. Manual peningkatan Standar Tata Pamong dapat diberlakukan 

apabila pelaksanaan Standar Tata Pamong dalam satu siklus 
telah berakhir. 

2. Setiap berakhirnya pelaksanaan Standar Tata Pamong pada tiap 
siklus dilaksanakan peningkatan mutunya. 

3. Penetapan siklus Standar Tata Pamong ditentukan tiap periode 
kepemimpinan Tata Pamong. 

4. Manual ini berlaku untuk Standar Tata Pamong. 

 

5.5 DEFENISI ISTILAH 

1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya 
untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaiki, 
meningkatakan mutu dari isi Standar Tata Pamong setelah 
siklus berakhir. 

2. Evaluasi akhir Standar Tata Pamong merupakan tindakan 
menilai,mengevaluasi apakah pelaksanaan Standar Tata 
Pamong yang didasarkan pada hasil pelaksanaan standar, 
evaluasi, pengendalian terhadap Standar Tata Pamong 
telah mencapai atau memenuhi Standar Tata Pamong yang 
telah ditetapkan. 

3. Satu siklus Standar Tata Pamong adalah durasi atau 
masa berlakunya Standar Tata Pamong sesuai dengan 
aspek yang diatur. 

 

5.6 LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN 
STANDAR TATA PAMONG 

1. Badan Penjaminan Mutu mempelajari laporan hasil pengendalian 
Standar Tata Pamong. 

2. Badan Penjaminan Mutu menyelenggarakan rapat untuk 
mendiskusikan hasil laporan hasil akhir dengan mengundang 
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pejabat yang terkait dan pihak yang terlibat yang disebut pada 
Standar Tata Pamong. 

3. Badan Penjaminan Mutu melakukan evaluasi terhadap isi 
Standar Tata Pamong. 

4. Badan Penjaminan Mutu  melakukan revisi isi Standar Tata 
Pamong sehingga tercipta standar baru. 

 

5.7 KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN 
MANUAL PENINGKATAN STANDAR TATA PAMONG 

Manual ini dilengkapi dengan SOP yang dikembangkan oleh pihak-
pihak berikut ini. 

1. Tim Badan Penjaminan Mutu Universitas Antakusuma 
sebagai koordinator peningkatan Standar Tata Pamong. 

2. Pejabat struktural di lingkungan Universitas Antakusuma. 

 

5.8 CATATAN 

Manual peningkatan standar Tata Pamong dalam 
implementasinya membutuhkan form laporan dan rekomendasi. 

 

5.9 REFERENSI 

Untuk melengkapi manual peningkatan Standar Pendidikan ini 
dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 

1. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem 
Pendidikan Nasional. 

2. Undang-Undang RI No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan 
Tinggi. 

3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 
tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 
tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. 

5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka 
Kualifikasi Nasional Indonesia. 

6. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, 
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014. 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan 
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 

8. Peraturan Yayasan 

9. Renstra Untama tahun 2015. 

10. Statuta Untama. 

11. Formulir Evaluasi tindak lanjut 

 
 



38 
 

 UNIVERSITAS 
ANTAKUSUMA 

Kode/No : 
BJM.UTM/SPMI.MS.T 
/03.01.06 

Tanggal  : 20 Oktober 2018 

STANDAR 
PENDIDIKAN 

Revisi  : 0 

Halaman  :  30  dari  43 

 
 

BAB VI 
STANDAR TATA PAMONG 

UNIVERSITAS ANTAKUSUMA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proses  

Penanggung Jawab  

Tanggal  
Nama  Jabatan  

Tanda 
tangan  

1. Perumusan  
H. Abdul Yunus, 
S.IP  

Kepala Biro 
Umum, 

Administrasi 
dan 

Perencanaan 
Keuangan 

 
20 Okt 
2018 

2. Pemeriksaan  
Ir. H. Agus Yuwono, 
M.Si. 

Wakil Rektor   
20 Okt 
2018 

3. Persetujuan/ 
penetapan 

Prof. Dr. Ir. Jeffrie 
Wattimena, MP 

Rektor 
 20 Okt 

2018 

4. Pengendalian 
Ilham Koentarto, 
SE., MM, Akt, CA. 

Ketua Badan 
Penjaminan 

Mutu 

 20 Okt 
2018 

 



39 
 

6.1 RASIONAL STANDAR TATA PAMONG 

Rasional standar Tata Pamong pada Universitas Antakusuma 
mengacu pada Peraturan Yayasan Nomor 1 Tahun 2020 tentang 
Statuta Universitas Antakusuma dan Peraturan Rektor UNTAMA 
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas 
Antakusuma yang mengatur tentang kebutuhan tata pamong di 
lingkup Universitas, Fakultas, dan unit kerja lainnya. 
Rasional Standar Tata Pamong diperlukan agar penyelenggaraan 
tata pamong di lingkungan Universitas Antakusuma dapat 
dilaksanakan oleh semua pihak sesuai dengan acuan, standar, 
ukuran, kriteria, dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi, 
sehingga ditetapkan standar tata pamong. 

 

6.2 PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI 
STANDAR TATA PAMONG 

Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar Pendidikan 
adalah sebagai berikut : 
1. Rektor Universitas Antakusuma 
2. Wakil Rektor Universitas Antakusuma 
3. Kepala Biro  
4. Dekan 
5. Ketua Program Studi 

 

6.3 DEFINISI ISTILAH 

1. Tata Pamong pemenuhan kelengkapan organ perguruan tinggi 
dan tupoksinya. 

2. Pejabat struktural adalah pejabat di lingkungan kerjanya yang 
berada pada Lembaga institusi perguruan tinggi dan merupakan 
alat kelengkapan perguruan tinggi yang menjalankan fungsinya 
untuk institusi Perguruan Tinggi. 

3. Kompetensi adalah kemampuan seseorang yang dapat 
terobservasi mencakup atas pengetahuan, keterampilan, dan 
sikap kerja dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan sesuai 
dengan standar. 

4. Biaya adalah semua pendanaan yang dibutuhkan guna 
memfasilitasi dan menunjang kebutuhan suatu Lembaga atau 
institusi 

5. Evaluasi merupakan proses menentukan nilai untuk suatu hal / 
objek yang berdasarkan acuan-acuan tertentu untuk 
menentukan tujuan tertentu. 

 

6.4 INDIKATOR STANDAR TATA PAMONG. 

1. UNTAMA memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas dan realistik 
yang menjadi acuan dalam penyusunan renstra disemua unit 
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kerja serta secara berkelanjutan disosialisasikan kepada 
pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal. 

2. UNTAMA memiliki dokumen tata pamong yang terdiri atas: a. 
Organisasi dan Tata Kerja (OTK) UNTAMA; b. lembaga yang 
berperan, c. perangkat pendukung (struktur 
organisasi), d. peraturan/ketentuan/kebijakan penyelenggaraan 
akademik dan non-akademik, e. Statuta UNTAMA dan f. SOP 
dan/atau peraturan pelaksanaan penge-lolaan di bidang 
akademik dan nonakademik; 

3. UNTAMA memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat 
informasi tentang:  
struktur organisasi, deskripsi yang jelas dan lengkap tentang 
tugas, fungsi, wewenang, 
dan tanggung jawab organ lengkap dengan nama lembaga, UPT, 
fakultas, Program studi dan laboratorium yang ada serta unsur 
lain yang menjalankan tugas dan fungsinya. 

4. UNTAMA memiliki dokumen kode etik akademik dan non 
akademik serta dokumen SOP yang jelas terkait masalah 
pelaksanaan, penyelesaian pelanggaran, laporan monitoring, 
serta didokumentasikan yang up to date. 

5. UNTAMA, memiliki dokumen sistem pengelolaan fungsional dan 
operasional yang terdiri atas: a) Renstra/Renop UNTAMA, (b) 
dokumen organisasi dan tata Kelola, 
(c) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja UNTAMA, (d) 
Dokumen Rencana Oprasional dan dokumen Laporan Monitoring 
dan Evaluasi semester & (e) tersedianya dokumen laporan tindak 
lanjut hasil monitoring dan evaluasi 

6. UNTAMA memiliki dokumen terkait analisis jabatan, deskripsi 
tugas dan kompetensi manajerial. 

7. Tersedianya laporan Tahunan kinerja Rektor yang dapat diakses 
oleh pemangku kepentingan. 

8. Tersedianya dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 
yang sah dan memuat informasi tentang: kebijakan mutu, standar 
mutu, manual mutu, dan formulir. 

9. Tersedianya dokumen sistem penjaminan mutu yang terkait 
dengan pengukuran kinerja setiap unit melalui Audit Mutu Internal, 
pelaksanaan audit mutu internal setiap akhir semester serta hasil 
penilaian audit mutu internal yang disampaikan dalam rapat 
tinjauan manajemen kepada pimpinan tentang kinerja akademik 
dan non akademik 

10. Terwujudnya Good University Governance (GUG) mencakup 5 
pilar yaitu: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung 
jawab, dan berkeadilan. 
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11.  Terimplementasinya efektivitas kepemimpinan yang meliputi: 
kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasional dan 
kepemipinan publik. 

 

6.5 STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR TATA PAMONG 

Strategi pelaksanaan standar Tata Pamong adalah : 
1. Penyusunan visi,misi, tujuan dan strategi fakultas, pascasarjana, 

program studi, biro, lembaga, UPT diselaraskan dan mendukung 
tercapainya visi,misi, tujuan dan strategi Universitas. 

2. Sasaran strategis UNTAMA dijabarkan menjadi sasaran mutu 
akademik dan non akademik yang mempunyai target yang dapat 
diukur dan memenuhi standar minimal: SNPT, akreditasi BAN 
PT AIPT dan Program Studi untuk bidang akademik dan bidang 
non akademik. 

3. Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian 
Lembaga Tahunan disesuaikan dengan pemenuhan target 
sasaran mutu universitas, biro, lembaga, upt, fakultas, 
pascasarjana, program studi. 

4. Sistem ketatapamongan (kelembagaan, instrumen, perangkat 
pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik) di 
Universitas, Biro, Lembaga, UPT, Fakultas, Program Studi 
dilaksanakan dengan baik untuk tercapainya sasaran strategis 
yang ditetapkan. 

5. Proses pemilihan pimpinan Universitas, Fakultas, Program 
Studi, Biro, Lembaga, UPT dipastikan melalui tahapan “ uji 
kepatutan dan kelayakan (fit and proper test)” yang memenuhi 
standar karakteristik “kepemimpinan operasional, 
kepemimpinan organisasi dan kepemimpinan publik”. 

6. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UNTAMA 
dalam melaksanakan menyampaikan laporan berkala tepat pada 
waktunya Setiap pimpinan satuan organisasi yang 
menerimalaporan dari pimpinan satuan organisasi dibawahnya 
harus mengolah dan mempergunakan sesuai dengan kebutuhan 
dan kewenangannya. 

7. Pembaruan PD Dikti setiap semester. 
8. Gugus Pejaminan Mutu di tingkat Universitas, Biro, Lembaga, 

UPT, Fakultas, Pascasarjana, Program Studi melaksanakan 
SPMI. 

9. Melaksanakan SPME oleh badan akreditasi nasional dan/atau 
Internasional. 

10. Kerjasama dapat dirintis melalui beberapa cara, antara lain: (1) 
Memanfaatkan Forum asosiasi perguruan tinggi Swasta 
Indonesia (APTISI); (2) Mengajukan penawaran kepada pihak 
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yang dipilih untuk diajak bekerjasama; (4) Menanggapi 
permintaan dari calon Perguruan Tinggi yang akan bekerjasama. 

 

6.6 DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENDIDIKAN 

1. Renstra Pendidikan Universitas Antakusuma. 
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Kompetensi Lulusan  
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Isi Pembelajaran 
4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Proses Pembelajaran 
5. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penilaian pembelajaran 
6. Standar Operasional Prosedur (SOP) Dosen dan tenaga 

kependidikan 
7. Standar Operasional Prosedur (SOP)  Sarana dan prasarana 

pembelajaran 
8. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan 

pembelajaran 
9. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembiayaan 

Pembelajaran 
10. Formulir isian Pembelajaran 
11. Buku Panduan akademik 

 

6.7 REFERENSI 

Untuk melengkapi manual pengendalian Standar Pendidikan ini 
dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 
1. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. 
2. Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 

tahun 2015 tentang Standar Nasional  Pendidikan. 
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 

tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 
6. Statuta Untama tahun 2015 
7. Renstra Untama tahun 2015. 
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1.1 VISI, MISI, DAN TUJUAN 

Visi 
Menjadikan Universitas Antakusuma (UNTAMA) sebagai pusat 
pengembangan IPTEKS dan sumberdaya insani yang cerdas, kreatif, 
inovatif, berakhlak, dan berdaya saing. 
 

Misi 
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, berdaya saing 

dan relevan dengan tujuan pendidikan nasional. 
2. Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan teori dan 

praktik keilmuan yang inovatif dan berakar pada kearifan lokal. 
3. Menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif 

dalam disiplin ilmu dan teknologi demi kemajuan masyarakat.  
4. Menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat 

secara profesional dalam rangka ikut serta memecahkan masalah 
nasional dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. 

Tujuan 
1. Tersedianya layanan pendidikan yang berkualitas dan 

terjangkau serta relevan dengan tuntutan dan perkembangan 
IPTEKS. 

2. Terciptanya budaya akademik dan penelitian berkualitas pada 
seluruh sivitas akademika. 

3. Terwujudnya akan pengakuan atas pengalaman dan 
termanfaatkannya temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu 
pengetahuan di masyarakat.  

4. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 
perkembangan IPTEKS. 

 

1.2 TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR TATA KELOLA 

Tujuan penyusunan manual penetapan Standar Tata Kelola ini adalah 
untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan : 
1. Standar Transparansi 
2. Standar Pengorganisasian 
3. Standar Partisipasi 
4. Standar Responsivitas 
5. Standar Akuntabilitas 
6. Standar Kepemimpinan 
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1.3 LUAS LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR TATA 
KELOLA DAN PENGGUNAANNYA 

1. Manual penetapan Standar Tata Kelola ini berlaku ketika sebuah 
Standar hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Tim. 

2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan Standar 
Tata Kelola perguruan tinggi pada jenjang Strata satu (S-1). 

 

1.4 DEFENISI ISTILAH 

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi 
minimal yang harus dicapai atau dipenuhi. 

2. Standar Tata Kelola adalah rangkaian proses, kebiasaan, 
kebijakan, aturan dari institusi Perguruan Tinggi. 

3. Penetapan Standar Tata Kelola adalah tindakan rangkaian 
proses, kebiasaan, kebijakan, aturan dari institusi Perguruan 
Tinggi. 

 

1.5 LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN 
STANDAR TATA KELOLA 

1. Tim Badan Penjaminan Mutu menyusun Standar Tata Kelola 
2. Rektor melakukan pemeriksaan terhadap usula standar Tata 

Kelola 
3. Usulan Standar Tata Kelola disetujui oleh Senat Universitas/ 

Fakultas. 
4. Ketua Yayasan menetapkan Standar Tata Kelola. 

 

1.6 KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN 
MANUAL PENETAPAN STANDAR TATA KELOLA 

Badan Penjaminan Mutu (BPM) Internal Universitas Antakusuma 
Pangkalan Bun sebagai koordinator, Pimpinan Universitas, Fakultas, 
Biro, Prodi, lembaga, Unit, dosen, dan tenaga kependidikan. 

 

1.7 CATATAN 

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen 
tertulis berupa : 

6. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan 
perguruan tinggi 

7. Ketersediaan peraturan pada poin 1 diatas 
8. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey 
9. Formulir evaluasi 
10. Prosedur kerja atau SOP 
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1.8 REFERENSI 

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen 
tertulis berupa: 

1. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan 
Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, 
Dirjen Dikti , 2010. 

2. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem 
Pendidikan Nasional 

3. Undang-Undang RI No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan 
Tinggi. 

4. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 
tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 
tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 

6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka 
Kualifikasi Nasional Indonesia; 

7. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, 
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014. 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan 
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 

9. Statuta Universitas Antakusuma Tahun 2015. 

10. Renstra Universitas Antakusuma Tahun 2015 
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2.1 VISI, MISI, DAN TUJUAN 

Visi 
Menjadikan Universitas Antakusuma (UNTAMA) sebagai pusat 
pengembangan IPTEKS dan sumberdaya insani yang cerdas, kreatif, 
inovatif, berakhlak, dan berdaya saing. 
 

Misi 
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, berdaya saing 

dan relevan dengan tujuan pendidikan nasional. 
2. Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan teori dan 

praktik keilmuan yang inovatif dan berakar pada kearifan lokal. 
3. Menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif 

dalam disiplin ilmu dan teknologi demi kemajuan masyarakat.  
4. Menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat 

secara profesional dalam rangka ikut serta memecahkan masalah 
nasional dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. 

Tujuan 
1. Tersedianya layanan pendidikan yang berkualitas dan 

terjangkau serta relevan dengan tuntutan dan perkembangan 
IPTEKS. 

2. Terciptanya budaya akademik dan penelitian berkualitas pada 
seluruh sivitas akademika. 

3. Terwujudnya akan pengakuan atas pengalaman dan 
termanfaatkannya temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu 
pengetahuan di masyarakat.  

4. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 
perkembangan IPTEKS. 

 

2.2 TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR TATA KELOLA 

Tujuan penyusunan manual pelaksanaan Standar Tata kelola adalah 
untuk memberikan pedoman bagaimana melaksanakan standar atau 
memenuhi Standar Tata Kelola yang telah ditetapkan, meliputi : 
1. Standar Transparansi 
2. Standar Pengorganisasian 
3. Standar Partisipasi 
4. Standar Responsivitas 
5. Standar Akuntabilitas 
6. Standar Kepemimpinan 
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2.3 LUAS LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR TATA 
KELOLA DAN PENGGUNAANNYA 

1. Luas lingkup manual pelaksanaan/pemenuhan Standar Tata 
Kelola adalah pedoman bagaimana melaksanakan agar Standar 
tata kelola yang ditetapkan dapat dicapai atau dipenuhi. 

2. Penggunaan manual pelaksanaan Standar Tata kelola ini 
dilakukan pada saat Standar Tata Kelola harus dilaksanakan 
dalam kegiatan pembelajaran. 

 

2.4 DEFENISI ISTILAH 

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi 
minimal yang harus dicapai atau dipenuhi. 

2. Standar Tata Kelola adalah rangkaian proses, kebiasaan, 
kebijakan, aturan dari institusi Perguruan Tinggi. 

3. Pelaksanaan Standar Tata Kelola adalah bagaimana pernyataan 
standar Tata Kelola yang telah ditetapkan harus dipatuhi, 
dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya. 

4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Standar Tata Kelola 
adalah merupakan uraian tentang urutan suatu kegiatan untuk 
pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, 
logis, dan koheren. 

 

2.5 LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN 
STANDAR TATA KELOLA 

1. Tim melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai 
dengan isi prosedur standar. 

2. Tim mensosialisasikan isi Standar Tata Kelola kepada seluruh 
dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, secara periodik 
dan konsisten. 

3. Tim menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa : Standar 
Operasional Prosedur (SOP), atau sejenisnya sesuai dengan isi 
standar. 

4. Tim melaksanakan kegiatan atau program untuk memenuhi 
StandarTata Kelola yang telah didtetapkan sebagai tolak ukur 
pencapaian. 

 

2.6 KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN 
MANUAL PELAKSANAAN STANDAR TATA KELOLA 

Pihak yang harus melaksanakan pemenuhan/pengendalian standar 
adalah : Badan Penjaminan Mutu (BPM) Universitas Antakusuma 
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sebagai koordinator, Pimpinan Universitas, Fakultas, Biro, Prodi, 
lembaga, Unit, dosen, dan tenaga kependidikan. 

 

2.7 CATATAN 

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen 
tertulis berupa : 

6. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan 
perguruan tinggi 

7. Ketersediaan peraturan pada poin 1 diatas 
8. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey kepuasan 
9. Formulir evaluasi 
10. Prosedur kerja atau SOP 

 

2.8 REFERENSI 

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen 
tertulis berupa prosedur/SOP yang berkaitan dengan kegiatan yang 
disesuaikan dengan isi Standar Pendidikan. 
1. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. 
2. Undang-Undang RI No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi. 
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 

tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 

tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. 
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia. 
6. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014. 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 
8. Renstra UNTAMA tahun 2015. 
9. Statuta UNTAMA tahun 2015. 
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3.1 VISI, MISI, DAN TUJUAN 

Visi 
Menjadikan Universitas Antakusuma (UNTAMA) sebagai pusat 
pengembangan IPTEKS dan sumberdaya insani yang cerdas, kreatif, 
inovatif, berakhlak, dan berdaya saing. 
 

Misi 
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, berdaya saing 

dan relevan dengan tujuan pendidikan nasional. 
2. Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan teori dan 

praktik keilmuan yang inovatif dan berakar pada kearifan lokal. 
3. Menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif 

dalam disiplin ilmu dan teknologi demi kemajuan masyarakat.  
4. Menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat 

secara profesional dalam rangka ikut serta memecahkan masalah 
nasional dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. 

Tujuan 
1. Tersedianya layanan pendidikan yang berkualitas dan 

terjangkau serta relevan dengan tuntutan dan perkembangan 
IPTEKS. 

2. Terciptanya budaya akademik dan penelitian berkualitas pada 
seluruh sivitas akademika. 

3. Terwujudnya akan pengakuan atas pengalaman dan 
termanfaatkannya temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu 
pengetahuan di masyarakat.  

4. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 
perkembangan IPTEKS. 

 

3.2 TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR TATA KELOLA 

Tujuan manual evaluasi Standar Tata Kelola adalah untuk 
mengevaluasi pelaksanaan Standar Tata Kelola yang telah 
dilaksanakan sehingga Standar Tata Kelola yang ditetapkan dapat 
tercapai atau terpenuhi. Meliputi : 
1. Standar Transparansi 
2. Standar Pengorganisasian 
3. Standar Partisipasi 
4. Standar Responsivitas 
5. Standar Akuntabilitas 
6. Standar Kepemimpinan 
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3.3 LUAS LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR PENDIDIKAN 
DAN PENGGUNAANNYA 

1. Luas lingkup manual evaluasi Standar Tata Kelola ini mencakup 
bagaimana memeriksa, memantau, dan mengukur, pelaksanaan 
Standar Tata Kelola yang telah ditetapkan. 

2. Penggunaan manual evaluasi Standar Tata Kelola ini dilakukan 
pada saat pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI). 

 

3.4 DEFENISI ISTILAH 

1. Memeriksa adalah kegiatan melihat dengan teliti, menyelidiki, 
dan mengamati tentang pelaksanaan standar. 

2. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu 
kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau 
kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan 
dalam Standar Tata Kelola. 

3. Mengukur adalah kegiatan membandingkan suatu nilai dengan 
standar yang telah ditetapkan 

4. Evaluasi adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua 
aspek dari penyelenggaraan Standar Pendidikan memenuhi 
yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah 
semua aspek penyelenggaraan Pendidikan memenuhi isi 
standar pendidikan tersebut. 

 

3.5 LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI 
STANDAR TATA KELOLA 

1. Melakukan pemantauan secara priodik dalam satuan waktu 
semester dan atau tahunan. 
2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, 
kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Standar 
Tata Kelola yang memenuhi atau belum memenuhi isi Standar Tata 
Kelola yang telah ditetapkan. 
3. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen 
seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari Standar Tata 
Kelola yang telah dilaksanakan. 
4. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya 
penyimpangan dari isi Standar Tata Kelola memenuhi atau belum 
memenuhi pelaksanaan Standar Tata Kelola. 
5. Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil. 
6. Melaporkan hasil dari Evaluasi standar ini kepada pimpinan dan 
kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi dalam Rapat 
Tinjauan Manajemen (RTM), setelah pelaksanaan Audit selesai. 
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3.6 KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN 
MANUAL EVALUASI STANDAR TATA KELOLA 

Pihak yang harus melaksanakan standar ini adalah: 
1. Tim Badan Penjaminan Mutu Universitas Antakusuma sebagai 

koordinator evaluasi Standar Pendidikan memenuhi. 
2. Pejabat struktural di lingkungan Universitas Antakusuma. 

 

3.7 CATATAN 

Manual evaluasi standar Tata Kelola dalam implementasinya 
membutuhkan: 
1. Fomulir laporan dan evaluasi tata Kelola Perguruan Tinggi. 
2. Form prosedur evaluasi Tata Kelola 

 

3.8 REFERENSI 

Untuk melengkapi manual pengendalian standar ini dibutuhkan 
ketersediaan dokumen tertulis berupa: 

1. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem 
Pendidikan Nasional. 

2. Undang-Undang RI No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan 
Tinggi. 

3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 
tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 
tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. 

5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka 
Kualifikasi Nasional Indonesia. 

6. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, 
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014. 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan 
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 

8. Renstra Untama tahun 2015. 

9. Standar Operasional Prosedur audit mutu internal. 

10. Statuta Untama 
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4.1 VISI, MISI, DAN TUJUAN 

Visi 
Menjadikan Universitas Antakusuma (UNTAMA) sebagai pusat 
pengembangan IPTEKS dan sumberdaya insani yang cerdas, kreatif, 
inovatif, berakhlak, dan berdaya saing. 
 

Misi 
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, berdaya saing 

dan relevan dengan tujuan pendidikan nasional. 
2. Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan teori dan 

praktik keilmuan yang inovatif dan berakar pada kearifan lokal. 
3. Menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif 

dalam disiplin ilmu dan teknologi demi kemajuan masyarakat.  
4. Menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat 

secara profesional dalam rangka ikut serta memecahkan masalah 
nasional dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. 

Tujuan 
1. Tersedianya layanan pendidikan yang berkualitas dan 

terjangkau serta relevan dengan tuntutan dan perkembangan 
IPTEKS. 

2. Terciptanya budaya akademik dan penelitian berkualitas pada 
seluruh sivitas akademika. 

3. Terwujudnya akan pengakuan atas pengalaman dan 
termanfaatkannya temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu 
pengetahuan di masyarakat.  

4. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 
perkembangan IPTEKS. 

 

4.2 TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR TATA KELOLA 

Tujuan penyusunan manual pengendalian Standar Tata Kelola adalah 
untuk mengendalikan pelaksanan Standar Tata Kelola sehingga 
Standar Tata Kelola yang telah ditetapkan dapat tercapai atau 
terpenuhi. Meliputi : 
1. Standar Transparansi 
2. Standar Pengorganisasian 
3. Standar Partisipasi 
4. Standar Responsivitas 
5. Standar Akuntabilitas 
6. Standar Kepemimpinan 
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4.3 LUAS LINGKUP MANUAL PEGENDALIAN STANDAR TATA 
KELOLA DAN PENGGUNAANNYA 

1. Luas lingkup manual pengendalian Standar Tata Kelola ini 
mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap 
Standar Tata Keloa yang telah ditetapkan belum tercapai. 

2. Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada 
saat pelaksanaan Standar Tata Kelola memerlukan 
pengendalian agar Standar Tata Kelola yang telah ditetapkan 
dapat terpenuhi. 

 

4.4 DEFENISI ISTILAH 

Pengendalian standar Tata Kelola adalah melakukan tindakan 
koreksi atas pelaksanaan standar Tata kelola sehingga 
penyimpangan atau kegagalan pemenuhan standar Tata kelola 
dapat di perbaiki. 

 

4.5 LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN 
STANDAR TATA KELOLA 

Langkah-langkah pengendalian adalah tindak lanjut dari hasil temuan 
audit mutu internal, berupa : 
1. Melakukan analisis terhadap hasil pemeriksaan, pemantauan, 

dan pengukuran yang telah dilakukan secara priodik dalam 
satuan waktu semester dan atau tahunan. 

2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau 
penyimpangan dari isi Standar Tata Kelola. 

3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil. 
4. Memantau tindak lanjut hasil korektif tersebut, misalnya apakah 

kemudian penyelenggaraan Standar Tata kelola kembali berjalan 
sesuai dengan isi Standar. 

5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang 
menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 

6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar ini kepada pimpinan 
dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi. 

 

 

4.6 KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN 
MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENDIDIKAN 

Pihak yang harus melakukan pengendalian Standar Tata Kelola ini 
adalah Pejabat struktural di lingkungan Universitas Antakusuma. 
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4.7 CATATAN 

Manual pengendalian standar Tata Kelola dalam implementasinya 
membutuhkan form laporan dan rekomendasi. 

 

4.8 REFERENSI 

Untuk melengkapi manual pengendalian Standar Tata Kelola ini 
dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 

1. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem 
Pendidikan Nasional. 

2. Undang-Undang RI No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 
tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 
tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. 

5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka 
Kualifikasi Nasional Indonesia. 

6. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, 
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014. 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan 
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 

8. Renstra Untama tahun 2015. 

9. Statuta Untama.Formulir Evaluasi tindak lanjut. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



60 
 
 

 

 UNIVERSITAS 
ANTAKUSUMA 

Kode/No : 
BJM.UTM/SPMI.MS.T 
/03.02.05 

Tanggal  : 20 Oktober 2018 

MANUAL 
PENINGKATAN 
STANDAR TATA 

KELOLA 

Revisi  : 0 

Halaman  :  25  dari  29 

 
 
 

BAB V 
MANUAL PENINGKATAN  
STANDAR TATA KELOLA 

UNIVERSITAS ANTAKUSUMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



61 
 
 

 

5.1 VISI, MISI, DAN TUJUAN 

Visi 
Menjadikan Universitas Antakusuma (UNTAMA) sebagai pusat 
pengembangan IPTEKS dan sumberdaya insani yang cerdas, kreatif, 
inovatif, berakhlak, dan berdaya saing. 
 

Misi 
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, berdaya saing 

dan relevan dengan tujuan pendidikan nasional. 
2. Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan teori dan 

praktik keilmuan yang inovatif dan berakar pada kearifan lokal. 
3. Menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif 

dalam disiplin ilmu dan teknologi demi kemajuan masyarakat.  
4. Menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat 

secara profesional dalam rangka ikut serta memecahkan masalah 
nasional dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. 

Tujuan 
1. Tersedianya layanan pendidikan yang berkualitas dan 

terjangkau serta relevan dengan tuntutan dan perkembangan 
IPTEKS. 

2. Terciptanya budaya akademik dan penelitian berkualitas pada 
seluruh sivitas akademika. 

3. Terwujudnya akan pengakuan atas pengalaman dan 
termanfaatkannya temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu 
pengetahuan di masyarakat.  

4. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 
perkembangan IPTEKS. 

 

5.2 TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDIDIKAN 

Tujuan manual peningkatan Standar Pendidikan ini adalah untuk 
menjamin keberlanjutan peningkatan mutu Standar Pendidikan pada 
saat setiap berakhirnya siklus. Meliputi : 
1. Standar Transparansi 
2. Standar Pengorganisasian 
3. Standar Partisipasi 
4. Standar Responsivitas 
5. Standar Akuntabilitas 
6. Standar Kepemimpinan 
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5.3 LUAS LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR TATA 
KELOLA DAN PENGGUNAANNYA 

Manual ini berlaku dengan ketentuan berikut ini : 
1. Manual peningkatan Standar Tata Kelola dapat diberlakukan 

apabila pelaksanaan Standar Tata Kelola dalam satu siklus telah 
berakhir. 

2. Setiap berakhirnya pelaksanaan Standar Tata Kelola pada tiap 
siklus dilaksanakan peningkatan mutunya. 

3. Penetapan siklus Standar Tata Kelola dapat ditentukan tiap tahun 
akademik. 

4. Manual ini berlaku untuk Standar Tata Kelola. 

 

5.4 DEFENISI ISTILAH 

1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya 
untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaiki, 
meningkatakan mutu dari isi Standar Tata Kelola setelah 
siklus berakhir. 

2. Evaluasi akhir Standar Tata Kelola merupakan tindakan 
menilai, mengevaluasi apakah pelaksanaan Standar Tata 
Kelola yang didasarkan pada hasil pelaksanaan standar, 
evaluasi, pengendalian terhadap Standar Pendidikan telah 
mencapai atau memenuhi Standar Tata Kelola yang telah 
ditetapkan. 

3. Satu siklus Standar Tata Kelola adalah durasi atau masa 
berlakunya Standar Tata Kelola sesuai dengan aspek yang 
diatur. 

 

5.5 LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN 
STANDAR TATA KELOLA 

1. Badan Penjaminan Mutu mempelajari laporan hasil pengendalian 
Standar Tata Kelola. 

2. Badan Penjaminan Mutu menyelenggarakan rapat untuk 
mendiskusikan hasil laporan hasil akhir dengan mengundang 
pejabat yang terkait, dosen, dan pihak yang terlibat yang disebut 
pada Standar Tata kelola. 

3. Badan Penjaminan Mutu melakukan evaluasi terhadap isi 
Standar Tata Kelola. 

4. Badan Penjaminan Mutu melakukan revisi isi Standar Tata Kelola 
sehingga tercipta standar baru. 
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5.6 KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN 
MANUAL PENINGKATAN STANDAR TATA KELOLA 

Manual ini dilengkapi dengan SOP yang dikembangkan oleh pihak-
pihak berikut ini. 
1. Tim sistem Badan Penjaminan Mutu Universitas 

Antakusuma sebagai koordinator peningkatan Standar Tata 
Kelola. 

2. Pejabat struktural di lingkungan Universitas Antakusuma. 

 

5.7 CATATAN 

Manual peningkatan standar Tata Kelola dalam 
implementasinya membutuhkan form laporan dan rekomendasi. 

 

5.8 REFERENSI 

Untuk melengkapi manual peningkatan Standar Pendidikan ini 
dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 
1. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. 
2. Undang-Undang RI No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 

tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 

tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. 
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia. 
6. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014. 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 
8. Renstra Untama tahun 2015. 
9. Statuta Untama. 
10. Formulir Evaluasi tindak lanjut 
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6.1 RASIONAL STANDAR TATA KELOLA 

Rasional standar Tata Kelola pada Universitas Antakusuma 
mengacu pada Permenristekdikti nomor 16 tahun 2018 khususnya 
pada pasal 4 yang memuat Pengaturan otonomi Perguruan Tinggi 
Swasta, Pola pengelolaan perguruan tinggi swasta, tata Kelola 
Perguruan Tinggi Swasta, dan akuntabilitas public Perguruan Tinggi 
Swasta. 
Rasional Standar Tata Kelola diperlukan agar penyelenggaraan 
perguruan tinggi  dapat dilaksanakan oleh semua pihak yang 
bertanggung jawab sesuai dengan acuan, standar, ukuran, kriteria, 
dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi, sehingga ditetapkan 
standar tata kelola. 

 

6.2 PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI 
STANDAR TATA KELOLA 

Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar 
Pendidikan adalah sebagai berikut : 
1. Badan Penjaminan Mutu 
2. Rektor Universitas Antakusuma 
3. Wakil Rektor I Universitas Antakusuma 
4. Kepala Biro 
5. Kepala UPT 
6. Dekan 
7. Ketua Program Studi 
8. Dosen 

 

6.3 DEFENISI ISTILAH 

1. Tata Kelola rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan dari 
institusi Perguruan Tinggi. 

2. Standar adalah kriteria minimal yang harus dicapai sesuai 
dengan Standar Tata Kelola yang telah ditetapkan. 

 

6.4 PERNYATAAN ISI STANDAR TATA KELOLA 

Isi Standar Tata Kelola Universitas Antakusuma, memenuhi kriteria 
minimal berikut ini : 
1. Universitas Antakusuma memiliki dokumen formal tentang tata 

Kelola yang dijabarkan dalam kebijakan dan peraturan guna 
menjamin akuntabilitas 
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2. Universitas Antakusuma memiliki struktur organisasi yang 
dituangkan dalam dokumen organisasi dan tata kelola 
universitas Antakusuma. 

3. Universitas Antakusuma memiliki dokumen yang shahih terkait 
praktik tata Kelola yang sehat yang mencerminkan aspek 
kredibilitas, transparan, akuntabilitas dan adil 

4. Universitas Antakusuma memiliki bukti yang terdokumentasi 
tentang telaah yang lengkap guna melakukan upaya evaluasi 
dan perbaikan terhadap pelaksanaan tata Kelola di perguruan 
tinggi. 

 

6.5 INDIKATOR STANDAR TATA KELOLA 

1. Tersedianya dokumen pengelolaan perguruan tinggi yang terkait 
dengan: pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, 
kemahasiswaan, pengembangan suasana akademik dan 
keilmuan, sumber daya manusia, keuangan, sarana prasarana, 
sistem penjaminan mutu dan kerjasama.  

2. Tersedianya dokumen bukti pengelolaan perguruan tinggi yang 
meliputi aspek: pendidikan, penelitian, pengabdian kepada 
masyarakat, kemahasiswaan, pengembangan suasana 
akademik dan keilmuan, sumber daya manusia, keuangan, 
sarana prasarana, sistem penjaminan mutu dan kerjasama. 

3. Adanya dokumen rencana strategis dan rencana operasional dan 
dokumen bukti implementasi rencana strategis dan rencana 
operasional.  

4. Terimplementasinya sistem pengelolaan fungsional dan 
operasional secara efektif, efisien dan konsisten yang mencakup 
aspek: perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), 
penenpatan (staffing), pengarahan (leading) dan pengontrolan 
(controlling). 

5. Tersedianya bukti implementasi pelaksanaan kepemimpinan dan 
pegawai pada berbagai unit pengelola yang menjadi acuan 
pengambilan kebijakan untuk peningkatan kinerja organisasi.  

6. Tersedianya bukti kepuasan tatakelola dari dosen, tenaga 
kependidikan, mahasiswa, pengguna lulusan dan pemangku 
kepentingan lainnya. 
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6.6 STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR TATA KELOLA 

Strategi pelaksanaan standar Tata Kelola adalah mencerminkan 
standar minimal yang harus dicapai oleh pimpinan Universitas, Unit, 
dan Lembaga berupa: 
1. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman 

tentang tata Kelola perguruan tinggi. 
2. Menyediakan anggaran terkait berbagai kegiatan dalam rangka 

pencapaian isi standar tata Kelola. 
3. Melakukan kegiatan studi banding dan bencmarking ke 

perguruan tinggi lain 
4. Rektor melakukan kegiatan orientasi bagi setiap pengangkatan 

pejabat yang baru. 
5. Wakil Rektor Bersama Badan Penjaminan Mutu melakukan 

pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata Kelola. 
6. Para pimpinan di semua level melakukan sosialisasi tata Kelola 

kepada tenaga kependidikan, dosen serta mahasiswa UNTAMA 

 

6.7 STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR TATA KELOLA 

Strategi pelaksanaan standar Tata Kelola adalah mencerminkan 
standar minimal yang harus dicapai oleh pimpinan Universitas, Unit, 
dan Lembaga berupa: 
1. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman 

tentang tata Kelola perguruan tinggi. 
2. Menyediakan anggaran terkait berbagai kegiatan dalam rangka 

pencapaian isi standar tata Kelola. 
3. Melakukan kegiatan studi banding dan bencmarking ke 

perguruan tinggi lain 
4. Rektor melakukan kegiatan orientasi bagi setiap pengangkatan 

pejabat yang baru. 
5. Wakil Rektor Bersama Badan Penjaminan Mutu melakukan 

pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata Kelola. 
6. Para pimpinan di semua level melakukan sosialisasi tata Kelola 

kepada tenaga kependidikan, dosen serta mahasiswa UNTAMA 

 

6.8 DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR TATA 
KELOLA 

1. STATUTA Universitas Antakusuma 
2. Renstra Universitas Antakusuma. 
3. Organisasi dan Tata Kelola (OTK) UNTAMA 
4. Dokumen Monitoring dan Evaluasi 
5. Dokumen Laporan Kinerja 
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6.9 REFERENSI 

Untuk melengkapi manual pengendalian Standar Pendidikan 
ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 
1. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. 
2. Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 

tahun 2015 tentang Standar Nasional  Pendidikan. 
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 

tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 
6. Statuta Untama tahun 2015 
7. Renstra Untama tahun 2015. 
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1.1 VISI, MISI, DAN TUJUAN 

Visi 
Menjadikan Universitas Antakusuma (UNTAMA) sebagai pusat 
pengembangan IPTEKS dan sumberdaya insani yang cerdas, kreatif, 
inovatif, berakhlak, dan berdaya saing. 
 

Misi 
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, berdaya saing 

dan relevan dengan tujuan pendidikan nasional. 
2. Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan teori dan 

praktik keilmuan yang inovatif dan berakar pada kearifan lokal. 
3. Menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif 

dalam disiplin ilmu dan teknologi demi kemajuan masyarakat.  
4. Menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat 

secara profesional dalam rangka ikut serta memecahkan masalah 
nasional dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. 

Tujuan 
1. Tersedianya layanan pendidikan yang berkualitas dan 

terjangkau serta relevan dengan tuntutan dan perkembangan 
IPTEKS. 

2. Terciptanya budaya akademik dan penelitian berkualitas pada 
seluruh sivitas akademika. 

3. Terwujudnya akan pengakuan atas pengalaman dan 
termanfaatkannya temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu 
pengetahuan di masyarakat.  

4. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 
perkembangan IPTEKS. 

 

1.2 TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR KEUANGAN 

Tujuan penyusunan manual penetapan Standar Keuangan ini adalah 
untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan : 
1. Standar Perencanaan 
2. Standar Program 
3. Standar Anggaran 
4. Standar Pertanggungjawaban 
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1.3 LUAS LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR 
KEUANGAN DAN PENGGUNAANNYA 

1. Manual penetapan Standar Keuangan ini berlaku ketika sebuah 
Standar hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Tim. 

2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan Standar 
Keuangan. 

 

1.4 DEFENISI ISTILAH 

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi 
minimal yang harus dicapai atau dipenuhi. 

2. Standar Keuangan adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, 
spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam 
keseluruhan standar yang akan ditetapkan. 

3. Menetapkan Standar Keuangan adalah tindakan berupa 
merancang, merumuskan, persetujuan dan pengesahan standar 
sehingga Standar dinyatakan berlaku. 

 

1.5 LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN 
STANDAR KEUANGAN 

1. Kepala Biro Adm. Umum, dan Perencanaan Keuangan 
merumuskan rancangan standar keuangan 

2. Wakil Rektor Bid Nonakademik melakukan pemeriksaan 
terhadap usulan standar Keuangan 

3. Usulan Standar Keuangan disetujui oleh Rektor. 
4. Ketua Yayasan menetapkan Standar Keuangan. 

 

1.6 KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN 
MANUAL PENETAPAN STANDAR KEUANGAN 

Seluruh pejabat struktural di lingkungan Internal Universitas 
Antakusuma Pangkalan Bun. 

 

1.7 CATATAN 

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen 
tertulis berupa : 
1. Peraturan Yayasan tentang Standar Biaya 
2. Peraturan Rektor Tata Kelola Keuangan 
3. Laporan realisasi anggaran tahunan 
4. Prosedur kerja atau SOP 
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1.8 REFERENSI 

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen 
tertulis berupa: 

11. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan 
Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, 
Dirjen Dikti , 2010. 

12. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem 
Pendidikan Nasional 

13. Undang-Undang RI No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan 
Tinggi. 

14. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 
tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 
tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 

16. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka 
Kualifikasi Nasional Indonesia; 

17. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, 
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014. 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan 
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 

19. Peraturan Yayasan tentang standar pembiayaan 

20. Peraturan Rektor tentang Tata Kelola Universitas 

21. Statuta Universitas Antakusuma Tahun 2015 

22. Renstra Universitas Antakusuma Tahun 2015 
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2.1 VISI, MISI, DAN TUJUAN 

Visi 
Menjadikan Universitas Antakusuma (UNTAMA) sebagai pusat 
pengembangan IPTEKS dan sumberdaya insani yang cerdas, kreatif, 
inovatif, berakhlak, dan berdaya saing. 
 

Misi 
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, berdaya saing 

dan relevan dengan tujuan pendidikan nasional. 
2. Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan teori dan 

praktik keilmuan yang inovatif dan berakar pada kearifan lokal. 
3. Menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif 

dalam disiplin ilmu dan teknologi demi kemajuan masyarakat.  
4. Menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat 

secara profesional dalam rangka ikut serta memecahkan masalah 
nasional dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. 

Tujuan 
1. Tersedianya layanan pendidikan yang berkualitas dan 

terjangkau serta relevan dengan tuntutan dan perkembangan 
IPTEKS. 

2. Terciptanya budaya akademik dan penelitian berkualitas pada 
seluruh sivitas akademika. 

3. Terwujudnya akan pengakuan atas pengalaman dan 
termanfaatkannya temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu 
pengetahuan di masyarakat.  

4. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 
perkembangan IPTEKS. 

 

2.2 TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KEUANGAN 

Tujuan penyusunan manual pelaksanaan Standar Keuangan adalah 
untuk memberikan pedoman bagaimana melaksanakan standar atau 
memenuhi Standar Pendidikan yang telah ditetapkan, meliputi : 
1. Standar Perencanaan 
2. Standar Program 
3. Standar Anggaran 
4. Standar Pertanggungjawaban 
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2.3 LUAS LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR 
KEUANGAN DAN PENGGUNAANNYA 

1. Luas lingkup manual pelaksanaan/pemenuhan Standar 
Keuangan adalah pedoman bagaimana melaksanakan agar 
Standar Keuangan yang ditetapkan dapat dicapai atau dipenuhi. 

2. Penggunaan manual pelaksanaan Standar Keuangan ini 
dilakukan pada saat Standar Keuangan harus dilaksanakan 
dalam kegiatan pemenuhan program perguruan tinggi. 

 

2.4 DEFENISI ISTILAH 

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi 
minimal yang harus dicapai atau dipenuhi. 

2. Standar Keuangan kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, 
spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam 
bidang keuangan. 

3. Melaksanakan Standar Keuangan adalah bagaimana pernyataan 
standar Keuangan yang telah ditetapkan harus dipatuhi, 
dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya. 

4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Standar Keuangan adalah 
merupakan uraian tentang urutan suatu kegiatan untuk 
pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, 
logis, dan koheren. 

 

2.5 LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN 
STANDAR KEUANGAN 

1. Kepala Biro Adm Umum, dan Perencanaan Keuangan 
membentuk tim untuk Menyusun perencanaan, program, 
anggraan dan pertanggungjawaban keuangan. 

2. Tim mensosialisasikan isi Standar Keuangan kepada seluruh 
pejabat strukturan di lingkungan UNTAMA. 

3. Tim menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa : Formulir 
standar perencanaan, standar program, standar anggaran, dan 
standar pertanggungjawaban. 

4. Pejabat structural melaksanakan kegiatan atau program untuk 
memenuhi mutu Standar Keuangan yang ditetapkan sebagai tolok 
ukur pencapaian. 

 

2.6 KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN 
MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KEUANGAN 

Pihak yang harus melaksanakan pemenuhan/pengendalian standar 
adalah seluruh pejabat structural di lingkungan UNTAMA. 
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2.7 CATATAN 

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen 
tertulis berupa : 
1. Formulir standar perencanaan 
2. Fromulir standar Program 
3. Formulir standar anggaran 
4. Formulir standar pertanggung jawaban 

 

2.8 REFERENSI 

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen 
tertulis berupa prosedur/SOP yang berkaitan dengan kegiatan yang 
disesuaikan dengan isi Standar Pendidikan. 
1. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. 
2. Undang-Undang RI No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 

tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 

tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. 
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia. 
6. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014. 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 
8. Peratutan Yayasan tentang standar biaya 
9. Peraturan Rektor tentang Tata Kelola Keuangan 
10. Renstra UNTAMA tahun 2015. 
11. Statuta UNTAMA tahun 2015. 
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3.1 VISI, MISI, DAN TUJUAN 

Visi 
Menjadikan Universitas Antakusuma (UNTAMA) sebagai pusat 
pengembangan IPTEKS dan sumberdaya insani yang cerdas, kreatif, 
inovatif, berakhlak, dan berdaya saing. 
 

Misi 
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, berdaya saing 

dan relevan dengan tujuan pendidikan nasional. 
2. Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan teori dan 

praktik keilmuan yang inovatif dan berakar pada kearifan lokal. 
3. Menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif 

dalam disiplin ilmu dan teknologi demi kemajuan masyarakat.  
4. Menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat 

secara profesional dalam rangka ikut serta memecahkan masalah 
nasional dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. 

Tujuan 
1. Tersedianya layanan pendidikan yang berkualitas dan 

terjangkau serta relevan dengan tuntutan dan perkembangan 
IPTEKS. 

2. Terciptanya budaya akademik dan penelitian berkualitas pada 
seluruh sivitas akademika. 

3. Terwujudnya akan pengakuan atas pengalaman dan 
termanfaatkannya temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu 
pengetahuan di masyarakat.  

4. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 
perkembangan IPTEKS. 

 

3.2 TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR KEUANGAN 

Tujuan penyusunan manual evaluasi Standar Keuangan adalah untuk 
mengevaluasi pelaksanaan Standar Keuangan yang telah 
dilaksanakan sehingga Standar Keuangan yang ditetapkan dapat 
tercapai atau terpenuhi. Meliputi : 
1. Standar Perencanaan 
2. Standar Program 
3. Standar Anggran 
4. Standar Pertanggungjawaban 
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3.3 LUAS LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR KEUANGAN 
DAN PENGGUNAANNYA 

1. Luas lingkup manual evaluasi Standar Keuangan ini mencakup 
bagaimana mengawasi, memeriksa, memantau, memonitoring, 
mengukur, menilai, dan mengevaluasi pelaksanaan Standar 
Keuangan dalam memenuhi Standar yang telah ditetapkan. 

2. Penggunaan manual evaluasi Standar Keuangan ini dilakukan 
pada saat pelaksanaan audit mutu internal (AMI). 

 

3.4 DEFENISI ISTILAH 

1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu 
kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau 
kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan 
dalam Standar Keuangan. 

2. Evaluasi adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua 
aspek dari penyelenggaraan Standar Keuangan memenuhi yang 
dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua 
aspek penyelenggaraan Keuangan memenuhi isi standar 
tersebut. 

 

3.5 LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI 
STANDAR KEUANGAN 

1. Badan Panjaminan Mutu melalui tim audit keuangan melakukan 
pemantauan secara priodik dalam satuan waktu semester dan 
atau tahunan. 

2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, 
kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan 
Standar Keuangan yang memenuhi atau belum memenuhi isi 
Standar Keuangan yang telah ditetapkan. 

3. Mencatat apabila ditemukan ketidak lengkapan dokumen seperti 
prosedur kerja, formulir, dan bukti otentik dari Standar Keuangan 
yang telah dilaksanakan. 

4. Memeriksakan dan mempelajari alasan atau penyebab 
terjadinya penyimpangan dari isi Standar Keuangan. 

5. Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil. 
6. Melaporkan hasil dari Evaluasi standar tersebut kepada 

pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi 
dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), setelah pelaksanaan 
audit selesai. 
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3.6 KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN 
MANUAL EVALUASI STANDAR KEUANGAN 

Pihak yang harus melaksanakan standar ini adalah: 
1. Tim Badan Penjaminan Mutu Universitas Antakusuma sebagai 

koordinator evaluasi Standar Keuangan memenuhi. 
2. Pejabat struktural di lingkungan Universitas Antakusuma. 

 

3.7 CATATAN 

Manual evaluasi standar Keuangan dalam implementasinya 
membutuhkan: 
1. Fomulir pertanggungjawaban dan evaluasi Keuangan. 
2. Form prosedur evaluasi pelaksanaan tupoksi keuangan 

 

3.8 REFERENSI 

Untuk melengkapi manual pengendalian standar ini dibutuhkan 
ketersediaan dokumen tertulis berupa: 
1. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. 
2. Undang-Undang RI No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi. 
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 

tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 

tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. 
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia. 
6. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014. 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 
8. Peraturan Yayasan tentang Standar Biaya 
9. Peraturan Rektor tentang tata Kelola keuangan 
10. Renstra Untama tahun 2015. 
11. Standar Operasional Prosedur audit mutu internal. 
12. Statuta Untama 
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4.1 VISI, MISI, DAN TUJUAN 

Visi 
Menjadikan Universitas Antakusuma (UNTAMA) sebagai pusat 
pengembangan IPTEKS dan sumberdaya insani yang cerdas, kreatif, 
inovatif, berakhlak, dan berdaya saing. 
 

Misi 
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, berdaya saing 

dan relevan dengan tujuan pendidikan nasional. 
2. Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan teori dan 

praktik keilmuan yang inovatif dan berakar pada kearifan lokal. 
3. Menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif 

dalam disiplin ilmu dan teknologi demi kemajuan masyarakat.  
4. Menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat 

secara profesional dalam rangka ikut serta memecahkan masalah 
nasional dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. 

Tujuan 
1. Tersedianya layanan pendidikan yang berkualitas dan 

terjangkau serta relevan dengan tuntutan dan perkembangan 
IPTEKS. 

2. Terciptanya budaya akademik dan penelitian berkualitas pada 
seluruh sivitas akademika. 

3. Terwujudnya akan pengakuan atas pengalaman dan 
termanfaatkannya temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu 
pengetahuan di masyarakat.  

4. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 
perkembangan IPTEKS. 

 

4.2 TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KEUANGAN 

Tujuan penyusunan manual pengendalian Standar Keuangan adalah 
untuk mengendalikan pelaksanan Standar Keuangan sehingga 
Standar Keuangan yang telah ditetapkan dapat tercapai atau 
terpenuhi. Meliputi : 
1. Standar Perencanaan 
2. Standar Program 
3. Standar Anggrana 
4. Standar Pertanggung jawaban 
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4.3 LUAS LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR 
KEUANGAN 

1. Luas lingkup manual pengendalian Standar Keuangan ini 
mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap 
Standar Keuangan yang telah ditetapkan belum tercapai. 

2. Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada 
saat pelaksanaan Standar Keuangan memerlukan 
pengendalian agar Standar Keuangan yang telah ditetapkan 
dapat terpenuhi. 

 

4.4 DEFENISI ISTILAH 

Pengendalian standar Keuangan adalah melakukan tindakan 
koreksi atas pelaksanaan standar Keuangan sehingga 
penyimpangan atau kegagalan pemenuhan standar Keuangan 
dapat di perbaiki. 

 

4.5 LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN 
STANDAR KEUANGAN 

Langkah-langkah pengendalian adalah tindak lanjut dari hasil temuan 
audit mutu internal, berupa : 
1. Melakukan analisis terhadap hasil pemantauan, monitoring, 

pemeriksaan, pengukuran serta evaluasi yang telah dilakukan 
secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan. 

2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau 
penyimpangan dari isi Standar Keuangan. 

3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil. 
4. Memantau tindak lanjut hasil korektif tersebut, misalnya apakah 

kemudian penyelenggaraan Standar Keuangan kembali berjalan 
sesuai dengan isi Standar Keuangan. 

5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal 
yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 

6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan 
dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi. 

 

4.6 KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN 
MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KEUANGAN 

Pihak yang harus melakukan pengendalian Standar Keuangan ini 
adalah Badan Penjaminan Mutu sebagai coordinator dan seluruh 
pejabat structural di lingkungan UNTAMA. 
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4.7 CATATAN 

Manual pengendalian standar Keuangan dalam implementasinya 
membutuhkan form laporan dan rekomendasi. 

 

4.8 REFERENSI 

Untuk melengkapi manual pengendalian Standar Keuangan ini 
dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 
1. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. 
2. Undang-Undang RI No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi. 
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 

tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 

tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. 
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia. 
6. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014. 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 
8. Peraturan Yayasan tentang standar biaya 
9. Peraturan Rektor tentang tata Kelola keuangan 
10. Renstra Untama tahun 2015. 
11. Statuta Untama. 
12. Formulir Evaluasi tindak lanjut. 
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5.1 VISI, MISI, DAN TUJUAN 

Visi 
Menjadikan Universitas Antakusuma (UNTAMA) sebagai pusat 
pengembangan IPTEKS dan sumberdaya insani yang cerdas, kreatif, 
inovatif, berakhlak, dan berdaya saing. 
 

Misi 
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, berdaya saing 

dan relevan dengan tujuan pendidikan nasional. 
2. Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan teori dan 

praktik keilmuan yang inovatif dan berakar pada kearifan lokal. 
3. Menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif 

dalam disiplin ilmu dan teknologi demi kemajuan masyarakat.  
4. Menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat 

secara profesional dalam rangka ikut serta memecahkan masalah 
nasional dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. 

Tujuan 
1. Tersedianya layanan pendidikan yang berkualitas dan 

terjangkau serta relevan dengan tuntutan dan perkembangan 
IPTEKS. 

2. Terciptanya budaya akademik dan penelitian berkualitas pada 
seluruh sivitas akademika. 

3. Terwujudnya akan pengakuan atas pengalaman dan 
termanfaatkannya temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu 
pengetahuan di masyarakat.  

4. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 
perkembangan IPTEKS. 

 

5.2 TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR KEUANGAN 

Tujuan manual peningkatan Standar Keuangan ini adalah untuk 
menjamin keberlanjutan peningkatan mutu Standar Keuangan pada 
saat setiap berakhirnya siklus anggran. Meliputi: 
1. Standar Perencanaan 
2. Standar Program 
3. Standar Anggaran 
4. Standar Pertanggungjawaban 

 

5.3 LUAS LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR 
KEUANGAN DAN PENGGUNAANNYA 

Manual ini berlaku dengan ketentuan berikut ini : 
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1. Manual peningkatan Standar Keuangan dapat diberlakukan 
apabila pelaksanaan Standar Keuangan dalam satu siklus 
anggran telah berakhir. 

2. Setiap berakhirnya pelaksanaan Standar Keuangan pada tiap 
siklus anggaran dapat dilaksanakan peningkatan mutunya. 

3. Penetapan siklus anggaran Standar Keuangan ditentukan tiap 
periode kepemimpinan. 

4. Manual ini berlaku untuk Standar Keuangan. 

 

5.4 DEFENISI ISTILAH 

1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya 
untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaiki, 
meningkatakan mutu dari isi Standar Keuangan setelah 
siklus berakhir. 

2. Evaluasi akhir Standar Keuangan merupakan tindakan 
menilai, mengevaluasi apakah pelaksanaan Standar 
Keuangan yang didasarkan pada hasil pelaksanaan 
standar, evaluasi, pengendalian terhadap Standar 
Keuangan telah mencapai atau memenuhi Standar 
Keuangan yang telah ditetapkan. 

3. Satu siklus Standar Keuangan adalah durasi atau masa 
berlakunya Standar Keuangan sesuai dengan aspek yang 
diatur. 

 

5.5 LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN 
STANDAR KEUANGAN 

1. Badan Penjaminan Mutu mempelajari laporan hasil 
pengendalian Standar Keuangan. 

2. Badan Penjaminan Mutu menyelenggarakan rapat untuk 
mendiskusikan hasil laporan hasil akhir dengan mengundang 
pejabat yang terkait dan pihak yang terlibat yang disebut pada 
Standar Keuangan. 

3. Badan Penjaminan Mutu melakukan evaluasi terhadap isi 
Standar Keuangan. 

4. Badan Penjaminan Mutu melakukan revisi isi Standar Keuangan 
sehingga tercipta standar baru. 

 

5.6 KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN 
MANUAL PENINGKATAN STANDAR KEUANGAN 

Manual ini dilengkapi dengan SOP yang dikembangkan oleh pihak-
pihak berikut ini. 
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1. Tim Badan Penjaminan Mutu Universitas Antakusuma 
sebagai koordinator peningkatan Standar Keuangan. 

2. Pejabat struktural di lingkungan Universitas Antakusuma. 

 

5.7 CATATAN 

Manual peningkatan standar Keuangan dalam implementasinya 
membutuhkan form laporan dan rekomendasi. 

 

5.8 REFERENSI 

Untuk melengkapi manual peningkatan Standar Pendidikan ini 
dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 
1. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. 
2. Undang-Undang RI No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi. 
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 

tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 

tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. 
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia. 
6. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014. 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 
8. Peraturan Yayasan tentng Standar Biaya 
9. Peraturan Rektor tentang Tata Kelola Keuangan 
10. Renstra Untama tahun 2015. 
11. Statuta Untama. 
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6.1 RASIONAL STANDAR KEUANGAN 

Rasional standar Keuangan pada Universitas Antakusuma mengacu 
pada Peraturan Rektor UNTAMA tentang Tata Kelola Keuangan 
Universitas Antakusuma khususnya yang mengatur tentang 
perencanaan, program, anggrana dan pertanggungjawaban. 
Rasional Standar Keuangan diperlukan agar penyelenggaraan 
keuangan di lingkungan Universitas Antakusuma dapat dilaksanakan 
oleh semua pihak sesuai dengan acuan, standar, ukuran, kriteria, dan 
spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi, sehingga ditetapkan standar 
keuangan. 

 

6.2 PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI 
STANDAR KEUANGAN 

Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar 
Pendidikan adalah sebagai berikut : 
1. Rektor Universitas Antakusuma 
2. Wakil Rektor 
3. Kepala Biro 
4. Dekan 
5. Ketua Program Studi 
6. Lembaga 
7. Unit 

 

6.3 DEFENISI ISTILAH 

1. Perencanaan Keuangan adalah dokumen kebutuhan 
perencanaan kegiatan Lembaga dalam satuan tahun 

2. Program adalah sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 
satu tahun 

3. Anggran adalah dana yang diperlukan untuk melaksanakan 
program 

4. Pertanggungjawaban adalah realisasi anggaran dari program 
yang sudah dilaksanakan 

 
 
a. Pernyataan Isi Standar Keuangan 

Isi Standar Keuangan Universitas Antakusuma, memenuhi kriteria 
minimal berikut ini : 
 

6.4 INDIKATOR STANDAR KEUANGAN 

1. Tersedianya dokumen kebijakan perencanaan keuangan yang 
disahkan oleh senat. 
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2. Tersedianya dokumen pedoman yang mengatur tata cara 
penyusunan perencanaan keuangan. 

3. Tersedianya dokumen kebijakan yang mengatur tentang 
penyusunan program kerja tahunan. 

4. Tersedianya dokumen rincian program kerja yang telah disetujui 
oleh Rektor. 

5. Tersedianya dokumen addendum program kerja. 

6. Tersedianya dokumen kebijakan yang mengatur tentang 
penyusunan anggaran tahunan. 

7. Tersedianya dokumen anggaran yang telah disetujui oleh rektor 
dan disahkan oleh Senat. 

8. Tersedianya formulir penyusunan anggaran. 
9. Tersedianya dokumen kebijakan yang mengatur tentang 

kewajiban penyampaian laporan pertanggungjawaban. 

10. Tersedianya standar akuntansi yang baik untuk pengelolaan 
keuangan dan penyusunan laporan keuangan. 

11. Tersedianya sistem informasi keuangan perguruan tinggi untuk 
mempermudah proses pelaporan keuangan. 

12. Tersedianya dokumen internal audit oleh satuan pengendalian 
internal yang dibentuk oleh rektor atas laporan penggunaan 
keuangan universitas. 

 

6.5 STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR KEUANGAN 

Strategi pencapaian standar Keuangan dilakukan dengan Langkah-
langkah sebagai berikut : 
1. Pimpinan UNTAMA menyelenggarakan koordinasi yang baik 

dengan seluruh pimpinan Fakultas/Prodi, Lembaga, dan unit-unit 
yang ada dalam hal perencanaan, penyusunan program, 
penyusunan anggaran, dan pertanggungjawaban terhadap seluruh 
penerimaan dan pengeluaran dana yang ada. 

2. Memastikan adanya dokumen yang mengatur tentang petunjuk 
teknis sebagai rambu-rambu pelaksanaan standar keuangan 
UNTAMA. 

3. Memastikan tersedianya Sumber Daya Manusia yang cukup di 
bidang keuangan dengan memiliki kualifikasi dan kompetensi untuk 
melaksanakan rangkaian kegiatan system keuangan UNTAMA. 

4. Tersedianya system informasi keuangan yang akuntabel dan 
handal untuk menopang kegiatan perencanaan, penyusunan 
program, penyusunan anggaran dan pertanggung jawaban guna 
terwujudnya tridarma perguruan tinggi 
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5. Penguatan system pengawasan internal di bawah naungan Badan 
Penjaminan Mutu UNTAMA untuk meminialisir tingkat resiko 
kesalahan dalam pelaksaan system keuangan Universitas. 

6. Memastikan kegiatan Internal audit dari satuan pengendalian 
internal yang dibentuk oleh Rektor berjalan berkesinambungan. 

 

6.6 DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR KEUANGAN 

1. Renstra Pendidikan Universitas Antakusuma. 
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan perencanaan 
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) penyusunan program 
4. Standar Operasional Prosedur (SOP) penyusunan anggaran 
5. Standar Operasional Prosedur (SOP) pertanggung jawaban 
6. Formulir perencanaan 
7. Formulir usulan program 
8. Formulir usulan anggaran 
9. Formulir Pertanggungjawaban 
10. Laporan auditor independent dari kantor akuntan publik 

 

6.7 REFERENSI 

Untuk melengkapi manual pengendalian Standar Pendidikan ini 
dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 
1. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. 
2. Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 

tahun 2015 tentang Standar Nasional  Pendidikan. 
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 

tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 
6. Peraturan Yayasan tentang standar biaya 
7. Peraturan Rektor tentang tata Kelola Keuangan 
8. Statuta Untama 
9. Renstra Untama 
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MANUAL MUTU DAN STANDAR 
MUTU SISTEM INFORMASI 

UNIVERSITAS ANTAKUSUMA 
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Tanggal  
Nama  Jabatan  

Tanda 
tangan  

1. Perumusan  
Ilham Koentarto, 
SE., MM, Akt, 
CA. 

Kepala Biro Kerja 
Sama dan Sistem 

Informasi 

 

20 Okt 
2018 

2. Pemeriksaan  
Ir. H. Agus 
Yuwono, M.Si. 

Wakil Rektor 

 

20 Okt 
2018 

3. Persetujuan/ 
Penetapan  

Prof. Dr. Ir. 
Jeffrie 
Wattimena, MP 

Rektor 

 

20 Okt 
2018 

4. Pengendalian 
Ilham Koentarto, 
SE., MM, Akt, 
CA. 

Ketua Badan 
Penjaminan Mutu 

 

20 Okt 
2018 
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1.1 VISI, MISI, DAN TUJUAN 

Visi 
Menjadikan Universitas Antakusuma (UNTAMA) sebagai pusat 
pengembangan IPTEKS dan sumberdaya insani yang cerdas, kreatif, 
inovatif, berakhlak, dan berdaya saing. 
 

Misi 
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, berdaya saing 

dan relevan dengan tujuan pendidikan nasional. 
2. Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan teori dan 

praktik keilmuan yang inovatif dan berakar pada kearifan lokal. 
3. Menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif 

dalam disiplin ilmu dan teknologi demi kemajuan masyarakat.  
4. Menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat 

secara profesional dalam rangka ikut serta memecahkan masalah 
nasional dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. 

Tujuan 
1. Tersedianya layanan pendidikan yang berkualitas dan 

terjangkau serta relevan dengan tuntutan dan perkembangan 
IPTEKS. 

2. Terciptanya budaya akademik dan penelitian berkualitas pada 
seluruh sivitas akademika. 

3. Terwujudnya akan pengakuan atas pengalaman dan 
termanfaatkannya temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu 
pengetahuan di masyarakat.  

4. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 
perkembangan IPTEKS. 

 

1.2 TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR SISTEM 
INFORMASI 

Tujuan penyusunan manual penetapan Standar Sistem informasi ini 
adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan : 
1. Standar system Informasi Akademik 
2. Standar system informasi keuangan 
3. Standar system Informasi Kepegawaian 
4. Standar system informasi pendukung pembelajaran 
5. Standar infrastruktur system informasi 
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1.3 LUAS LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR SISTEM 
INFORMASI DAN PENGGUNAANNYA 

1. Manual penetapan Standar Sistem informasi ini berlaku ketika 
sebuah Standar hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan 
oleh Tim. 

2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan Standar 
Sistem informasi. 

 

1.4 DEFENISI ISTILAH 

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi 
minimal yang harus dicapai atau dipenuhi. 

2. Standar Sistem informasi adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, 
patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi 
dalam keseluruhan standar yang akan ditetapkan. 

3. Menetapkan Standar Sistem informasi adalah tindakan berupa 
merancang, merumuskan, persetujuan dan pengesahan standar 
sehingga Standar dinyatakan berlaku. 

 

1.5 LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN 
STANDAR SISTEM INFORMASI 

1. Kepala Biro Kerja sama dan system informasi Menyusun rumusan 
usulan Standar Sistem informasi 

2. Wakil Rektor melakukan pemeriksaan terhadap usulan rumusan 
standar Sistem informasi 

3. Rektor menyetujui usulan standar system informasi 
4. Ketua Yayasan menetapkan Standar Sistem informasi. 

 

1.6 KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN 
MANUAL PENETAPAN STANDAR SISTEM INFORMASI 

Seluruh pejabat struktural di lingkungan Internal Universitas 
Antakusuma Pangkalan Bun. 

 

1.7 CATATAN 

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen 
tertulis berupa : 
1. Peraturan Rektor tentang tata Kelola system informasi UNTAMA 
2. SOP system informasi akademik, keuangan dan pendukung 

pembelajaran 
3. Kuisioner untuk menilai kepuasan system informasi 
4. Formulir monitoring dan Evaluasi 
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1.8 REFERENSI 

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen 
tertulis berupa: 

1. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan 
Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, 
Dirjen Dikti , 2010. 

2. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem 
Pendidikan Nasional 

3. Undang-Undang RI No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

4. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 
tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 
tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 

6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka 
Kualifikasi Nasional Indonesia; 

7. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, 
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014. 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan 
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 

9. Statuta Universitas Antakusuma Tahun 2015. 

10. Renstra Universitas Antakusuma Tahun 2015 

11. Peraturan Rektor tentang tata Kelola system informasi 
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2.1 VISI, MISI, DAN TUJUAN 

Visi 
Menjadikan Universitas Antakusuma (UNTAMA) sebagai pusat 
pengembangan IPTEKS dan sumberdaya insani yang cerdas, kreatif, 
inovatif, berakhlak, dan berdaya saing. 
 

Misi 
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, berdaya saing 

dan relevan dengan tujuan pendidikan nasional. 
2. Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan teori dan 

praktik keilmuan yang inovatif dan berakar pada kearifan lokal. 
3. Menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif 

dalam disiplin ilmu dan teknologi demi kemajuan masyarakat.  
4. Menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat 

secara profesional dalam rangka ikut serta memecahkan masalah 
nasional dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. 

Tujuan 
1. Tersedianya layanan pendidikan yang berkualitas dan 

terjangkau serta relevan dengan tuntutan dan perkembangan 
IPTEKS. 

2. Terciptanya budaya akademik dan penelitian berkualitas pada 
seluruh sivitas akademika. 

3. Terwujudnya akan pengakuan atas pengalaman dan 
termanfaatkannya temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu 
pengetahuan di masyarakat.  

4. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 
perkembangan IPTEKS. 

 

2.2 TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SISTEM 
INFORMASI 

Tujuan penyusunan manual pelaksanaan Standar Sistem informasi 
adalah untuk memberikan pedoman bagaimana melaksanakan 
standar atau memenuhi Standar Pendidikan yang telah ditetapkan, 
meliputi : 
1. Standar system Informasi Akademik 
2. Standar system informasi keuangan 
3. Standar system Informasi Kepegawaian 
4. Standar system informasi pendukung pembelajaran 
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5. Standar infrastruktur system informasi 

 

2.3 LUAS LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SISTEM 
INFORMASI DAN PENGGUNAANNYA 

1. Luas lingkup manual pelaksanaan/pemenuhan Standar Sistem 
informasi adalah pedoman bagaimana melaksanakan agar 
Standar Sistem informasi yang ditetapkan dapat dicapai atau 
dipenuhi. 

2. Penggunaan manual pelaksanaan Standar Sistem informasi ini 
dilakukan pada saat Standar Sistem informasi harus 
dilaksanakan dalam kegiatan pemenuhan standar. 

 

2.4 DEFENISI ISTILAH 

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi 
minimal yang harus dicapai atau dipenuhi. 

2. Standar Sistem informasi adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, 
patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi 
dalam bidang tata Kelola system informasi. 

3. Melaksanakan Standar Sistem informasi adalah bagaimana 
pernyataan standar Sistem informasi yang telah ditetapkan harus 
dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya. 

4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Standar Sistem informasi 
adalah merupakan uraian tentang urutan suatu kegiatan untuk 
pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, 
logis, dan koheren. 

 

2.5 LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN 
STANDAR SISTEM INFORMASI 

1. Kepala Biro Kerja sama dan system informasi membentuk tim 
yang terdiri dari fakultas, prodi, Lembaga dan unit untuk 
melaksanakan persiapaan pelaksanaan system informasi. 

2. Tim mensosialisasikan isi Standar Sistem informasi kepada 
seluruh pejabat structural, dosen, tenaga kependidikan, dan 
mahasiswa secara periodik dan berkesinambungan. 

3. Tim menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa : Standar 
Operasional Prosedur (SOP), atau sejenisnya sesuai dengan isi 
standar. 

4. Tim melaksanakan kegiatan atau program untuk memenuhi 
Standar Sistem informasi, standar mutu yang ditetapkan sebagai 
tolok ukur pencapaian. 
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2.6 KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN 
MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SISTEM INFORMASI 

Pihak yang harus melaksanakan pemenuhan/pengendalian standar 
adalah seluruh pejabat structural, dosen, tenaga kependidikan dan 
mahasiswa 

 

2.7 CATATAN 

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen 
tertulis berupa : 
1. Peraturan Rektor tentang tata Kelola system informasi 
2. SOP system informasi Akademik, keuangan dan pendukung 

pembelajaran 
3. Dokumen monitoring dan evaluasi sistem informasi 

 

2.8 REFERENSI 

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen 
tertulis berupa prosedur/SOP yang berkaitan dengan kegiatan yang 
disesuaikan dengan isi Standar Pendidikan. 
1. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. 
2. Undang-Undang RI No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi. 
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 

tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 

tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. 
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia. 
6. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014. 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 
8. Renstra UNTAMA tahun 2015. 
9. Statuta UNTAMA tahun 2015. 
10. Peraturan Rektor tentang tata Kelola system informasi 
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3.1 VISI, MISI, DAN TUJUAN 

Visi 
Menjadikan Universitas Antakusuma (UNTAMA) sebagai pusat 
pengembangan IPTEKS dan sumberdaya insani yang cerdas, kreatif, 
inovatif, berakhlak, dan berdaya saing. 
 

Misi 
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, berdaya saing 

dan relevan dengan tujuan pendidikan nasional. 
2. Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan teori dan 

praktik keilmuan yang inovatif dan berakar pada kearifan lokal. 
3. Menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif 

dalam disiplin ilmu dan teknologi demi kemajuan masyarakat.  
4. Menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat 

secara profesional dalam rangka ikut serta memecahkan masalah 
nasional dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. 

Tujuan 
1. Tersedianya layanan pendidikan yang berkualitas dan 

terjangkau serta relevan dengan tuntutan dan perkembangan 
IPTEKS. 

2. Terciptanya budaya akademik dan penelitian berkualitas pada 
seluruh sivitas akademika. 

3. Terwujudnya akan pengakuan atas pengalaman dan 
termanfaatkannya temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu 
pengetahuan di masyarakat.  

4. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 
perkembangan IPTEKS. 

 

3.2 TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR SISTEM INFORMASI 

Tujuan penyusunan manual evaluasi Standar Sistem informasi adalah 
untuk mengevaluasi pelaksanaan Standar Sistem informasi yang telah 
dilaksanakan sehingga Standar Sistem informasi yang ditetapkan 
dapat tercapai atau terpenuhi. Meliputi: 
1. Standar system Informasi Akademik 
2. Standar system informasi keuangan 
3. Standar system Informasi Kepegawaian 
4. Standar system informasi pendukung pembelajaran 
5. Standar infrastruktur system informasi 
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3.3 LUAS LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR SISTEM 
INFORMASI DAN PENGGUNAANNYA 

1. Luas lingkup manual evaluasi Standar Sistem informasi ini 
mencakup bagaimana mengawasi, memeriksa, memantau, 
memonitoring, mengukur, menilai, dan mengevaluasi 
pelaksanaan Standar Sistem informasi dalam memenuhi Standar 
yang telah ditetapkan. 

2. Penggunaan manual evaluasi Standar Sistem informasi ini 
dilakukan pada saat pelaksanaan audit mutu internal (AMI). 

 

3.4 DEFENISI ISTILAH 

1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan 
dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan 
tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam 
Standar Sistem informasi. 

2. Evaluasi adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua 
aspek dari penyelenggaraan Standar Sistem informasi memenuhi 
yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah 
semua aspek penyelenggaraan Sistem informasi memenuhi isi 
standar tersebut. 

 

3.5 LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI 
STANDAR SISTEM INFORMASI 

1. Badan Panjaminan Mutu Melakukan pemantauan secara priodik 
dalam satuan waktu  semester dan atau tahunan. 

2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, 
kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan 
Standar Sistem informasi yang memenuhi atau belum memenuhi 
isi Standar Sistem informasi yang telah ditetapkan. 

3. Mencatat apabila ditemukan ketidak lengkapan dokumen seperti 
prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari Standar Sistem 
informasi yang telah dilaksanakan. 

4. Memeriksakan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya 
penyimpangan dari isi Standar Sistem informasi. 

5. Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil. 
6. Melaporkan hasil dari Evaluasi standar tersebut kepada pimpinan 

dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi dalam 
Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), setelah pelaksanaan Audit 
selesai. 
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3.6 KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN 
MANUAL EVALUASI STANDAR SISTEM INFORMASI 

Pihak yang harus melaksanakan standar ini adalah: 
1. Tim Badan Penjaminan Mutu Universitas Antakusuma sebagai 

koordinator evaluasi Standar Pendidikan memenuhi. 
2. Pejabat struktural di lingkungan Universitas Antakusuma. 

 

3.7 CATATAN 

Manual evaluasi standar Sistem informasi dalam implementasinya 
membutuhkan: 

1. Fomulir laporan dan evaluasi Sistem informasi. 
2. Rorm prosedur evaluasi pelaksanaan sistem informasi 

 

3.8 REFERENSI 

Untuk melengkapi manual pengendalian standar ini dibutuhkan 
ketersediaan dokumen tertulis berupa: 

1. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem 
Pendidikan Nasional. 

2. Undang-Undang RI No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 

tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 

tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. 
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia. 
6. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014. 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 
8. Renstra Untama tahun 2015. 
9. Standar Operasional Prosedur audit mutu internal. 
10. Statuta Untama 
11. Peraturan Rektor tentang tata Kelola system informasi 
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4.1 VISI, MISI, DAN TUJUAN 

Visi 
Menjadikan Universitas Antakusuma (UNTAMA) sebagai pusat 
pengembangan IPTEKS dan sumberdaya insani yang cerdas, kreatif, 
inovatif, berakhlak, dan berdaya saing. 
 

Misi 
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, berdaya saing 

dan relevan dengan tujuan pendidikan nasional. 
2. Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan teori dan 

praktik keilmuan yang inovatif dan berakar pada kearifan lokal. 
3. Menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif 

dalam disiplin ilmu dan teknologi demi kemajuan masyarakat.  
4. Menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat 

secara profesional dalam rangka ikut serta memecahkan masalah 
nasional dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. 

Tujuan 
1. Tersedianya layanan pendidikan yang berkualitas dan 

terjangkau serta relevan dengan tuntutan dan perkembangan 
IPTEKS. 

2. Terciptanya budaya akademik dan penelitian berkualitas pada 
seluruh sivitas akademika. 

3. Terwujudnya akan pengakuan atas pengalaman dan 
termanfaatkannya temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu 
pengetahuan di masyarakat.  

4. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 
perkembangan IPTEKS. 

 

4.2 TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SISTEM 
INFORMASI 

Tujuan penyusunan manual pengendalian Standar Sistem informasi 
adalah untuk mengendalikan pelaksanan Standar Sistem informasi 
sehingga Standar Sistem informasi yang telah ditetapkan dapat 
tercapai atau terpenuhi. Meliputi : 
1. Standar system Informasi Akademik 
2. Standar system informasi keuangan 
3. Standar system Informasi Kepegawaian 
4. Standar system informasi pendukung pembelajaran 
5. Standar infrastruktur system informasi 
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4.3 LUAS LINGKUP MANUAL PEGENDALIAN STANDAR SISTEM 
INFORMASI DAN PENGGUNAANNYA 

1. Luas lingkup manual pengendalian Standar Sistem informasi 
ini mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif 
terhadap Standar Sistem informasi yang telah ditetapkan 
belum tercapai. 

2. Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada 
saat pelaksanaan Standar Sistem informasi memerlukan 
pengendalian agar Standar Sistem informasi yang telah 
ditetapkan dapat terpenuhi. 

 
 

4.4 DEFENISI ISTILAH 

Pengendalian standar Sistem informasi adalah melakukan 
tindakan koreksi atas pelaksanaan standar Sistem informasi 
sehingga penyimpangan atau kegagalan pemenuhan standar 
Sistem informasi dapat di perbaiki. 

 

4.5 LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN 
STANDAR SISTEM INFORMASI 

Langkah-langkah pengendalian adalah tindak lanjut dari hasil temuan 
audit mutu internal, berupa : 

1. Melakukan analisis terhadap hasil pemantauan, monitoring, 
pemeriksaan, pengukuran serta evaluasi yang telah dilakukan 
secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan. 

2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau 
penyimpangan dari isi Standar Sistem informasi. 

3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil. 
4. Memantau tindak lanjut hasil korektif tersebut, misalnya apakah 

kemudian penyelenggaraan Standar Sistem informasi kembali 
berjalan sesuai dengan isi Standar Sistem informasi. 

5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang 
menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 

6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan 
dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi. 

 

4.6 KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN 
MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SISTEM INFORMASI 

Pihak yang harus melakukan pengendalian Standar Sistem informasi 
ini adalah Pejabat struktural di lingkungan Universitas Antakusuma. 
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4.7 CATATAN 

Manual pengendalian standar Pendidikan dalam implementasinya 
membutuhkan form laporan dan rekomendasi. 

 

4.8 REFERENSI 

Untuk melengkapi manual pengendalian Standar Sistem informasi ini 
dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 

1. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem 
Pendidikan Nasional. 

2. Undang-Undang RI No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 

tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 

tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. 
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia. 
6. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014. 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 
8. Renstra Untama tahun 2015. 
9. Statuta Untama. 
10. Peraturan Rektor tentang tata Kelola system informasi 
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5.1 VISI, MISI, DAN TUJUAN 

Visi 
Menjadikan Universitas Antakusuma (UNTAMA) sebagai pusat 
pengembangan IPTEKS dan sumberdaya insani yang cerdas, kreatif, 
inovatif, berakhlak, dan berdaya saing. 
 

Misi 
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, berdaya saing 

dan relevan dengan tujuan pendidikan nasional. 
2. Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan teori dan 

praktik keilmuan yang inovatif dan berakar pada kearifan lokal. 
3. Menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif 

dalam disiplin ilmu dan teknologi demi kemajuan masyarakat.  
4. Menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat 

secara profesional dalam rangka ikut serta memecahkan masalah 
nasional dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. 

Tujuan 
1. Tersedianya layanan pendidikan yang berkualitas dan 

terjangkau serta relevan dengan tuntutan dan perkembangan 
IPTEKS. 

2. Terciptanya budaya akademik dan penelitian berkualitas pada 
seluruh sivitas akademika. 

3. Terwujudnya akan pengakuan atas pengalaman dan 
termanfaatkannya temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu 
pengetahuan di masyarakat.  

4. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 
perkembangan IPTEKS. 

 

5.2 TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR SISTEM 
INFORMASI 

Tujuan manual peningkatan Standar Sistem informasi ini adalah untuk 
menjamin keberlanjutan peningkatan mutu Standar Sistem informasi 
yang meliputi : 
1. Standar system Informasi Akademik 
2. Standar system informasi keuangan 
3. Standar system Informasi Kepegawaian 
4. Standar system informasi pendukung pembelajaran 
5. Standar infrastruktur system informasi 
6. Standar informasi sarana dan prasarana 
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5.3 LUAS LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR SISTEM 
INFORMASI DAN PENGGUNAANNYA 

Manual ini berlaku dengan ketentuan berikut ini : 
1. Manual peningkatan Standar Sistem informasi dapat diberlakukan 

apabila Standar Sistem informasi UNTAMA dirasa sudah tidak up 
to date. 

2. Setiap berakhirnya pelaksanaan evaluasi Standar Sistem 
informasi dapat dilakukan peningkatan mutu standar. 

3. Penetapan standar system informasi yang baru dilakukan apabila 
standar standar telah terpenuhi. 

4. Manual ini berlaku untuk Standar Sistem informasi. 

 

5.4 DEFENISI ISTILAH 

1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya 
untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaiki, 
meningkatakan mutu dari isi Standar Sistem informasi 
setelah siklus berakhir. 

2. Evaluasi akhir Standar Sistem informasi merupakan 
tindakan menilai,mengevaluasi apakah pelaksanaan 
Standar Sistem informasi yang didasarkan pada hasil 
pelaksanaan standar, evaluasi, pengendalian terhadap 
Standar Sistem informasi telah mencapai atau memenuhi 
Standar Sistem informasi yang telah ditetapkan. 

3. Satu siklus Standar Sistem informasi adalah durasi atau 
masa berlakunya Standar Sistem informasi sesuai dengan 
aspek yang diatur. 

 

5.5 LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN 
STANDAR SISTEM INFORMASI 

1. Badan Penjaminan Mutu mempelajari laporan hasil pengendalian 
Standar Sistem informasi. 

2. Badan Penjaminan Mutu menyelenggarakan rapat untuk 
mendiskusikan hasil laporan hasil akhir dengan mengundang 
pejabat yang terkait dan pihak yang terlibat yang disebut pada 
Standar Sistem informasi. 

3. Badan Penjaminan Mutu melakukan evaluasi terhadap isi Standar 
Sistem informasi. 

4. Badan Penjaminan Mutu  melakukan revisi isi Standar Sistem 
informasi sehingga tercipta standar baru. 
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5.6 KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN 
MANUAL PENINGKATAN STANDAR SISTEM INFORMASI 

Manual ini dilengkapi dengan SOP yang dikembangkan oleh pihak-
pihak berikut ini. 
1. Tim Badan Penjaminan Mutu Universitas Antakusuma 

sebagai koordinator peningkatan Standar Sistem informasi. 
2. Pejabat struktural di lingkungan Universitas Antakusuma. 

 

5.7 CATATAN 

Manual peningkatan standar Sistem informasi dalam 
implementasinya membutuhkan form laporan dan rekomendasi. 

 

5.8 REFERENSI 

Untuk melengkapi manual peningkatan Standar Pendidikan ini 
dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 
1. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. 
2. Undang-Undang RI No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 

tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 

tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. 
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia. 
6. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014. 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 
8. Peraturan Yayasan 
9. Renstra Untama tahun 2015. 
10. Statuta Untama. 
11. Formulir Evaluasi tindak lanjut 
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Proses  

Penanggungjawab  

Tanggal  
Nama  Jabatan  

Tanda 
tangan  

1. Perumusan  
Ilham Koentarto, 
SE., MM, Akt, CA. 

Kepala Biro Kerja Sama 
dan Sistem Informasi 

 

20 Okt 
2018 

2. Pemeriksaan  
Ir. H. Agus 
Yuwono, M.Si. 

Wakil Rektor 

 

20 Okt 
2018 

3. Persetujuan/ 
Penetapan  

Prof. Dr. Ir. Jeffrie 
Wattimena, MP 

Rektor 

 

20 Okt 
2018 

4. Pengendalian 
Ilham Koentarto, 
SE., MM, Akt, CA. 

Ketua Badan 
Penjaminan Mutu 

 

20 Okt 
2018 
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6.1 RASIONAL STANDAR SISTEM INFORMASI 

Rasional standar Sistem informasi pada Universitas Antakusuma 
mengacu pada Peraturan Rektor UNTAMA tentang Sistem Informasi 
Universitas Antakusuma khususnya yang mengatur tentang 
kebutuhan sistem informasi di lingkup Universitas, Fakultas, dan unit 
kerja lainnya. 
Rasional Standar Sistem informasi diperlukan agar penyelenggaraan 
sistem informasi di lingkungan Universitas Antakusuma dapat 
dilaksanakan oleh semua pihak untuk menunjang proses 
pembelajaran sehingga terwujudnya visi, misi dan tujuan UNTAMA. 

 

6.2 PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI 
STANDAR SISTEM INFORMASI 

Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar Sistem 
Informasi adalah sebagai berikut : 

1. Rektor Universitas Antakusuma 
2. Wakil Rektor I Universitas Antakusuma 
3. Kepala Biro 
4. Dekan 
5. Ketua Program Studi 
6. Kepala Lembaga 
7. Kepala Unit 

 

6.3 DEFENISI ISTILAH 

1. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi Informasi dan 
aktifitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk 
mendukung operasional perguruan tinggi pemenuhan 
kelengkapan organ perguruan tinggi dan tupoksinya. 

2. Pejabat struktural adalah pejabat di lingkungan kerjanya yang 
berada pada Lembaga institusi perguruan tinggi dan 
merupakan alat kelengkapan perguruan tinggi yang 
menjalankan fungsinya untuk institusi Perguruan Tinggi. 

3. Evaluasi merupakan proses menentukan nilai untuk suatu hal / 
objek yang berdasarkan acuan-acuan tertentu untuk 
menentukan tujuan tertentu. 

 
a. Pernyataan Isi Standar Sistem informasi 

Isi Standar Sistem informasi Universitas Antakusuma, memenuhi 
kriteria minimal berikut ini : 
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6.4 INDIKATOR SISTEM INFORMASI 

1. Tersedianya layanan jaringan Internet yang dapat diakses oleh 
seluruh civitas akademika Universitas Antakusuma dengan 
pembagian layanan akses sekurang-kurangnya sebagai 
berikut: 
Unsur pimpinan = 5 Mbps 
Dosen = 2 Mbps 
Tenaga Kependidikan = 1 Mbps 
Mahasiswa = 512 Kbps 

2. Memiliki website resmi perguruan tinggi yang digunakan 
sebagai media informasi serta dapat diakses oleh masyarakat 
secara luas 

3. Memiliki layanan sosial media resmi perguruan tinggi yang 
digunakan sebagai sarana Informasi bagi seluruh civitas 
akademika serta masyarakat umum 

4. Memiliki Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) yang telah 
terintegrasi dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-
DIKTI) Kemendikbud Ristek 

5. Memiliki Sistem Integrasi Sumberdaya Terintegrasi (SISTER) 
Universitas Antakusuma yang telah berjalan secara online dan 
dapat dengan mudah diakses oleh para dosen 

6. Seluruh dosen tetap wajib terdaftar pada SISTER Universitas 
7. Jumlah dosen yang melaporkan Beban Kerja Dosen melalui 

SISTER Universitas minimal 80% setiap semester 
8. Tersedianya layanan Learning Management System (LMS) 

Universitas sebagai sarana pembelajaran asinkronus 
9. Jumlah dosen yang menggunakan aplikasi Learning 

Management System (LMS) minimal 80% setiap semester 

 

6.5 STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR SISTEM INFORMASI 

Strategi pencapaian standar Sistem Informasi adalah : 
1. Wakil Rektor beserta Kepala Biro Adm Umum, dan 

perencanaan Keuangan serta Kepala Biro Kerja Sama dan 
Sistem Informasi membuat perencanaan tahapan 
pengembangan Ssistem Informasi 

2. Rektor menetapkan rencana pengembangan tersebut dalam 
Renstra Perguruan Tinggi 

3. Kepala biro Kerja Sama dan Sistem Informasi melaksanakan 
kegiatan Pengembangan Sistem Informasi di setiap unit kerja di 
lingkungan UNTAMA. 
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4. Setiap Fakultas dan unit melaporkan kinerja system informasi 
secara berkala dan berkesinambungan 

5. Badan Penjaminan Mutu melakukan kegiatan Monitoring dan 
Evaluasi terhadap seluruh kegiatan pengembangan dan 
mengevaluasi terhadap kelemahan tahapan pengembangan 
dan pelaksanaan untuk dilakukan peningkatan program 
pengembangan system informasi. 

 

6.6 DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR SISTEM 
INFORMASI 

1. Renstra Universitas Antakusuma 
2. Dokumen Tahapan Perencanaan Pengembangan Sistem 

Informasi 
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Usulan dari Fakultas dan 

Unit tentang pengembangan system Informasi 
4. Dokumen Program kegiatan pengembangan Sistem Informasi 
5. Dokumen Anggaran Sistem Informasi 
6. Dokumen Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi 
7. Dokumen peningkatan Sistem Informasi 

 

6.7 REFERENSI 

Untuk melengkapi manual pengendalian Standar Pendidikan ini 
dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 
1. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. 
2. Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 

tahun 2015 tentang Standar Nasional  Pendidikan. 
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 

tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 
6. Peraturan Yayasan tentang Sarana dan Prasarana Universitas 

Antakusuma 
7. Statuta Untama  
8. Renstra Untama. 
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MANUAL MUTU DAN STANDAR 
MUTU KERJA SAMA 

UNIVERSITAS ANTAKUSUMA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proses  
Penanggungjawab  

Tanggal  
Nama  Jabatan  

Tanda 
tangan  

1. Perumusan  
Ilham Koentarto, 
SE., MM, Akt, CA. 

Kabiro Kerja sama 
dan Sistem 
Informasi 

 

20 Okt 
2018 

2. Pemeriksaan  
Ir. H. Agus 
Yuwono, M.Si. 

Wakil Rektor 

 

20 Okt 
2018 

3. Persetujuan/ 
Penetapan  

Prof. Dr. Ir. Jeffrie 
Wattimena, MP 

Rektor 

 

20 Okt 
2018 

4. Pengendalian 
Ilham Koentarto, 
SE., MM, Akt, CA. 

Ketua Badan 
Penjaminan Mutu 

 

20 Okt 
2018 
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1.1 VISI, MISI, DAN TUJUAN 

Visi 
Menjadikan Universitas Antakusuma (UNTAMA) sebagai pusat 
pengembangan IPTEKS dan sumberdaya insani yang cerdas, kreatif, 
inovatif, berakhlak, dan berdaya saing. 
 

Misi 
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, berdaya saing 

dan relevan dengan tujuan pendidikan nasional. 
2. Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan teori dan 

praktik keilmuan yang inovatif dan berakar pada kearifan lokal. 
3. Menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif 

dalam disiplin ilmu dan teknologi demi kemajuan masyarakat.  
4. Menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat secara 

profesional dalam rangka ikut serta memecahkan masalah nasional 
dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. 

Tujuan 
1. Tersedianya layanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau 

serta relevan dengan tuntutan dan perkembangan IPTEKS. 
2. Terciptanya budaya akademik dan penelitian berkualitas pada 

seluruh sivitas akademika. 
3. Terwujudnya akan pengakuan atas pengalaman dan 

termanfaatkannya temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu 
pengetahuan di masyarakat.  

4. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 
perkembangan IPTEKS. 

 

1.2 TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR KERJA SAMA 

Tujuan penyusunan manual penetapan Standar Kerja sama ini adalah 
untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan : 
1. Standar kerja sama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri 
2. Standar kerja sama dengan instansi pemerintah 
3. Standar kerja sama dengan praktisi profesi 
4. Standar kerja sama dengan industri 

 

1.3 LUAS LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR KERJA 
SAMA DAN PENGGUNAANNYA 

1. Manual penetapan Standar Kerja sama ini berlaku ketika sebuah 
Standar hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Tim. 
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2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan Standar 
Kerja sama perguruan tinggi dalam bidang tri dharma perguruan 
tinggi. 

 

1.4 DEFENISI ISTILAH 

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi 
minimal yang harus dicapai atau dipenuhi. 

2. Standar Kerja sama adalah rangkaian proses, kebiasaan, 
kebijakan, aturan kerja sama dari institusi Perguruan Tinggi. 

3. Penetapan Standar Kerja sama adalah tindakan rangkaian 
proses, kebiasaan, kebijakan, aturan dari institusi Perguruan 
Tinggi. 

 

1.5 LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN 
STANDAR KERJA SAMA 

1. Kepala Biro Kerja sama dan system informasi menyusun rumusan 
standar kerja sama  

2. Wakil rector bidang non akademik memeriksa usulan rumusan 
standar kerja sama 

3. Rektor menyetujui usulan rumusan standar kerja sama 
4. Ketua Yayasan menetapkan Standar Kerja sama 

 

1.6 KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN 
MANUAL PENETAPAN STANDAR KERJA SAMA 

Badan Penjaminan Mutu (BPM) Internal Universitas Antakusuma 
Pangkalan Bun sebagai koordinator, Pimpinan Universitas, Fakultas, 
Biro, Prodi, lembaga, Unit. 

 

1.7 CATATAN 

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen 
tertulis berupa : 

1. Peraturan Rektor tentang Kerja sama 
2. SOP Kerja sama Universitas Antakusuma  
3. Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kerja sama 
4. Dokumen Audit Mutu Internal Kerja sama 

 

1.8 REFERENSI 

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis 
berupa: 
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1. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan 
Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, 
Dirjen Dikti , 2010. 

2. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem 
Pendidikan Nasional 

3. Undang-Undang RI No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

4. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 
tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 
tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 

6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka 
Kualifikasi Nasional Indonesia; 

7. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, 
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014. 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan 
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 

9. Statuta Universitas Antakusuma Tahun 2015. 

10. Renstra Universitas Antakusuma Tahun 2015 

11. Peraturan Rektor tentang Kerja Sama 
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2.1 VISI, MISI DAN TUJUAN 

Visi 
Menjadikan Universitas Antakusuma (UNTAMA) sebagai pusat 
pengembangan IPTEKS dan sumberdaya insani yang cerdas, kreatif, 
inovatif, berakhlak, dan berdaya saing. 
 

Misi 
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, berdaya saing 

dan relevan dengan tujuan pendidikan nasional. 
2. Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan teori dan 

praktik keilmuan yang inovatif dan berakar pada kearifan lokal. 
3. Menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif 

dalam disiplin ilmu dan teknologi demi kemajuan masyarakat.  
4. Menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat secara 

profesional dalam rangka ikut serta memecahkan masalah nasional 
dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. 

Tujuan 
1. Tersedianya layanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau 

serta relevan dengan tuntutan dan perkembangan IPTEKS. 
2. Terciptanya budaya akademik dan penelitian berkualitas pada 

seluruh sivitas akademika. 
3. Terwujudnya akan pengakuan atas pengalaman dan 

termanfaatkannya temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu 
pengetahuan di masyarakat.  

4. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 
perkembangan IPTEKS. 

 

2.2 TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KERJA SAMA 

Tujuan penyusunan manual pelaksanaan Standar Kerja sama adalah 
untuk memberikan pedoman bagaimana melaksanakan standar atau 
memenuhi Standar Kerja sama yang telah ditetapkan, meliputi : 
1. Standar kerja sama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri 
2. Standar kerja sama dengan instansi pemerintah 
3. Standar kerja sama dengan praktisi profesi 
4. Standar kerja sama dengan industry 
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2.3 LUAS LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR 
PENDIDIKAN DAN PENGGUNAANNYA 

1. Luas lingkup manual pelaksanaan/pemenuhan Standar Kerja sama 
adalah pedoman bagaimana melaksanakan agar Standar kerja 
sama yang ditetapkan dapat dicapai atau dipenuhi. 

2. Penggunaan manual pelaksanaan Standar Kerja sama ini 
dilakukan pada saat Standar Kerja sama harus dilaksanakan dalam 
kegiatan pembelajaran. 

 

2.4 DEFENISI ISTILAH 

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi 
minimal yang harus dicapai atau dipenuhi. 

2. Standar Kerja sama adalah rangkaian proses, kebiasaan, 
kebijakan, aturan dari institusi Perguruan Tinggi. 

3. Pelaksanaan Standar Kerja sama adalah bagaimana pernyataan 
standar Kerja sama yang telah ditetapkan harus dipatuhi, 
dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya. 

4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Standar Kerja sama adalah 
merupakan uraian tentang urutan suatu kegiatan untuk 
pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, 
logis, dan koheren. 

 

2.5 LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN 
STANDAR KERJA SAMA 

1. Kepala Biro Kerja Sama dan Sistem Informasi membentuk Tim 
yang beranggotakan Fakultas dan Program Studi. 

2. Tim mensosialisasikan isi Standar Kerja sama kepada seluruh 
pejabat struktural, dosen, dan mahasiswa. 

3. Tim menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa : Standar 
Operasional Prosedur (SOP), atau sejenisnya sesuai dengan isi 
standar. 

4. Tim melaksanakan kegiatan atau program untuk memenuhi 
Standar Kerja sama yang telah didtetapkan sebagai tolak ukur 
pencapaian. 

 

2.6 KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN 
MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KERJA SAMA 

Pihak yang harus melaksanakan pemenuhan/pengendalian standar 
adalah : Kepala Biro Kerja sama dan system informasi Universitas 
Antakusuma sebagai koordinator, Fakultas, Prodi, lembaga, Unit, 
dosen, dan mahasiswa. 
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2.7 CATATAN 

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen 
tertulis berupa : 
1. Peraturan Rektor tentang Kerja sama 
2. SOP Kerja sama Universitas Antakusuma  
3. Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kerja sama 
4. Dokumen Audit Mutu Internal Kerja sama 

 

2.8 REFERENSI 

untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen 
tertulis berupa prosedur/sop yang berkaitan dengan kegiatan yang 
disesuaikan dengan isi standar pendidikan. 

1. undang- undang ri no 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan 
nasional. 

2. undang-undang ri no 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. 

3. peraturan menteri riset teknologi dan pendidikan tinggi no 44 tahun 
2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi. 

4. peraturan menteri pendidikan nasional no. 63 tahun 2009 tentang 
sistem penjaminan mutu pendidikan. 

5. peraturan presiden nomor 8 tahun 2012 tentang kerangka 
kualifikasi nasional indonesia. 

6. pedoman sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, kementrian 
pendidikan dan kebudayaan tahun 2014. 

7. peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2014 penyelenggaraan 
pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 

8. renstra untama tahun 2015. 

9. statuta untama tahun 2015. 

10. peraturan rektor tentang kerja sama 
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3.1 VISI, MISI DAN TUJUAN 

Visi 
Menjadikan Universitas Antakusuma (UNTAMA) sebagai pusat 
pengembangan IPTEKS dan sumberdaya insani yang cerdas, kreatif, 
inovatif, berakhlak, dan berdaya saing. 
 

Misi 
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, berdaya saing 

dan relevan dengan tujuan pendidikan nasional. 
2. Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan teori dan 

praktik keilmuan yang inovatif dan berakar pada kearifan lokal. 
3. Menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif 

dalam disiplin ilmu dan teknologi demi kemajuan masyarakat.  
4. Menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat secara 

profesional dalam rangka ikut serta memecahkan masalah nasional 
dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. 

Tujuan 
1. Tersedianya layanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau 

serta relevan dengan tuntutan dan perkembangan IPTEKS. 
2. Terciptanya budaya akademik dan penelitian berkualitas pada 

seluruh sivitas akademika. 
3. Terwujudnya akan pengakuan atas pengalaman dan 

termanfaatkannya temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu 
pengetahuan di masyarakat.  

4. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 
perkembangan IPTEKS. 

 

3.2 TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR KERJA SAMA 

Tujuan manual evaluasi Standar Kerja sama adalah untuk 
mengevaluasi pelaksanaan Standar Kerja sama yang telah 
dilaksanakan sehingga Standar Kerja sama yang ditetapkan dapat 
tercapai atau terpenuhi. Meliputi : 

1. Standar kerja sama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri 

2. Standar kerja sama dengan instansi pemerintah 

3. Standar kerja sama dengan praktisi profesi 

4. Standar kerja sama dengan industry 
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3.3 LUAS LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR PENDIDIKAN 
DAN PENGGUNAANNYA 

1. Luas lingkup manual evaluasi Standar Kerja sama ini mencakup 
bagaimana memeriksa, memantau, dan mengukur, pelaksanaan 
Standar Kerja sama yang telah ditetapkan. 

2. Penggunaan manual evaluasi Standar Kerja sama ini dilakukan 
pada saat pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI). 

 

3.4 DEFENISI ISTILAH 

1. Memeriksa adalah kegiatan melihat dengan teliti, menyelidiki, dan 
mengamati tentang pelaksanaan standar. 

2. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan 
dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan 
tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam 
Standar Kerja sama. 

3. Mengukur adalah kegiatan membandingkan suatu nilai dengan 
standar yang telah ditetapkan 

4. Evaluasi adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua 
aspek dari penyelenggaraan Standar Kerja Sama memenuhi yang 
dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua 
aspek penyelenggaraanKerja sama  memenuhi isi standar Kerja 
sama tersebut. 

 

3.5 LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI 
STANDAR KERJA SAMA 

1. Melakukan pemantauan secara priodik dalam satuan waktu 
semester dan atau tahunan. 

2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, 
kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan 
Standar Kerja sama yang memenuhi atau belum memenuhi isi 
Standar Kerja sama yang telah ditetapkan. 

3. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti 
prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari Standar Kerja sama 
yang telah dilaksanakan. 

4. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya 
penyimpangan dari isi Standar Kerja sama memenuhi atau belum 
memenuhi pelaksanaan Standar Kerja sama. 

5. Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil. 
6. Melaporkan hasil dari Evaluasi standar ini kepada pimpinan dan 

kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi dalam Rapat 
Tinjauan Manajemen (RTM), setelah pelaksanaan Audit selesai. 
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3.6 KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN 
MANUAL EVALUASI STANDAR KERJA SAMA 

Pihak yang harus melaksanakan standar ini adalah: 
1. Tim Badan Penjaminan Mutu Universitas Antakusuma sebagai 

koordinator evaluasi Standar Pendidikan memenuhi. 
2. Pejabat struktural di lingkungan Universitas Antakusuma. 

 

3.7 CATATAN 

Manual evaluasi standar Kerja sama dalam implementasinya 
membutuhkan: 
1. Fomulir laporan dan evaluasi kerja sama Perguruan Tinggi. 
2. Form prosedur evaluasi Kerja sama 

 

3.8 REFERENSI 

Untuk melengkapi manual pengendalian standar ini dibutuhkan 
ketersediaan dokumen tertulis berupa: 
1. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. 
2. Undang-Undang RI No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi. 
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 

tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 

tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. 
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia. 
6. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014. 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 
8. Renstra Untama tahun 2015. 
9. Standar Operasional Prosedur audit mutu internal. 
10. Statuta Untama 
11. Peraturan Rektor tentang Kerja sama 
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4.1 VISI, MISI DAN TUJUAN 

Visi 
Menjadikan Universitas Antakusuma (UNTAMA) sebagai pusat 
pengembangan IPTEKS dan sumberdaya insani yang cerdas, kreatif, 
inovatif, berakhlak, dan berdaya saing. 

Misi 
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, berdaya saing 

dan relevan dengan tujuan pendidikan nasional. 
2. Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan teori dan 

praktik keilmuan yang inovatif dan berakar pada kearifan lokal. 
3. Menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif 

dalam disiplin ilmu dan teknologi demi kemajuan masyarakat.  
4. Menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat secara 

profesional dalam rangka ikut serta memecahkan masalah nasional 
dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. 

Tujuan 
1. Tersedianya layanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau 

serta relevan dengan tuntutan dan perkembangan IPTEKS. 
2. Terciptanya budaya akademik dan penelitian berkualitas pada 

seluruh sivitas akademika. 
3. Terwujudnya akan pengakuan atas pengalaman dan 

termanfaatkannya temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu 
pengetahuan di masyarakat.  

4. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 
perkembangan IPTEKS. 

 

4.2 TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KERJA SAMA 

Tujuan penyusunan manual pengendalian Standar Kerja sama adalah 
untuk mengendalikan pelaksanan Standar Kerja sama sehingga 
Standar Kerja sama yang telah ditetapkan dapat tercapai atau 
terpenuhi. Meliputi : 
1. Standar kerja sama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri 
2. Standar kerja sama dengan instansi pemerintah 
3. Standar kerja sama dengan praktisi profesi 
4. Standar kerja sama dengan industry 
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4.3 LUAS LINGKUP MANUAL PEGENDALIAN STANDAR KERJA 
SAMA DAN PENGGUNAANNYA 

1. Luas lingkup manual pengendalian Standar Kerja sama ini 
mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap 
Standar Tata Keloa yang telah ditetapkan belum tercapai. 

2. Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada 
saat pelaksanaan Standar Kerja sama memerlukan 
pengendalian agar Standar Kerja sama yang telah ditetapkan 
dapat terpenuhi. 

 

4.4 DEFENISI ISTILAH 

Pengendalian standar Kerja sama adalah melakukan tindakan 
koreksi atas pelaksanaan standar Kerja sama sehingga 
penyimpangan atau kegagalan pemenuhan standar Kerja sama 
dapat di perbaiki. 

 

4.5 LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN 
STANDAR KERJA SAMA 

Langkah-langkah pengendalian adalah tindak lanjut dari hasil temuan 
audit mutu internal, berupa : 
1. Melakukan analisis terhadap hasil pemeriksaan, pemantauan, 

dan pengukuran yang telah dilakukan secara priodik dalam 
satuan waktu semester dan atau tahunan. 

2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau 
penyimpangan dari isi Standar Kerja sama. 

3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil. 
4. Memantau tindak lanjut hasil korektif tersebut, misalnya apakah 

kemudian penyelenggaraan Standar Kerja sama kembali berjalan 
sesuai dengan isi Standar. 

5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang 
menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 

6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar ini kepada pimpinan 
dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi. 

 

4.6 KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN 
MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KERJA SAMA 

Pihak yang harus melakukan pengendalian Standar Kerja sama ini 
adalah Badan Penjaminan Mutu Universitas Antakusuma. 
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4.7 REFERENSI 

Untuk melengkapi manual pengendalian Standar Kerja sama ini 
dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 
1. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. 
2. Undang-Undang RI No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 

tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 

tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. 
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia. 
6. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014. 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 
8. Renstra Untama tahun 2015. 
9. Statuta Untama. 
10. Formulir Evaluasi tindak lanjut. 
11. Peraturan Rektor tentang Kerja Sama 
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5.1 VISI, MISI DAN TUJUAN 

Visi 
Menjadikan Universitas Antakusuma (UNTAMA) sebagai pusat 
pengembangan IPTEKS dan sumberdaya insani yang cerdas, kreatif, 
inovatif, berakhlak, dan berdaya saing. 

Misi 
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, berdaya saing 

dan relevan dengan tujuan pendidikan nasional. 
2. Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan teori dan 

praktik keilmuan yang inovatif dan berakar pada kearifan lokal. 
3. Menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif 

dalam disiplin ilmu dan teknologi demi kemajuan masyarakat.  
4. Menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat secara 

profesional dalam rangka ikut serta memecahkan masalah nasional 
dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. 

Tujuan 
1. Tersedianya layanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau 

serta relevan dengan tuntutan dan perkembangan IPTEKS. 
2. Terciptanya budaya akademik dan penelitian berkualitas pada 

seluruh sivitas akademika. 
3. Terwujudnya akan pengakuan atas pengalaman dan 

termanfaatkannya temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu 
pengetahuan di masyarakat.  

4. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 
perkembangan IPTEKS. 

 

5.2 TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR KERJA SAMA 

Tujuan manual peningkatan Standar Kerja Sama ini adalah untuk 
menjamin keberlanjutan peningkatan mutu Standar Kerja Sama pada 
saat setiap berakhirnya siklus. Meliputi : 

1. Standar kerja sama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri 

2. Standar kerja sama dengan instansi pemerintah 

3. Standar kerja sama dengan praktisi profesi 

4. Standar kerja sama dengan industry 

 

5.3 LUAS LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR KERJA 
SAMA DAN PENGGUNAANNYA 

Manual ini berlaku dengan ketentuan berikut ini : 
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1. Manual peningkatan Standar Kerja sama dapat diberlakukan 
apabila pelaksanaan Standar Kerja sama dalam satu siklus kerja 
sama telah berakhir. 

2. Setiap berakhirnya pelaksanaan Standar Kerja sama pada tiap 
siklus dapat dilaksanakan peningkatan mutunya. 

3. Penetapan siklus Standar Kerja sama dapat ditentukan tiap 
berakhirnya siklus kerja sama. 

4. Manual ini berlaku untuk Standar Kerja sama. 

 

5.4 DEFENISI ISTILAH 

1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya 
untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaiki, 
meningkatakan mutu dari isi Standar Kerja sama setelah 
siklus berakhir. 

2. Evaluasi akhir Standar Kerja sama merupakan tindakan 
menilai, mengevaluasi apakah pelaksanaan Standar Kerja 
sama yang didasarkan pada hasil pelaksanaan standar, 
evaluasi, pengendalian terhadap Standar Pendidikan telah 
mencapai atau memenuhi Standar Kerja sama yang telah 
ditetapkan. 

3. Satu siklus Standar Kerja sama adalah durasi atau masa 
berlakunya Standar Kerja sama sesuai dengan aspek yang 
diatur. 

 

5.5 LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN 
STANDAR KERJA SAMA 

1. Badan Penjaminan Mutu mempelajari laporan hasil pengendalian 
Standar Kerja sama. 

2. Badan Penjaminan Mutu menyelenggarakan rapat untuk 
mendiskusikan hasil laporan hasil akhir dengan mengundang 
pejabat yang terkait, dosen, dan pihak yang terlibat yang disebut 
pada Standar Kerja sama. 

3. Badan Penjaminan Mutu melakukan evaluasi terhadap isi Standar 
Kerja sama. 

4. Badan Penjaminan Mutu melakukan revisi isi Standar Kerja sama 
sehingga tercipta standar baru. 

5.6 KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN 
MANUAL PENINGKATAN STANDAR KERJA SAMA 

Manual ini dilengkapi dengan SOP yang dikembangkan oleh pihak-
pihak berikut ini. 
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1. Tim Badan Penjaminan Mutu Universitas Antakusuma 
sebagai koordinator peningkatan Standar Kerja sama. 

2. Pejabat struktural di lingkungan Universitas Antakusuma. 

 

5.7 CATATAN 

Manual peningkatan standar Kerja sama dalam implementasinya 
membutuhkan form laporan dan rekomendasi. 

 

5.8 REFERENSI 

Untuk melengkapi manual pengendalian Standar Kerja sama ini 
dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 
1. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. 
2. Undang-Undang RI No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 

tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang 

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. 
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia. 
6. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014. 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 
8. Renstra Untama tahun 2015. 
9. Statuta Untama. 
10. Formulir Evaluasi tindak lanjut. 
11. Peraturan Rektor tentang Kerja Sama 
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6.1 RASIONAL STANDAR KERJA SAMA 

Rasional standar Kerja sama pada Universitas Antakusuma mengacu 
pada Peraturan Rektor tentang Kerja sama (….). 
Rasional Standar Kerja sama diperlukan agar penyelenggaraan tri 
dharma perguruan tinggi dapat dilaksanakan oleh semua pihak yang 
bertanggung jawab sesuai standar, acuan, persyaratan yang diatur 
dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan Universitas 
Antakusuma. 

 

6.2 PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI 
STANDAR KERJA SAMA 

Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar Pendidikan 
adalah sebagai berikut : 

1. Rektor Universitas Antakusuma 

2. Kepala Biro Kerja Sama dan Sistem Informasi 

3. Dekan 

4. Ketua Program Studi 

5. Kepala Lembaga 

6. Kepala UPT 

 

6.3 DEFENISI ISTILAH 

1. Kerja sama adalah sebuah usaha yang dilakukan bisa dalam 
kapasitas individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan dan 
kepentingan bersama;  

2. Standar adalah kriteria minimal yang harus dicapai sesuai dengan 
Standar Kerja sama yang telah ditetapkan. 

 

6.4 PERNYATAAN ISI STANDAR KERJA SAMA 

Isi Standar Kerja sama Universitas Antakusuma, memenuhi kriteria 
minimal berikut ini : 

1. Pimpinan UNTAMA menetapkan kebijakan tata Kelola kerja 
sama untuk mempermudah pengelolaan kerja sama bagi setiap 
unit kerja di lingkungan Universitas. 

2. Pimpinan Universitas menetapkan lingkup kerja sama meliputi 
bidang Pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta 
bidang kerja sama lain yang relevan 

3. Pimpinan UNTAMA menetapkan mitra kerja sama baik instansi 
pemerintah, BUMN, swasta, Lembaga profesi dan praktisi, serta 
Lembaga Swadaya Masyarakat baik nasional maupun 
Internasional yang bereputasi baik. 
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4. Pimpinan UNTAMA harus melaksanakan kerja sama dalam 
upaya pemberdayaan sumber daya yang dimiliki untuk 
meningkatkan kinerja Lembaga/ unit serta citra UNTAMA. 

5. Pimpinan UNTAMA wajib menyediakan akses kerja sama dalam 
kegiatan tri dharma Perguruan tinggi bagi civitas akademika dan 
sebagai sumber pendapatan lainnya 

 

6.5 INDIKATOR KERJASAMA 

1. Tersedianya dokumen yang meliputi kebijakan, pengelolaan 
dan monev untuk menjamin: mutu, relevansi, produktivitas dan 
keberlanjutan kegiatan kerjasama. 

2. Jumlah kerjasama dalam negeri minimal 5 (lima) dalam 1 (satu) 
tahun. 

3. Tingkat keberhasilan kerjasama dalam negeri minimal 80% 
dalam 1 (satu) tahun. 

4. Jumlah kerjasama luar negeri minimal 2 (dua) dalam 1 (satu) 
tahun. 

5. Tingkat keberhasilan kerjasama luar negeri minimal 80% dalam 
1 (satu) tahun. 

6. Persentase dosen yang menjadi anggota organisasi 
profesi/keilmuan nasional dan internasional minimal 75% dalam 
3 (tiga) tahun terakhir.  

7. Persentase dosen yang mengikuti pertukaran bidang Tri 
Dharma Perguruan Tinggi baik nasional maupun internasional 
minimal 75% dalam 3 (tiga) tahun terakhir.  

8. Persentase mahasiswa yang mengikuti pertukaran bidang Tri 
Dharma Perguruan Tinggi baik nasional maupun internasional 
minimal 75% dalam 3 (tiga) tahun terakhir. 

9. Tersedianya dokumen MOU dan MOA hasil kerjasama. 
10. Tersedianya laporan tindak-lanjut kegiatan hasil kerjasama 

yang disampaikan kepada pimpinan universitas dan pihak 
terkait. 

 

6.6 STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR KERJA SAMA 

Strategi pencapaian standar kerja sama adalah mencerminkan 
standar minimal yang harus dicapai oleh pimpinan Universitas, Unit, 
dan Lembaga.  

1. Pimpinan Universitas, Fakultas, Lembaga dan Unit 
merencanakan dan meyepakati kerja sama dengan instansi 
dalam dan luar negeri, organisasi profesi dan industry dalam 
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bentuk dokumen MoU untuk Rektor dan MoA untuk pejabat 
strukural di bawahnya 

2. Pimpinan Universitas dan pejabat structural di bawahnya 
melaksanakan operasionalisasi kerja sama sesuai dengan MoU 
dan MoA yang telah disepakati  

3. Pimpinan Universitas berkomitmen menyiapkan anggaran yang 
diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan kerja sama sehingga 
mempermudah pengelolaan kerja sama bagi setiap unit dan 
Lembaga. 

4. Badan Penjaminan Mutu melaksanakan monitoring dan 
evalusasi untuk mengukur tingkat ketercapaian standar kerja 
sama di lingkungan UNTAMA. 

 

6.7 DOKUMEN TERKAIT PENCAPAIAN STANDAR KERJA SAMA 

1. Peraturan Rektor tentang Kerja Sama 

2. SOP pelaksanaan kerja sama 

3. Survey Kepuasan Mitra Kerja 

4. Dokumen Monitoring dan Evaluasi 

5. Laporan ketercapaian Kerja sama 

 

6.8 REFERENSI 

Untuk melengkapi manual pengendalian Standar Pendidikan ini 
dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 

1. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem 
Pendidikan Nasional. 

2. Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 
tahun 2015 tentang Standar Nasional  Pendidikan. 

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 
tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan 
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 

6. Statuta Untama tahun 2015 

7. Renstra Untama tahun 2015 

8. Peraturan Rektor tentang Kerja Sama. 
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1.1 VISI, MISI DAN TUJUAN 

Visi 
Menjadikan Universitas Antakusuma (UNTAMA) sebagai pusat 
pengembangan IPTEKS dan sumberdaya insani yang cerdas, kreatif, 
inovatif, berakhlak, dan berdaya saing. 
 

Misi 
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, berdaya saing 

dan relevan dengan tujuan pendidikan nasional. 
2. Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan teori dan 

praktik keilmuan yang inovatif dan berakar pada kearifan lokal. 
3. Menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif 

dalam disiplin ilmu dan teknologi demi kemajuan masyarakat.  
4. Menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat secara 

profesional dalam rangka ikut serta memecahkan masalah nasional 
dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. 

Tujuan 
1. Tersedianya layanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau 

serta relevan dengan tuntutan dan perkembangan IPTEKS. 
2. Terciptanya budaya akademik dan penelitian berkualitas pada 

seluruh sivitas akademika. 
3. Terwujudnya akan pengakuan atas pengalaman dan 

termanfaatkannya temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu 
pengetahuan di masyarakat.  

4. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 
perkembangan IPTEKS. 

 

1.2 TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR KERJA SAMA 

Manual mutu SDM ini dibuat agar menjadi pedoman bagi pengelolaan 
sumber daya manusia baik ditingkat Universitas, Fakultas, maupun 
Program Studi dengan menerapkan siklus mutu yang berupa alur 
perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring–evaluasi. Sehingga 
dengan adanya manual mutu ini diharapkan dapat: 
1. Mendorong pemenuhan kebutuhan SDM Universitas Antakusuma 

baik secara kuantitas maupun kualitas yang proposional terhadap 
kebutuhan riil untuk menjamin kualitas pendidikan. 

2. Mendorong dikembangkannya kegiatan-kegiatan yang 
meningkatkan kualitas SDM baik secara intelektual akademis 
mupun kepribadian. 
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3. Mempromosikan implementasi kode etik SDM sebagai dosen dan 
tenaga kependidikan. 

 
Manual penetapan Standar SDM ini bertujuan untuk merancang, 
merumuskan, dan menetapkan : 

1. Standar Perencanaan SDM  
2. Standar Pelaksanaan SDM  
3. Standar Biaya SDM 
4. Standar Monitoring dan Evaluasi SDM 

 

 

1.3 LUAS LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR 
SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGGUNAANNYA 

1. Manual penetapan Standar SDM ini berlaku ketika sebuah 
Standar hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Tim. 

2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan Standar 
SDM pada jenjang Strata satu (S-1). 

 

1.4 DEFENISI ISTILAH 

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi 
minimal yang harus dicapai atau dipenuhi. 

2. Standar Sumber Daya Manusia adalah kualifikasi, kriteria, 
ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau 
dipenuhi dalam keseluruhan standar yang akan ditetapkan, dalam 
hal ini oleh individu produktif pada institusi. 

3. Menetapkan Standar Sumber Daya Manusia adalah tindakan 
berupa merancang, merumuskan, persetujuan dan pengesahan 
standar sehingga Standar dinyatakan berlaku. 

 

1.5 LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN 
STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA 

1. Kepala Biro Administrasi, Umum, dan perencanaan Keuangan 
membentuk Tim Penyusun Penetapan Standar Sumber Daya 
Manusia 

2. Tim melakukan kajian untuk merumuskan Penetapan Standar 
Sumber Daya Manusia. 

3. Tim merumuskan Penetapan Standar Sumber Daya Manusia 
berdasar hasil kajian. 

4. Senat Universitas menyetujui Standar Sumber Daya Manusia. 
5. Ketua Yayasan menetapkan Standar Sumber Daya Manusia. 
6. Tim melakukan sosialisasi Standar Sumber Daya Manusia. 
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1.6 KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN 
MANUAL PENETAPAN STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA 

Badan Penjaminan Mutu (BPM) Internal Universitas Antakusuma 
Pangkalan Bun sebagai koordinator, Pimpinan Universitas, Fakultas, 
Biro, Prodi, lembaga, Unit, dosen, dan tenaga kependidikan. 

 

1.7 CATATAN 

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen 
tertulis berupa : 
1. Daftar peraturan perundang-undangan mengenai Dosen dan 

Tenaga Kependidikan 
2. Peraturan Yayasan tentang Kepegawaian 
3. Prosedur kerja atau SOP Rekrutmen 
4. SOP Seleksi  
5. SOP Formasi Pegawai 
6. SOP Perencanaan karir 
7. SOP Pelatihan dan Pengembangan  
8. SOP Pemrosesan angka kredit 
9. SOP Kompensasi 
10. SOP Reward dan Punishment 
11. SOP Pemutusan Hubungan Kerja 
12. Kuisioner untuk evaluasi dosen 
13. Kuisioner untuk evaluasi tenaga kependidikan  
14. Formulir-formulir yang dibutuhkan sesuai dengan isi SOP 

 

1.8 REFERENSI 

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen 
tertulis berupa: 
1. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan 

Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, 
Dirjen Dikti , 2010. 

2. Undang-Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem 
Pendidikan Nasional 

3. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan 
Dosen  

4. Undang-Undang RI No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan 
Tinggi. 

5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 
tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 
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6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 
tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 

7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka 
Kualifikasi Nasional Indonesia; 

8. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, 
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014. 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan 
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 

10. Peraturan Yayasan tentang Kepegawaian 
11. Statuta Universitas Antakusuma Tahun 2015. 
12. Renstra Universitas Antakusuma Tahun 2015 
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2.1 VISI, MISI DAN TUJUAN 

Visi 
Menjadikan Universitas Antakusuma (UNTAMA) sebagai pusat 
pengembangan IPTEKS dan sumberdaya insani yang cerdas, kreatif, 
inovatif, berakhlak, dan berdaya saing. 
 

Misi 
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, berdaya saing 

dan relevan dengan tujuan pendidikan nasional. 
2. Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan teori dan 

praktik keilmuan yang inovatif dan berakar pada kearifan lokal. 
3. Menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif 

dalam disiplin ilmu dan teknologi demi kemajuan masyarakat.  
4. Menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat secara 

profesional dalam rangka ikut serta memecahkan masalah nasional 
dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. 

Tujuan 
1. Tersedianya layanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau 

serta relevan dengan tuntutan dan perkembangan IPTEKS. 
2. Terciptanya budaya akademik dan penelitian berkualitas pada 

seluruh sivitas akademika. 
3. Terwujudnya akan pengakuan atas pengalaman dan 

termanfaatkannya temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu 
pengetahuan di masyarakat.  

4. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 
perkembangan IPTEKS. 

 

2.2 TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SUMBER 
DAYA MANUSIA 

Tujuan penyusunan manual pelaksanaan Standar Sumber Daya 
Manusia adalah untuk memberikan pedoman bagaimana 
melaksanakan standar atau memenuhi Standar Sumber Daya Manusia 
yang telah ditetapkan, meliputi : 
1. Standar Perencanaan SDM  
2. Standar Pelaksanaan SDM  
3. Standar Biaya SDM 
4. Standar Monitoring dan Evaluasi SDM 

 

2.3 LUAS LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR 
SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGGUNAANNYA 
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1. Luas lingkup manual pelaksanaan/pemenuhan Standar SDM 
adalah pedoman bagaimana melaksanakan agar Standar SDM 
yang ditetapkan dapat dicapai atau dipenuhi. 

2. Penggunaan manual pelaksanaan Standar SDM ini dilakukan 
pada saat Standar SDM harus dilaksanakan dalam kegiatan 
pembelajaran. 

 

2.4 DEFENISI ISTILAH 

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi 
minimal yang harus dicapai atau dipenuhi. 

2. Standar SDM adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, 
spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi oleh individu 
dalam institusi. 

3. Melaksanakan Standar SDM adalah bagaimana pernyataan 
standar SDM yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 
pembiayaan, dan monitoring serta evaluasi yang telah ditetapkan 
harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya. 

4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Standar SDM adalah 
merupakan uraian tentang urutan suatu kegiatan untuk 
pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, 
logis, dan koheren. 

 

2.5 LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN 
STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA 

1. Tim melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai 
dengan isi prosedur standar. 

2. Tim mensosialisasikan isi Standar Sumber Daya Manusia kepada 
seluruh dosen dan tenaga kependidikan secara periodik dan 
konsisten. 

3. Tim menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa : Standar 
Operasional Prosedur (SOP), atau sejenisnya sesuai dengan isi 
standar. 

4. Tim melaksanakan kegiatan atau program untuk memenuhi 
Standar SDM, standar mutu yang ditetapkan sebagai tolok ukur 
pencapaian. 

 

2.6 KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN 
MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SUMBER DAYA 

MANUSIA 

Pihak yang harus melaksanakan pemenuhan/pengendalian standar 
adalah : Badan Penjaminan Mutu (BPM) Universitas Antakusuma 
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sebagai koordinator, Pimpinan Universitas, Fakultas, Biro, Prodi, 
lembaga, Unit, dosen, dan tenaga kependidikan. 

 

2.7 CATATAN 

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen 
tertulis berupa : 
1. Daftar peraturan perundang-undangan mengenai Dosen dan 

Tenaga Kependidikan 
2. Peraturan Yayasan tentang Kepegawaian 
3. Prosedur kerja atau SOP Rekrutmen 
4. SOP Seleksi  
5. SOP Formasi Pegawai 
6. SOP Perencanaan karir 
7. SOP Pelatihan dan Pengembangan  
8. SOP Pemrosesan angka kredit 
9. SOP Kompensasi 
10. SOP Reward dan Punishment 
11. SOP Pemutusan Hubungan Kerja 
12. Kuisioner untuk evaluasi dosen 
13. Kuisioner untuk evaluasi tenaga kependidikan  
14. Formulir-formulir yang dibutuhkan sesuai dengan isi SOP 

 
 
 
 

2.8 REFERENSI 

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen 
tertulis berupa prosedur/SOP yang berkaitan dengan kegiatan yang 
disesuaikan dengan isi Standar Pendidikan. 

1. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan 
Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, 
Dirjen Dikti , 2010. 

2. Undang-Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 
Nasional 

3. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan 
Dosen  

4. Undang-Undang RI No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 
tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang 
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
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7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka 
Kualifikasi Nasional Indonesia; 

8. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, 
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014. 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan 
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 

10. Peraturan Yayasan tentang Kepegawaian 

11. Statuta Universitas Antakusuma Tahun 2015. 

12. Renstra Universitas Antakusuma Tahun 2015. 
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3.1 VISI, MISI DAN TUJUAN 

Visi 
Menjadikan Universitas Antakusuma (UNTAMA) sebagai pusat 
pengembangan IPTEKS dan sumberdaya insani yang cerdas, kreatif, 
inovatif, berakhlak, dan berdaya saing. 
 

Misi 
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, berdaya saing 

dan relevan dengan tujuan pendidikan nasional. 
2. Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan teori dan 

praktik keilmuan yang inovatif dan berakar pada kearifan lokal. 
3. Menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif 

dalam disiplin ilmu dan teknologi demi kemajuan masyarakat.  
4. Menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat secara 

profesional dalam rangka ikut serta memecahkan masalah nasional 
dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. 

Tujuan 
1. Tersedianya layanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau 

serta relevan dengan tuntutan dan perkembangan IPTEKS. 
2. Terciptanya budaya akademik dan penelitian berkualitas pada 

seluruh sivitas akademika. 
3. Terwujudnya akan pengakuan atas pengalaman dan 

termanfaatkannya temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu 
pengetahuan di masyarakat.  

4. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 
perkembangan IPTEKS. 

 

3.2 TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR SUMBER DAYA 
MANUSIA 

Tujuan penyusunan manual evaluasi Standar SDM adalah untuk 
mengevaluasi pelaksanaan Standar SDM yang telah dilaksanakan 
sehingga Standar SDM yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi. 
Meliputi : 
1. Standar Perencanaan SDM  
2. Standar Pelaksanaan SDM  
3. Standar Biaya SDM 
4. Standar Monitoring dan Evaluasi SDM 

 

3.3 LUAS LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR SUMBER 
DAYA MANUSIA DAN PENGGUNAANNYA 
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1. Luas lingkup manual evaluasi Standar SDM ini mencakup 
bagaimana mengawasi, memeriksa, memantau, memonitoring, 
mengukur, menilai, dan mengevaluasi pelaksanaan Standar SDM 
dalam memenuhi Standar SDM yang telah ditetapkan. 

2. Penggunaan manual evaluasi Standar SDM ini dilakukan pada 
saat pelaksanaan audit mutu internal (AMI). 

 

3.4 DEFENISI ISTILAH 

1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan 
dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan 
tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam 
Standar SDM. 

2. Evaluasi adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua 
aspek dari penyelenggaraan Standar SDM memenuhi yang 
dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua 
aspek penyelenggaraan Pendidikan memenuhi isi standar SDM 
tersebut. 

 

3.5 LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI 
STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA 

1. Melakukan pemantauan secara priodik dalam satuan waktu 
semester dan atau tahunan. 

2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, 
kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan 
Standar SDM yang memenuhi atau belum memenuhi isi Standar 
SDM yang telah ditetapkan. 

3. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti 
prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari Standar SDM yang 
telah dilaksanakan. 

4. Memeriksakan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya 
penyimpangan dari isi Standar SDM memenuhi atau belum 
memenuhi pelaksanaan Standar SDM. 

5. Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil. 
6. Melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan 

kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi dalam Rapat 
Tinjauan Manajemen (RTM), setelah pelaksanaan Audit selesai. 

 

3.6 KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN 
MANUAL EVALUASI STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA 

Pihak yang harus melaksanakan standar ini adalah: 
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1. Tim Badan Penjaminan Mutu Universitas Antakusuma sebagai 
koordinator evaluasi Standar SDM memenuhi. 

2. Pejabat struktural di lingkungan Universitas Antakusuma. 

 

3.7 CATATAN 

Manual evaluasi standar SDM dalam implementasinya membutuhkan: 
3. Fomulir laporan dan evaluasi kinerja SDM. 
4. Form prosedur evaluasi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi 

dan tupoksi setiap unsur. 

 

3.8 REFERENSI 

Untuk melengkapi manual pengendalian standar ini dibutuhkan 
ketersediaan dokumen tertulis berupa: 

1. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan 
Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, 
Dirjen Dikti , 2010. 

2. Undang-Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem 
Pendidikan Nasional 

3. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan 
Dosen  

4. Undang-Undang RI No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 
tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 
tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 

7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka 
Kualifikasi Nasional Indonesia; 

8. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, 
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014. 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan 
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 

10. Peraturan Yayasan tentang Kepegawaian 

11. Statuta Universitas Antakusuma Tahun 2015. 

12. Renstra Universitas Antakusuma Tahun 2015 
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4.1 VISI, MISI DAN TUJUAN 

Visi 
Menjadikan Universitas Antakusuma (UNTAMA) sebagai pusat 
pengembangan IPTEKS dan sumberdaya insani yang cerdas, kreatif, 
inovatif, berakhlak, dan berdaya saing. 
 

Misi 
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, berdaya saing 

dan relevan dengan tujuan pendidikan nasional. 
2. Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan teori dan 

praktik keilmuan yang inovatif dan berakar pada kearifan lokal. 
3. Menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif 

dalam disiplin ilmu dan teknologi demi kemajuan masyarakat.  
4. Menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat secara 

profesional dalam rangka ikut serta memecahkan masalah nasional 
dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. 

Tujuan 
1. Tersedianya layanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau 

serta relevan dengan tuntutan dan perkembangan IPTEKS. 
2. Terciptanya budaya akademik dan penelitian berkualitas pada 

seluruh sivitas akademika. 
3. Terwujudnya akan pengakuan atas pengalaman dan 

termanfaatkannya temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu 
pengetahuan di masyarakat.  

4. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 
perkembangan IPTEKS. 

 

4.2 TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SUMBER 
DAYA MANUSIA 

Tujuan penyusunan manual pengendalian Standar Sumber Daya 
Manusia adalah untuk mengendalikan pelaksanan Standar SDM 
sehingga Standar SDM yang telah ditetapkan dapat tercapai atau 
terpenuhi. Meliputi : 
1. Standar Perencanaan SDM  
2. Standar Pelaksanaan SDM  
3. Standar Biaya SDM 
4. Standar Monitoring dan Evaluasi SDM 

 

4.3 LUAS LINGKUP MANUAL PEGENDALIAN STANDAR 
SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGGUNAANNYA 
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1. Luas lingkup manual pengendalian Standar SDM ini mencakup 
analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap Standar SDM 
yang telah ditetapkan belum tercapai. 

2. Penggunaan manual pengendalian standar SDM ini dilakukan 
pada saat pelaksanaan Standar SDM memerlukan 
pengendalian agar Standar SDM yang telah ditetapkan dapat 
terpenuhi. 

 

4.4 DEFENISI ISTILAH 

Pengendalian standar SDM adalah melakukan tindakan koreksi 
atas pelaksanaan standar SDM sehingga penyimpangan atau 
kegagalan pemenuhan standar SDM dapat di perbaiki. 

 
 

4.5 LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN 
STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA 

Langkah-langkah pengendalian adalah tindak lanjut dari hasil temuan 
audit mutu internal, berupa : 
1. Melakukan analisis terhadap hasil pemantauan, monitoring, 

pemeriksaan, pengukuran serta evaluasi yang telah dilakukan 
secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan. 

2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau 
penyimpangan dari isi Standar SDM. 

3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil. 
4. Memantau tindaklanjut hasil korektif tersebut, misalnya apakah 

kemudian penyelenggaraan Standar SDM kembali berjalan sesuai 
dengan isi Standar SDM. 

5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang 
menyangkut pengendalian standar SDM seperti diuraikan di atas. 

6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan 
dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi. 

 

4.6 KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN 
MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SDM 

Pihak yang harus melakukan pengendalian Standar SDM ini adalah: 
1. Badan Penjaminan Mutu Universitas Antakusuma 
2. Pejabat struktural di lingkungan Universitas Antakusuma. 

 

4.7 CATATAN 

Manual pengendalian standar Pendidikan dalam implementasinya 
membutuhkan form laporan dan rekomendasi. 
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4.8 REFERENSI 

Untuk melengkapi manual pengendalian Standar Sumber Daya 
Manusia ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 
1. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. 
2. Undang-Undang RI No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 
3. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan 

Dosen. 
4. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 

tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 

tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. 
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia. 
7. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014. 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 
9. Peraturan Yayasan tentang Kepegawaian 
10. Renstra Untama tahun 2015. 
11. Statuta Untama. 
12. Formulir Evaluasi tindak lanjut. 
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5.1 VISI, MISI DAN TUJUAN 

Visi 
Menjadikan Universitas Antakusuma (UNTAMA) sebagai pusat 
pengembangan IPTEKS dan sumberdaya insani yang cerdas, kreatif, 
inovatif, berakhlak, dan berdaya saing. 
 

1. Misi 
2. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, berdaya saing 

dan relevan dengan tujuan pendidikan nasional. 
3. Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan teori dan 

praktik keilmuan yang inovatif dan berakar pada kearifan lokal. 
4. Menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif 

dalam disiplin ilmu dan teknologi demi kemajuan masyarakat.  
5. Menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat secara 

profesional dalam rangka ikut serta memecahkan masalah nasional 
dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. 

Tujuan 
1. Tersedianya layanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau 

serta relevan dengan tuntutan dan perkembangan IPTEKS. 
2. Terciptanya budaya akademik dan penelitian berkualitas pada 

seluruh sivitas akademika. 
3. Terwujudnya akan pengakuan atas pengalaman dan 

termanfaatkannya temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu 
pengetahuan di masyarakat.  

4. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 
perkembangan IPTEKS. 

 

5.2 TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR SUMBER 
DAYA MANUSIA 

Tujuan manual peningkatan Standar Sumber Daya Manusia ini adalah 
untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu Standar Sumber 
Daya Manusia pada saat setiap berakhirnya siklus. Meliputi : 
1. Standar Perencanaan SDM  
2. Standar Pelaksanaan SDM  
3. Standar Biaya SDM 
4. Standar Monitoring dan Evaluasi SDM 

 

5.3 LUAS LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR 
SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGGUNAANNYA 

Manual ini berlaku dengan ketentuan berikut ini : 
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1. Manual peningkatan Standar Sumber Daya Manusia dapat 
diberlakukan apabila pelaksanaan Standar Sumber Daya Manusia 
dalam satu siklus telah berakhir. 

2. Setiap berakhirnya pelaksanaan Standar Sumber Daya Manusia 
pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya. 

3. Penetapan siklus Standar Sumber Daya Manusia ditentukan tiap 
tahun akademik. 

4. Manual ini berlaku untuk Standar Sumber Daya Manusia. 

 

5.4 DEFENISI ISTILAH 

1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya 
untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaiki, 
meningkatakan mutu dari isi Standar Sumber Daya Manusia 
setelah siklus berakhir. 

2. Evaluasi akhir Standar Sumber Daya Manusia merupakan 
tindakan menilai,mengevaluasi apakah pelaksanaan 
Standar Sumber Daya Manusia yang didasarkan pada hasil 
pelaksanaan standar, evaluasi, pengendalian terhadap 
Standar Sumber Daya Manusia telah mencapai atau 
memenuhi Standar Sumber Daya Manusia yang telah 
ditetapkan. 

3. Satu siklus Standar Sumber Daya Manusia adalah durasi 
atau masa berlakunya Standar Sumber Daya Manusia 
sesuai dengan aspek yang diatur dalam perencanaan 
kebutuhan SDM. 

 

5.5 LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN 
STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA 

1. Badan Penjaminan Mutu mempelajari laporan hasil pengendalian 
Standar Sumber Daya Manusia. 

2. Badan Penjaminan Mutu menyelenggarakan rapat untuk 
mendiskusikan hasil laporan hasil akhir dengan mengundang 
pejabat yang terkait, dosen, dan pihak yang terlibat yang disebut 
pada Standar sumber daya manusia. 

3. Badan Penjaminan Mutu melakukan evaluasi terhadap isi Standar 
sumber daya manusia. 

4. Badan Penjaminan Mutu  melakukan revisi isi Standar sumber 
daya manusia sehingga tercipta standar baru. 
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5.6 KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN 
MANUAL PENINGKATAN STANDAR SUMBER DAYA 

MANUSIA 

Manual ini dilengkapi dengan SOP yang dikembangkan oleh pihak-
pihak berikut ini. 
1. Tim sistem Badan Penjaminan Mutu Universitas 

Antakusuma sebagai koordinator peningkatan Standar 
sumber daya manusia. 

2. Pejabat struktural di lingkungan Universitas Antakusuma. 

 

5.7 CATATAN 

Manual peningkatan standar sumber daya manusia dalam 
implementasinya membutuhkan form laporan dan rekomendasi. 

 

5.8 REFERENSI 

Untuk melengkapi manual peningkatan Standar sumber daya 
manusia ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 

1. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem 
Pendidikan Nasional. 

2. Undang-Undang RI No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 
tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 
tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. 

5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka 
Kualifikasi Nasional Indonesia. 

6. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, 
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014. 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan 
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 

8. Peraturan Yayasan tentang Kepegawaian 

9. Renstra Untama tahun 2015. 

10. Statuta Untama. 

11. Formulir Evaluasi tindak lanjut 
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6.1 RASIONAL STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA 

Rasional standar sumber daya manusia pada Universitas 
Antakusuma mengacu pada Peraturan Yayasan Kotawaringin no… 
tentang Kepegawaian. 
Standar Sumber Daya Manusia Universitas Antakusuma perlu diatur 
dan direncanakan melalui perencanaan kebutuhan di bidang 
kepegawaian Agar penyelenggaraan Perguruan Tinggi tersebut dapat 
dilaksanakan menuju ketercapaian visi, misi Universitas Antakusuma. 

 

6.2 PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI 
ISI STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA 

Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar sumber 
daya manusia adalah sebagai berikut : 
1. Rektor Universitas Antakusuma 
2. Wakil Rektor I Universitas Antakusuma 
3. Kepala Biro 
4. Dekan 
5. Ketua Program Studi 
6. Dosen 
7. Tenaga Kependidikan 

 

6.3 DEFENISI ISTILAH 

1. Sumber Daya Manusia adalah salah satu factor yang sangat 
penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, 
baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci 
yang menentukan berkembangnya suatu institusi. 

2. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh 
tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk 
dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-
tugas dibidang pekerjaan tertentu. 

3. Capaian kinerja adalah menilai keberhasilan atau kegagalan 
pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana 
strategis. 

 
 

6.4 PERNYATAAN ISI STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA 

Isi Standar sumber daya manusia Universitas Antakusuma, 
memenuhi kriteria minimal berikut ini : 
1. Wakil Rektor bidang non akademik yang membawahi Kepala Biro 

Administrasi umum dan perencanaan Keuangan memastikan 
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tersedianya dokumen peraturan tentang kualifikasi akademik dan 
kompetensi dosen dan tenaga kependidikan 

2. Wakil Rektor yang membawahi kepala Biro Administrasi Umum 
dan perencanaan Keuangan memastikan semua dosen tetap 
berkualifikasi akademik paling rendah lulusan Magister (Strata-2) 

3. Wakil Rektor yang membawahi kepala Biro Administrasi Umum 
dan perencanaan Keuangan memastikan semua dosen tetap 
sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan atau 
Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki jabatan 
Fungsional minimal Asisten Ahli (150)  

4. Wakil Rektor yang membawahi kepala Biro Administrasi Umum 
dan perencanaan Keuangan memastikan bahwa semua dosen 
tetap yang ber NIDN dan NIDK harus memenuhi beban kerja 
dosen yang sesuai dengan aturan Beban Kerja Dosen (BKD) 
yang berlaku setiap semester termasuk dosen dengan tugas 
tambahan. 

5. Wakil Rektor yang membawahi kepala Biro Administrasi Umum 
dan perencanaan Keuangan memastikan semua dosen tetap 
yang berperan sebagai Dosen Pembimbing Pertama dalam 
Skripsi/ Tugas Akhir memiliki jumlah mahasiswa bimbingan 
maksimal 10 orang per semester, Tesis memiliki jumlah 
mahasiswa bimbingan maksimal 7 orang/ semester, dan disertasi 
memiliki jumlah bimbingan mahasiswa maksimal 5 orang/ 
semester. 

6. Wakil Rektor yang membawahi kepala Biro Administrasi Umum 
dan perencanaan Keuangan memastikan rasio dosen tetap dan 
mahasiswa untuk rumpun ilmu social 1:45 dan untuk rumpun ilmu 
eksakta 1:30 

7. Wakil Rektor yang membawahi kepala Biro Administrasi Umum 
dan perencanaan Keuangan memastikan bahwa presentase 
jumlah dosen tetap minimal 60% dari jumlah total dosen di 
UNTAMA 

5. Wakil Rektor yang membawahi kepala Biro Administrasi Umum 
dan perencanaan Keuangan memastikan ketersediaan dosen 
tetap yang berhome base pada setiap program studi minimal 5 
orang. 

6. Wakil Rektor yang membawahi kepala Biro Administrasi Umum 
dan perencanaan Keuangan memastikan semua Tenaga 
Kependidikan berkualifikasi minimal SMA/Sederajat dan lolos uji 
kompetensi yang dilaksanakan oleh tim recruitment Universitas 
Antakusuma 
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Cakupan Isi Standar sumber daya manusia Universitas Antakusuma harus 
memenuhi:  
 

6.5 INDIKATOR STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA 

Standar Dosen 

1. Dosen memiliki kualifikasi akademik minimal S2 (Magister) 

2. Seluruh dosen wajib melaksanakan tugas tri darma perguruan 
tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian) di setiap 
semester 

3. Adanya dokumen aturan bahwa semua dosen tetap berNIDN 
dan NIDK harus memenuhi ketentuan Beban Kerja Dosen 
(BKD) yang berlaku untuk setiap semester, termasuk dosen 
dengan tugas tambahan. 

4. Adanya dokumen aturan tentang dosen tetap yang berperan 
sebagai pembimbing utama dalam penyusunan TA/Skripsi 
memiliki jumlah bimbingan mahasiswa maksimal 10 orang per 
semester. 

5. Adanya dokumen aturan terkait dengan rasio dosen tetap untuk 
rumpun ilmu eksakta 1:30 dan non eksakta 1:45 

6. Setiap program studi memiliki jumlah minimal dosen sebanyak 5 
orang 

7. Memiliki dosen tidak tetap sejumlah maksimal 40% dari jumlah 
dosen tetap 

8. Tersedianya formulir usulan kebutuhan dosen dari masing-
masing program studi 

Standar Tenaga Kependidikan 

1. Kualifikasi tenaga kependidikan serendah-rendahnya SMA 
sederajat 

2. Tersedianya dokumen tentang tenaga kependidikan lolos uji 
kompetensi dari tim recruitment UNTAMA 

3. Tersedianya formulir usulan kebutuhan Tenaga Kependidikan 
dari masing-masing unit kerja  

4. Tersedianya dokumen kinerja dari masing-masing tenaga 
kependidikan yang diketahui oleh pimpinan unit. 

5. Tersedianya aturan jam kerja bagi dosen dan tenaga 
kependidikan. 

Standar Biaya SDM 

1. Tersedianya dokumen aturan standar gaji pegawai Yayasan/ 
Universitas 
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2. Tersedianya dokumen tentang kenaikan gaji secara berkala 

3. Tersedianya dokumen tentang anggaran biaya penigkatan 
kualifikasi SDM 

4. Tersedianya dokumen tentang aturan pemberian reward dan 
punishment 

5. Tersedianya dokumen tentang aturan pemberian antara lain: 
a. Tunjangan Kepangkatan 
b. Tunjangan Kinerja 
c. Tunjangan jaminan Kesehatan 
d. Tunjanga Hari Raya 
e. Tunjangan hari tua 
f. Tunjangan kematian 

6. Tersedianya dokumen presensi kehadiran bagi tenaga dosen 
dan tenaga kependidikan. 

 

 

6.6 STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR SUMBER DAYA 
MANUSIA 

Strategi pencapaian standar sumber daya manusia adalah : 
7. Kepala Biro Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan 

Menyusun dokumen tentang pengelolaan Sumber Daya Manusia 
8. Kepala Biro Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan 

melakukan sosialisasi dokumen pengelolaan SDM ke seluruh 
Fakultas dan Unit 

9. Pimpinan Unit melakukan sosialisasi serupa di masing-masing 
unit di bawahinya agar dokumen standar dapat dipahami oleh 
dosen dan tenaga kependidikan 

10. Pimpinan unit melakukan monitoring dan evaluasi di unit yang di 
bawahinya sebelum kemudian monitoring dan evaluasi dilakukan 
oleh Badan Penjaminan Mutu. 

 

6.7 DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR SUMBER 
DAYA MANUSIA 

1. Peraturan Yayasan tentang kepegawaian 
2. Peraturan Yayasan tentang standar biaya 
3. Renstra Universitas Antakusuma. 
4. Dokumen kebutuhan pegawai Universitas Antakusuma 
5. Standar Operasional Prosedur (SOP) recruitment dan seleksi 
6. Standar Operasional Prosedur (SOP) formasi pegawai 
7. Standar Operasional Prosedur (SOP) perencanaan karier 
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8. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelatihan dan 
pengembangan 

9. Standar Operasional Prosedur (SOP) pemrosesan angka kredit 
10. Standar Operasional Prosedur (SOP) reward dan punishment 
11. Standar Operasional Prosedur (SOP) kompensasi 
12. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemutusan hubungan kerja 
13. Formulir kehadiran 
14. Formulir usulan kebutuhan pegawai  
15. Formulir monitoring dan evaluasi pegawai 
16. Formulir rekomendasi senat Fakultas/ Universitas untuk usulan 

kenaikan Jabfung 

 
 
 
 

6.8 REFERENSI 

Untuk melengkapi manual pengendalian Standar sumber daya 
manusia ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 
1. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. 
2. Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 

tahun 2015 tentang Standar Nasional  Pendidikan. 
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 

tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 
6. Peraturan Yayasan tentang kepegawaian 
7. Peraturan Yayasan tentang standar biaya 
8. Statuta Untama tahun 2015 
9. Renstra Untama tahun 2015. 
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1.1 VISI, MISI, DAN TUJUAN 

Visi 
Menjadikan Universitas Antakusuma (UNTAMA) sebagai pusat 
pengembangan IPTEKS dan sumberdaya insani yang cerdas, kreatif, 
inovatif, berakhlak, dan berdaya saing. 
 

Misi 
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, berdaya saing 

dan relevan dengan tujuan pendidikan nasional. 
2. Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan teori dan 

praktik keilmuan yang inovatif dan berakar pada kearifan lokal. 
3. Menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif 

dalam disiplin ilmu dan teknologi demi kemajuan masyarakat.  
4. Menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat 

secara profesional dalam rangka ikut serta memecahkan masalah 
nasional dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. 

Tujuan 
1. Tersedianya layanan pendidikan yang berkualitas dan 

terjangkau serta relevan dengan tuntutan dan perkembangan 
IPTEKS. 

2. Terciptanya budaya akademik dan penelitian berkualitas pada 
seluruh sivitas akademika. 

3. Terwujudnya akan pengakuan atas pengalaman dan 
termanfaatkannya temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu 
pengetahuan di masyarakat.  

4. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 
perkembangan IPTEKS. 

 

1.2 TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN 
PRASARANA 

Tujuan penyusunan manual penetapan Standar Sarana dan prasarana 
ini adalah untuk memastikan bahwa hasil pembelajaran bermutu baik 
melalui penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran. Standar ini 
mencakup: 
1. Standar Sarana Olah raga 
2. Standar Fasilitas Umum 
3. Standar Sarana Pemeliharaan keselamatan dan keamanan 
4. Standar ruang tata usaha 
5. Standar Ruang Pimpinan 
6. Standar Ruang Dosen 
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7. Standar Ruang Rapat 
8. Standar Ruang Ujian Skripsi/ seminar 
9. Standar ruang kegiatan Kemahasiswaan 
10. Standar pemeliharaan sarana dan prasarana 
11. Standar Pelayanan Difabel 
12. Standar Ruang Perpustakaan 

 

1.3 LUAS LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA 
DAN PRASARANA DAN PENGGUNAANNYA 

1. Manual penetapan Standar Sarana dan prasarana ini berlaku 
ketika sebuah Standar hendak dirancang, dirumuskan, dan 
ditetapkan oleh Tim. 

2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan Standar 
Sarana dan prasarana. 

 

1.4 DEFENISI ISTILAH 

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi 
minimal yang harus dicapai atau dipenuhi. 

2. Standar Sarana dan prasarana adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, 
patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi 
dalam keseluruhan standar yang akan ditetapkan. 

3. Menetapkan Standar Sarana dan prasarana adalah tindakan 
berupa merancang, merumuskan, persetujuan dan pengesahan 
standar sehingga Standar dinyatakan berlaku. 

 

1.5 LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN 
STANDAR SARANA DAN PRASARANA 

1. Kepala Biro Umum, Adm dan Perencanaan Keuangan 
Merumuskan  Standar Sarana dan prasarana 

2. Wakil Rektor Bidang Non Akademik melakukan pemeriksaan 
terhadap usulan standar Sarana dan prasarana 

3. Usulan Standar Sarana dan prasarana disetujui oleh Rektor. 
4. Ketua Yayasan menetapkan Standar Sarana dan prasarana. 
5. Badan penjaminan Mutu melaksanakan prose pengendalian 

standar sarana dan prasarana. 

 

1.6 KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN 
MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA 

Seluruh pejabat struktural di lingkungan Internal Universitas 
Antakusuma Pangkalan Bun. 
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1.7 CATATAN 

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen 
tertulis berupa : 
1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang Sarana dan 

prasarana atau yang berkaitan dengan pendidikan 
2. Ketersediaan peraturan pada poin 1 diatas 
3. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey 
4. Formulir kompetensi  
5. Prosedur kerja atau SOP 

 

1.8 REFERENSI 

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen 
tertulis berupa: 
1. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan 

Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, 
Dirjen Dikti , 2010. 

2. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem 
Pendidikan Nasional 

3. Undang-Undang RI No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 
4. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 

tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 

tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia; 
7. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014. 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 
9. Statuta Universitas Antakusuma Tahun 2015. 
10. Renstra Universitas Antakusuma Tahun 2015 
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2.1 VISI, MISI, DAN TUJUAN 

Visi 
Menjadikan Universitas Antakusuma (UNTAMA) sebagai pusat 
pengembangan IPTEKS dan sumberdaya insani yang cerdas, kreatif, 
inovatif, berakhlak, dan berdaya saing. 
 

Misi 
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, berdaya saing 

dan relevan dengan tujuan pendidikan nasional. 
2. Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan teori dan 

praktik keilmuan yang inovatif dan berakar pada kearifan lokal. 
3. Menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif 

dalam disiplin ilmu dan teknologi demi kemajuan masyarakat.  
4. Menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat 

secara profesional dalam rangka ikut serta memecahkan masalah 
nasional dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. 

Tujuan 
1. Tersedianya layanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau 

serta relevan dengan tuntutan dan perkembangan IPTEKS. 
2. Terciptanya budaya akademik dan penelitian berkualitas pada 

seluruh sivitas akademika. 
3. Terwujudnya akan pengakuan atas pengalaman dan 

termanfaatkannya temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu 
pengetahuan di masyarakat.  

4. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 
perkembangan IPTEKS. 

 

2.2 TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN 
PRASARANA 

Tujuan penyusunan manual pelaksanaan Standar Sarana dan 
prasarana adalah untuk memberikan pedoman bagaimana 
melaksanakan standar atau memenuhi Standar sarana dan prasarana 
yang telah ditetapkan, meliputi : 
1. Standar Sarana Olah raga 
2. Standar Fasilitas Umum 
3. Standar Sarana Pemeliharaan keselamatan dan keamanan 
4. Standar ruang tata usaha 
5. Standar Ruang Pimpinan 
6. Standar Ruang Dosen 
7. Standar Ruang Rapat 
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8. Standar Ruang Ujian Skripsi/ seminar 
9. Standar ruang kegiatan Kemahasiswaan 
10. Standar pemeliharaan sarana dan prasarana 
11. Standar Pelayanan Difabel 
12. Standar Ruang Perpustakaan 

 

2.3 LUAS LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR 
SARANA DAN PRASARANA DAN PENGGUNAANNYA 

1. Luas lingkup manual pelaksanaan/pemenuhan Standar Sarana 
dan prasarana adalah pedoman bagaimana melaksanakan agar 
Standar Sarana dan prasarana yang ditetapkan dapat dicapai 
atau dipenuhi. 

2. Penggunaan manual pelaksanaan Standar Sarana dan 
prasarana ini dilakukan pada saat Standar Sarana dan prasarana 
harus dilaksanakan dalam kegiatan pemenuhan kelengkapan 
organ perguruan tinggi dan tupoksinya. 

 

2.4 DEFENISI ISTILAH 

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi 
minimal yang harus dicapai atau dipenuhi. 

2. Standar Sarana dan prasarana kualifikasi, kriteria, ukuran, 
patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi 
dalam bidang pengelolaan sarana dan prasarana. 

3. Melaksanakan Standar Sarana dan prasarana adalah bagaimana 
pernyataan standar Sarana dan prasarana yang telah ditetapkan 
harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya. 

4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Standar Sarana dan 
prasarana adalah merupakan uraian tentang urutan suatu 
kegiatan untuk pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis 
kronologis, logis, dan koheren. 

2.5 LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN 
STANDAR SARANA DAN PRASARANA 

1. Kepala Biro Umum, Adm dan Perencanaan Keuangan 
melaksanakan Standar Sarana dan prasarana 

2. Wakil Rektor Bidang Non Akademik melakukan pemeriksaan 
terhadap usulan pelaksanaan standar Sarana dan prasarana 

3. Usulan pelaksanaan Standar Sarana dan prasarana disetujui oleh 
Rektor. 

4. Badan penjaminan Mutu melaksanakan proses pengendalian 
pelaksanaan standar sarana dan prasarana. 
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2.6 KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN 
MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA 

Pihak yang harus melaksanakan pemenuhan/pengendalian standar 
adalah : Badan Penjaminan Mutu (BPM) Universitas Antakusuma 
sebagai koordinator, Pimpinan Universitas, Fakultas, Biro, Prodi, 
lembaga, Unit, dosen, dan tenaga kependidikan. 

 

2.7 CATATAN 

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen 
tertulis berupa : 
1. Daftar asset Perguruan Tinggi  
2. Prosedur kerja atau SOP penanganan sarana dan prasarana 
3. Kuisioner untuk studi pelacakan kepuasan pengguna sarana dan 

prasarana 
4. Formulir monitoring dan evaluasi  
5. Laporan realisasi anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana 

 

2.8 REFERENSI 

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen 
tertulis berupa prosedur/SOP yang berkaitan dengan kegiatan yang 
disesuaikan dengan isi Standar Pendidikan. 

1. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem 
Pendidikan Nasional. 

2. Undang-Undang RI No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 
tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 
tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. 

5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka 
Kualifikasi Nasional Indonesia. 

6. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, 
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014. 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan 
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 

8. Peraturan Yayasan tentang Pengelolaan aset  

9. Statuta UNTAMA tahun 2015. 

10. Renstra UNTAMA tahun 2015. 
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3.1 VISI, MISI, DAN TUJUAN 

Visi 
Menjadikan Universitas Antakusuma (UNTAMA) sebagai pusat 
pengembangan IPTEKS dan sumberdaya insani yang cerdas, kreatif, 
inovatif, berakhlak, dan berdaya saing. 

Misi 
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, berdaya saing 

dan relevan dengan tujuan pendidikan nasional. 
2. Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan teori dan 

praktik keilmuan yang inovatif dan berakar pada kearifan lokal. 
3. Menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif 

dalam disiplin ilmu dan teknologi demi kemajuan masyarakat.  
4. Menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat secara 

profesional dalam rangka ikut serta memecahkan masalah nasional 
dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. 

Tujuan 
1. Tersedianya layanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau 

serta relevan dengan tuntutan dan perkembangan IPTEKS. 
2. Terciptanya budaya akademik dan penelitian berkualitas pada 

seluruh sivitas akademika. 
3. Terwujudnya akan pengakuan atas pengalaman dan 

termanfaatkannya temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu 
pengetahuan di masyarakat.  

4. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 
perkembangan IPTEKS. 

 

3.2 TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN 
PRASARANA 

Tujuan penyusunan manual evaluasi Standar Sarana dan prasarana 
adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan Standar Sarana dan 
prasarana yang telah dilaksanakan sehingga Standar Sarana dan 
prasarana yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi. Meliputi : 
1. Standar Sarana Olah raga 
2. Standar Fasilitas Umum 
3. Standar Sarana Pemeliharaan keselamatan dan keamanan 
4. Standar ruang tata usaha 
5. Standar Ruang Pimpinan 
6. Standar Ruang Dosen 
7. Standar Ruang Rapat 
8. Standar Ruang Ujian Skripsi/ seminar 
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9. Standar ruang kegiatan Kemahasiswaan 
10. Standar pemeliharaan sarana dan prasarana 
11. Standar Pelayanan Difabel 
12. Standar Ruang Perpustakaan 

 

3.3 LUAS LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA 
DAN PRASARANA DAN PENGGUNAANNYA 

1. Luas lingkup manual evaluasi Standar Sarana dan prasarana ini 
mencakup bagaimana mengawasi, memeriksa, memantau, 
memonitoring, mengukur, menilai, dan mengevaluasi 
pelaksanaan Standar Sarana dan prasarana dalam memenuhi 
Standar yang telah ditetapkan. 

2. Penggunaan manual evaluasi Standar Sarana dan prasarana ini 
dilakukan pada saat pelaksanaan audit mutu internal (AMI). 

 

3.4 DEFENISI ISTILAH 

1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan 
dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan 
tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam 
Standar Sarana dan prasarana. 

2. Evaluasi adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua 
aspek dari penyelenggaraan Standar Sarana dan prasarana 
memenuhi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan 
apakah semua aspek penyelenggaraan Sarana dan prasarana 
memenuhi isi standar tersebut. 

 

3.5 LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI 
STANDAR SARANA DAN PRASARANA 

1. Badan Panjaminan Mutu Melakukan pemantauan secara priodik 
dalam satuan waktu  semester dan atau tahunan. 

2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, 
kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan 
Standar Sarana dan prasarana yang memenuhi atau belum 
memenuhi isi Standar Sarana dan prasarana yang telah 
ditetapkan. 

3. Mencatat apabila ditemukan ketidak lengkapan dokumen seperti 
prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari Standar Sarana dan 
prasarana yang telah dilaksanakan. 

4. Memeriksakan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya 
penyimpangan dari isi Standar Sarana dan prasarana. 

5. Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil. 
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6. Melaporkan hasil dari Evaluasi standar tersebut kepada pimpinan 
dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi dalam 
Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), setelah pelaksanaan Audit 
selesai. 

 

3.6 KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN 
MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA 

Pihak yang harus melaksanakan standar ini adalah: 
1. Tim Badan Penjaminan Mutu Universitas Antakusuma sebagai 

koordinator evaluasi Standar Pendidikan memenuhi. 
2. Pejabat struktural di lingkungan Universitas Antakusuma. 

 

3.7 CATATAN 

Manual evaluasi standar Sarana dan prasarana dalam 
implementasinya membutuhkan: 
1. Fomulir laporan dan evaluasi Sarana dan prasarana. 
2. Form prosedur evaluasi pelaksanaan tupoksi sarana dan 

prasarana 

 

3.8 REFERENSI 

Untuk melengkapi manual pengendalian standar ini dibutuhkan 
ketersediaan dokumen tertulis berupa: 
1. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. 
2. Undang-Undang RI No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi. 
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 

tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 

tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. 
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia. 
6. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014. 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 
8. Renstra Untama tahun 2015. 
9. Standar Operasional Prosedur audit mutu internal. 
10. Statuta Untama 
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4.1 VISI, MISI, DAN TUJUAN 

Visi 
Menjadikan Universitas Antakusuma (UNTAMA) sebagai pusat 
pengembangan IPTEKS dan sumberdaya insani yang cerdas, kreatif, 
inovatif, berakhlak, dan berdaya saing. 
 

Misi 
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, berdaya saing 

dan relevan dengan tujuan pendidikan nasional. 
2. Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan teori dan 

praktik keilmuan yang inovatif dan berakar pada kearifan lokal. 
3. Menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif 

dalam disiplin ilmu dan teknologi demi kemajuan masyarakat.  
4. Menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat secara 

profesional dalam rangka ikut serta memecahkan masalah nasional 
dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. 

Tujuan 
1. Tersedianya layanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau 

serta relevan dengan tuntutan dan perkembangan IPTEKS. 
2. Terciptanya budaya akademik dan penelitian berkualitas pada 

seluruh sivitas akademika. 
3. Terwujudnya akan pengakuan atas pengalaman dan 

termanfaatkannya temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu 
pengetahuan di masyarakat.  

4. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 
perkembangan IPTEKS. 

 

4.2 TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN 
PRASARANA 

Tujuan penyusunan manual pengendalian Standar Sarana dan 
prasarana adalah untuk mengendalikan pelaksanan Standar Sarana 
dan prasarana sehingga Standar Sarana dan prasarana yang telah 
ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi. Meliputi : 
1. Standar Sarana Olah raga 
2. Standar Fasilitas Umum 
3. Standar Sarana Pemeliharaan keselamatan dan keamanan 
4. Standar ruang tata usaha 
5. Standar Ruang Pimpinan 
6. Standar Ruang Dosen 
7. Standar Ruang Rapat 
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8. Standar Ruang Ujian Skripsi/ seminar 
9. Standar ruang kegiatan Kemahasiswaan 
10. Standar pemeliharaan sarana dan prasarana 
11. Standar Pelayanan Difabel 
12. Standar Ruang Perpustakaan 

 

4.3 LUAS LINGKUP MANUAL PEGENDALIAN STANDAR SARANA 
DAN PRASARANA DAN PENGGUNAANNYA 

1. Luas lingkup manual pengendalian Standar Sarana dan 
prasarana ini mencakup analisis penyebab dan tindakan 
korektif terhadap Standar Sarana dan prasarana yang telah 
ditetapkan belum tercapai. 

2. Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada 
saat pelaksanaan Standar Sarana dan prasarana memerlukan 
pengendalian agar Standar Sarana dan prasarana yang telah 
ditetapkan dapat terpenuhi. 

 

4.4 DEFENISI ISTILAH 

Pengendalian standar Sarana dan prasarana adalah melakukan 
tindakan koreksi atas pelaksanaan standar Sarana dan prasarana 
sehingga penyimpangan atau kegagalan pemenuhan standar 
Sarana dan prasarana dapat di perbaiki. 

 

4.5 LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN 
STANDAR SARANA DAN PRASARANA 

Langkah-langkah pengendalian adalah tindak lanjut dari hasil temuan 
audit mutu internal, berupa : 

1. Melakukan analisis terhadap hasil pemantauan, monitoring, 
pemeriksaan, pengukuran serta evaluasi yang telah dilakukan 
secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan. 

2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau 
penyimpangan dari isi Standar Sarana dan prasarana. 

3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil. 
4. Memantau tindak lanjut hasil korektif tersebut, misalnya apakah 

kemudian penyelenggaraan Standar Sarana dan prasarana 
kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Sarana dan 
prasarana. 

5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal 
yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 

6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan 
dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi. 
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4.6 KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN 
MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN 

PRASARANA 

Pihak yang harus melakukan pengendalian Standar Sarana dan 
prasarana ini adalah Badan Penjaminan Mutu Universitas 
Antakusuma. 

 

4.7 CATATAN 

Manual pengendalian standar Pendidikan dalam implementasinya 
membutuhkan form laporan dan rekomendasi. 

 

4.8 REFERENSI 

Untuk melengkapi manual pengendalian Standar Sarana dan 
prasarana ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 
1. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. 
2. Undang-Undang RI No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi. 
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 

tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 

tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. 
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia. 
6. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014. 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 
8. Peraturan Yayasan tentang Pengelolaan aset 
9. Renstra Untama tahun 2015. 
10. Statuta Untama. 
11. Formulir Evaluasi tindak lanjut. 
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5.1 VISI, MISI, DAN TUJUAN 

Visi 
Menjadikan Universitas Antakusuma (UNTAMA) sebagai pusat 
pengembangan IPTEKS dan sumberdaya insani yang cerdas, kreatif, 
inovatif, berakhlak, dan berdaya saing. 
 

Misi 
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, berdaya saing 

dan relevan dengan tujuan pendidikan nasional. 
2. Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan teori dan 

praktik keilmuan yang inovatif dan berakar pada kearifan lokal. 
3. Menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif 

dalam disiplin ilmu dan teknologi demi kemajuan masyarakat.  
4. Menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat 

secara profesional dalam rangka ikut serta memecahkan masalah 
nasional dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. 

Tujuan 
1. Tersedianya layanan pendidikan yang berkualitas dan 

terjangkau serta relevan dengan tuntutan dan perkembangan 
IPTEKS. 

2. Terciptanya budaya akademik dan penelitian berkualitas pada 
seluruh sivitas akademika. 

3. Terwujudnya akan pengakuan atas pengalaman dan 
termanfaatkannya temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu 
pengetahuan di masyarakat.  

4. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 
perkembangan IPTEKS. 

 

5.2 TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN 
PRASARANA 

Tujuan manual peningkatan Standar Sarana dan prasarana ini adalah 
untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu Standar Sarana dan 
prasarana pada saat setiap akhir Tahun Akademik. Meliputi : 
1. Standar Sarana Olah raga 
2. Standar Fasilitas Umum 
3. Standar Sarana Pemeliharaan keselamatan dan keamanan 
4. Standar ruang tata usaha 
5. Standar Ruang Pimpinan 
6. Standar Ruang Dosen 
7. Standar Ruang Rapat 
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8. Standar Ruang Ujian Skripsi/ seminar 
9. Standar ruang kegiatan Kemahasiswaan 
10. Standar pemeliharaan sarana dan prasarana 
11. Standar Pelayanan Difabel 
12. Standar Ruang Perpustakaan 

 

5.3 LUAS LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA 
DAN PRASARANA DAN PENGGUNAANNYA 

Manual ini berlaku dengan ketentuan berikut ini : 
1. Manual peningkatan Standar Sarana dan prasarana dapat 

diberlakukan pada saat berakhirnya tahun akademik. 
2. Setiap berakhirnya pelaksanaan Standar Sarana dan prasarana 

pada saat akhir Tahun Akademik dapat dilaksanakan peningkatan 
mutunya. 

3. Penetapan siklus Standar Sarana dan prasarana ditentukan tiap 
akhir tahun akademik. 

4. Manual ini berlaku untuk Standar Sarana dan prasarana. 

 

5.4 DEFENISI ISTILAH 

1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya 
untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaiki, 
meningkatakan mutu dari isi Standar Sarana dan prasarana 
setelah siklus berakhir. 

2. Evaluasi akhir Standar Sarana dan prasarana merupakan 
tindakan menilai, mengevaluasi apakah pelaksanaan 
Standar Sarana dan prasarana yang didasarkan pada hasil 
pelaksanaan standar, evaluasi, pengendalian terhadap 
Standar Sarana dan prasarana telah mencapai atau 
memenuhi Standar Sarana dan prasarana yang telah 
ditetapkan. 

3. Satu siklus Standar Sarana dan prasarana adalah durasi 
atau masa berlakunya Standar Sarana dan prasarana 
sesuai dengan aspek yang diatur (tahun akademik). 

 

5.5 LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN 
STANDAR SARANA DAN PRASARANA 

1. Badan Penjaminan Mutu mempelajari laporan hasil pengendalian 
Standar Sarana dan prasarana. 

2. Badan Penjaminan Mutu menyelenggarakan rapat untuk 
mendiskusikan hasil laporan hasil akhir dengan mengundang 
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pejabat yang terkait dan pihak yang terlibat yang disebut pada 
Standar Sarana dan prasarana. 

3. Badan Penjaminan Mutu melakukan evaluasi terhadap isi 
Standar Sarana dan prasarana. 

4. Badan Penjaminan Mutu  melakukan revisi isi Standar Sarana 
dan prasarana sehingga tercipta standar baru. 

 

5.6 KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN 
MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA 

Manual ini dilengkapi dengan SOP yang dikembangkan oleh pihak-
pihak berikut ini. 
1. Tim Badan Penjaminan Mutu Universitas Antakusuma 

sebagai koordinator peningkatan Standar Sarana dan 
prasarana.Pejabat struktural di lingkungan Universitas 
Antakusuma. 

 

5.7 CATATAN 

Manual peningkatan standar Sarana dan prasarana dalam 
implementasinya membutuhkan form laporan dan rekomendasi. 

 

5.8 REFERENSI 

Untuk melengkapi manual peningkatan Standar Pendidikan ini 
dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 
1. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. 
2. Undang-Undang RI No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 

tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 

tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. 
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia. 
6. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014. 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 
8. Peraturan Yayasan tentang pengelolaan aset 
9. Renstra Untama tahun 2015. 
10. Statuta Untama. 
11. Formulir Evaluasi tindak lanjut 
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Proses  

Penanggungjawab  

Tanggal  
Nama  Jabatan  

Tanda 
tangan  

1. Perumusan  Abdul Yunus, S.IP 
Kepala Biro Umum, Adm 

dan Perencanaan 
Keuangan 

 

20 Okt 
2018 

2. Pemeriksaan  
Ir. H. Agus 
Yuwono, M.Si. 

Wakil Rektor 

 

20 Okt 
2018 

3. Persetujuan/ 
Penetapan  

Prof. Dr. Ir. Jeffrie 
Wattimena, MP 

Rektor 

 

20 Okt 
2018 

4. Pengendalian 
Ilham Koentarto, 
SE., MM, Akt, CA. 

Ketua Badan Penjaminan 
Mutu 

 

20 Okt 
2018 
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6.1 RASIONAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA 

Rasional standar Sarana dan prasarana pada Universitas 
Antakusuma mengacu pada Peraturan Yayasan tentang Pengelolaan 
asset Universitas Antakusuma khususnya yang mengatur tentang 
kebutuhan sarana dan prasarana di lingkup Universitas Antakusuma. 
Rasional Standar Sarana dan prasarana diperlukan agar pemenuhan 
sarana dan prasarana di lingkungan Universitas Antakusuma dapat 
dilaksanakan oleh Universitas Antakusuma sesuai dengan acuan, 
standar, ukuran, kriteria, dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi, 
sehingga ditetapkan standar sarana dan prasarana. 

 

6.2 PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI 
STANDAR SARANA DAN PRASARANA 

Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar Sarana dan 
Prasara adalah sebagai berikut : 
1. Rektor  
2. Wakil Rektor Bid. Non akademik 
3. Kepala Biro Umum, Adm dan Perencanaan Keuangan 
4. Dekan 
5. Kaprodi 
6. Kepala Laboratorium 

 

6.3 DEFENISI ISTILAH 

1. Sarana dan prasarana adalah kelengkapan yang menjamin 
proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. 

2. Pejabat struktural adalah pejabat di lingkungan kerjanya yang 
berada pada Lembaga institusi perguruan tinggi dan merupakan 
alat kelengkapan perguruan tinggi yang menjalankan fungsinya 
untuk institusi Perguruan Tinggi. 

3. Biaya adalah semua pendanaan yang dibutuhkan guna 
memfasilitasi dan menunjang kebutuhan sarana dan prasarana 
pada suatu Lembaga atau institusi 

4. Evaluasi merupakan proses menentukan nilai untuk suatu hal / 
objek yang berdasarkan acuan-acuan tertentu untuk 
menentukan tujuan tertentu. 

 
a. Pernyataan Isi Standar Sarana dan prasarana 
Isi Standar Tata Pamong Universitas Antakusuma, memenuhi kriteria 

minimal berikut ini : 

6.4 INDIKATOR STANDAR SARANA DAN PRASARANA 

Standar Sarana Pembelajaran 
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1. Tersedianya fasilitas pembelajaran yang representatif dengan 
kelengkapan di masing-masing ruangan sekurang-kurangnya 
sebagai berikut: 
a) 1 buah LCD Proyektor 
b) 1 buah papan tulis 
c) 1 buah meja + kursi dosen 
d) 40 kursi kuliah 
e) 1 buah pendingin ruangan 
f) Akses jaringan internet kampus 

2. Tersedianya fasilitas laboratorium yang representatif yang 
dilengkapi dengan SOP penggunaan peralatan Laboratorium 

Standar Ruang Ujian Skripsi 

1. Setiap program studi memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) buah 
ruang ujian skripsi 

2. Tersedianya fasilitas ruang ujian skripsi yang sekurang-
kurangnya sebagai berikut: 
a) 1 (satu) buah LCD proyektor 
b) 1 (satu) buah papan tulis 
c) 1 (satu) unit meja + kursi peserta ujian 
d) 5 (lima) unit meja + kursi dosen penguji 

Standar Sarana Fasilitas Umum 

1. Setiap gedung sekurang-kurangnya tersedia 1 (satu) buah toilet 
umum yang terpisah antara pria dan wanita 

2. Tersedia tempat parkir terpusat bagi civitas Akademika 
Universitas Antakusuma yang sekurang-kurangnya dapat 
menampung (...) kendaraan 

3. Tersedianya fasilitas peribadahan 
4. Tersedianya fasilitas olah raga dalam upaya mendukung 

program Unit Kreatifitas Mahasiswa (UKM) 

Standar Pemeliharaan keselamatan dan keamanan 

1. Tersedianya Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sekurang-
kurangnya 1 (satu) buah di setiap ruangan 

2. Tersedianya sekurang-kurangnya Hydrant 1 (satu) buah di 
masing-masing gedung/ lantai 

Standar Ruang Pimpinan 

1. Ruang Pimpinan memiliki luas sekurang-kurangnya sebagai 
berikut: 
a) Ruang Rektor 5 x 5 m2 
b) Ruang Dekan 3 x 3 m2 
c) Ruang Kaprodi 3 x 3 m2 
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2. Tersedianya fasilitias ruang pimpinan yang representatif yang 
dilengkapi sekurang-kurangnya: 
a) 1 (satu) Buah meja kerja + kursi 
b) 1 (satu) Unit Personal Computer (PC) 
c) 1 (satu) Unit Printer 
d) 1 (satu) Unit pendingin ruangan 
e) Akses internet kampus 

Standar Ruang Dosen 

1. Ruang dosen memiliki luas sekurang-kurangnya 4 m2/ Dosen 
2. Setiap ruang dosen sekurang-kurangnya terdiri dari: 

a) 1 (satu) unit meja kerja + kursi 
b) Akses internet kampus 

Standar ruang rapat 

1. Tersedianya ruang rapat yang representatif baik di Rektorat 
maupun di Fakultas 

2. setiap ruang rapat sekurang-kurangnya terdiri atas: 
a) 1 (satu) unit LCD Proyektor 
b) meja dan kursi peserta rapat, sekurang-kurangnya 10 Unit 
c) 1 (satu) unit papan tulis 

Standar Pelayanan Difabel 

1. tersedianya fasilitas umum dan pembelajaran bagi penyandang 
disabilitas. 

 

6.5 STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR SARANA DAN 
PRASARANA 

Strategi pencapaian standar Sarana dan Prasarana dilakukan dengan 
cara-cara sebagai berikut: 

1. Wakil rektor bidang Non Akademik dan Kepala Biro Umum, Adm 
dan Perencanaan Keuangan membentuk tim kerja untuk 
Menyusun dokumen perencanaan tentang sarana dan prasarana 

2. Kepala Biro Umum, Adm dan Perencanaan Keuangan 
mensosialisasikan dokumen yang terkait dengan standar sarana 
dan prasarana. 

3. Badan Penjaminan  Mutu melakukan monitoring dan evaluasi 
terhadap implementasi pelaksanaan standar dan audit mutu 
internal untuk kemudian melaporkan temuan dalam rapat tinjauna  
manajemen kepada Pimpinan Unit terkait. 

 

6.6 DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENDIDIKAN 

1. Peratuan Yayasan tentang pengelolaan Sarana dan Prasarana 
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2. SK tim kerja penyusunan  dokumen sarana dan prasarana 
3. Renstra Pendidikan Universitas Antakusuma. 
4. Standar Operasional Prosedur (SOP) inventarisir aset 
5. Standar Operasional Prosedur (SOP) pemeliharaan sarana dan 

prasarana 
6. Laporan evaluasi hasil audit 

 

6.7 REFERENSI 

Untuk melengkapi manual pengendalian Standar Pendidikan ini 
dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 
1. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. 
2. Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 

tahun 2015 tentang Standar Nasional  Pendidikan. 
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 

tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 
6. Peratuaran Yayasan tentang Pengelolaan Aset 
7. Statuta Untama tahun 2015 
8. Renstra Untama tahun 2015. 
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1.1 VISI, MISI, DAN TUJUAN 

Visi 
Menjadikan Universitas Antakusuma (UNTAMA) sebagai pusat 
pengembangan IPTEKS dan sumberdaya insani yang cerdas, kreatif, 
inovatif, berakhlak, dan berdaya saing. 
 

Misi 
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, berdaya saing 

dan relevan dengan tujuan pendidikan nasional. 
2. Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan teori dan 

praktik keilmuan yang inovatif dan berakar pada kearifan lokal. 
3. Menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif 

dalam disiplin ilmu dan teknologi demi kemajuan masyarakat.  
4. Menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat secara 

profesional dalam rangka ikut serta memecahkan masalah nasional 
dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. 

Tujuan 
1. Tersedianya layanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau 

serta relevan dengan tuntutan dan perkembangan IPTEKS. 
2. Terciptanya budaya akademik dan penelitian berkualitas pada 

seluruh sivitas akademika. 
3. Terwujudnya akan pengakuan atas pengalaman dan 

termanfaatkannya temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu 
pengetahuan di masyarakat.  

4. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 
perkembangan IPTEKS. 

 

1.2 TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR 
KEMAHASISWAAN 

Tujuan penyusunan manual penetapan Standar ini adalah untuk 
menjamin terlaksananya pelaksanaan standar kemahasiswaan dan 
alumni Universitas Antakusuma yang mencakup: 
1. Menghasilkan input mahasiswa baru yang berkualitas 
2. mengembangkan daya nalar, minat, bakat, dan softskills 
3. Penyediaan berbagai skema beasiswa bagi mahasiswa 

berprestasi dan/ kurang mampu secara ekonomi. 
4. Penyediaan layanan bimbingan karier dan kewirausahaan 
5. Penyediaan layanan Kesehatan 
6. Tata Kelola alumni Universitas Antakusuma yang bermutu, 

bertanggung jawab, transparan dan akuntabel. 
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1.3 LUAS LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR 
KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI 

1. Manual penetapan Standar Kemahasiswaan dan Alumni ini 
berlaku ketika sebuah standar hendak dirancang, dirumuskan, 
dan ditetapkan oleh Tim. 

2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan Standar 
Kemahasiswaan dan alumni. 

3. Standar kemahasiswaan dan alumni meliputi: 
a) Standar penerimaan mahasiswa baru 
b) Standar bimbingan dan konseling 
c) Standar pengembangan nalar, minat, dan bakat 
d) Standar pengembangan softskills 
e) Standar layanan beasiswa 
f) Standar layanan bimbingan karier dan kewirausahaan 
g) Standar layana Kesehatan 
h) Standar pengelolaan alumni 
 

 

1.4 DEFINISI ISTILAH 

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi 
minimal yang harus dicapai atau dipenuhi. 

2. Standar Kemahasiswaan dan alumni adalah kualifikasi, kriteria, 
ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau 
dipenuhi dalam keseluruhan standar yang akan ditetapkan. 

3. Menetapkan Standar Kemahasiswaan dan alumni adalah 
tindakan berupa merancang, merumuskan, persetujuan dan 
pengesahan standar sehingga Standar dinyatakan berlaku. 

 

1.5 LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN 
STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI 

1. Pembentukan Tim Penyusun Penetapan Standar 
Kemahasiswaan dan alumni 

2. Tim melakukan kajian untuk merumuskan Penetapan Standar 
Kemahasiswaan dan alumni. 

3. Tim merumuskan Penetapan Standar Kemahasiswaan dan 
alumni berdasar hasil kajian. 

4. Rektor menyetujui Standar Kemahasiswaan dan alumni. 
5. Ketua Yayasan menetapkan standar Kemahasiswaan dan alumni 
6. Tim melakukan sosialisasi Standar Kemahasiswaan dan alumni. 

 

1.6 KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN 
MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDIDIKAN 

1. Pimpinan Universitas  

2. Pimpinan Fakultas  
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3. Kepala Biro  

4. Kepala Program Studi 

5. Kepala Lembaga  

6. Kepala Unit  

7. Dosen 

8. Tenaga Kependidikan. 

 

1.7 CATATAN 

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen 
tertulis berupa: 

1. Peraturan perundang-undangan di bidang Kemahasiswaan dan 
alumni atau yang berkaitan dengan kemahasiswaan 

2. Kuisioner untuk studi pelacakan mahasiswa baru 
3. Formulir bimbingan dan konseling 
4. Formulir pengembangan nalar, minat, dan bakat 
5. Formulir pengembangan softskill 
6. Formulir layanan beasiswa 
7. Formulir bimbingan karier dan kewirausahaan 
8. Formulir layanan Kesehatan 
9. Formulir pengelolaan alumni 
10. SOP layanan kemahasiswaan (butir 3-8) 
 

 
 
 

1.8 REFERENSI 

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis 
berupa: 
1. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan 

Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, 
Dirjen Dikti, 2010. 

2. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 
Nasional 

3. Undang-Undang RI No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia; 
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang 

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
7. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014. 



242 
 

8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 
tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

9. Statuta Universitas Antakusuma Tahun 2015. 
10. Keputusan Rektor Nomor: 02.a/111.017.U.1/KM/2011 tentang 

Pedoman tata tertib kehidupan Kampus bagi Mahasiswa 
Universitas Antakusuma 

11. Renstra Universitas Antakusuma Tahun 2015 
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2.1 VISI, MISI, DAN TUJUAN 

Visi 
Menjadikan Universitas Antakusuma (UNTAMA) sebagai pusat 
pengembangan IPTEKS dan sumberdaya insani yang cerdas, kreatif, 
inovatif, berakhlak, dan berdaya saing. 
 

Misi 
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, berdaya saing 

dan relevan dengan tujuan pendidikan nasional. 
2. Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan teori dan 

praktik keilmuan yang inovatif dan berakar pada kearifan lokal. 
3. Menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif 

dalam disiplin ilmu dan teknologi demi kemajuan masyarakat.  
4. Menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat secara 

profesional dalam rangka ikut serta memecahkan masalah nasional 
dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. 

Tujuan 
1. Tersedianya layanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau 

serta relevan dengan tuntutan dan perkembangan IPTEKS. 
2. Terciptanya budaya akademik dan penelitian berkualitas pada 

seluruh sivitas akademika. 
3. Terwujudnya akan pengakuan atas pengalaman dan 

termanfaatkannya temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu 
pengetahuan di masyarakat.  

4. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 
perkembangan IPTEKS. 

 

2.2 TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR 
KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI 

Tujuan penyusunan manual pelaksanaan Standar Kemahasiswaan 
dan alumni adalah untuk memberikan pedoman bagaimana 
melaksanakan standar atau memenuhi Standar Kemahasiswaan dan 
alumni yang telah ditetapkan, meliputi: 
a) Standar penerimaan mahasiswa baru 
b) Standar bimbingan dan konseling 
c) Standar pengembangan nalar, minat, dan bakat 
d) Standar pengembangan softskills 
e) Standar layanan beasiswa 
f) Standar layanan bimbingan karier dan kewirausahaan 
g) Standar layana Kesehatan 
h) Standar pengelolaan alumni 
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2.3 LUAS LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR 
KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI 

1. Luas lingkup manual pelaksanaan/pemenuhan Standar 
Kemahasiswaan dan alumni adalah pedoman bagaimana 
melaksanakan agar Standar layanan kemahaiswaan dan alumni 
yang ditetapkan dapat dicapai atau dipenuhi. 

2. Penggunaan manual pelaksanaan Standar Kemahaiswaan dan 
alumni ini dilakukan pada saat pelaksanaan layanan 
kemahasiswaan dan alumni. 

 

2.4 DEFINISI ISTILAH 

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi 
minimal yang harus dicapai atau dipenuhi. 

2. Standar kemahasiswaan dan alumni adalah kualifikasi, kriteria, 
ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau 
dipenuhi dalam bidang kemahasiswaan dan alumni. 

3. Melaksanakan Standar kemahasiswaan dan alumni adalah 
bagaimana pernyataan standar kemahasiswaan dan alumni yang 
telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi 
pencapaiannya. 

4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Standar Kemahasiswaan 
dan alumni adalah merupakan uraian tentang urutan suatu 
kegiatan untuk pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis 
kronologis, logis, dan koheren. 

 

2.5 LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN 
STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI 

1. Tim melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai 
dengan isi penetapan standar. 

2. Tim menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa: Standar 
Operasional Prosedur (SOP), atau sejenisnya sesuai dengan isi 
standar. 

3. Tim mensosialisasikan isi Standar kemahasiswaan dan alumni 
kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan 
alumni secara periodik. 

4. Tim melaksanakan kegiatan atau program untuk memenuhi 
Standar Pendidikan, standar mutu yang ditetapkan sebagai tolok 
ukur pencapaian. 

 

2.6 KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN 
MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN DAN 

ALUMNI 

Pihak yang harus melaksanakan standar adalah:  

1. Pimpinan Universitas,  
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2. Pimpinan Fakultas,  

3. Kepala Biro,  

4. Ketua Program Studi,  

5. Kepala Lembaga  

6. Kepala Unit 

7. Dosen  

8. Tenaga kependidikan. 

 

2.7 CATATAN 

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen 
tertulis berupa: 

1. Peraturan perundang-undangan di bidang Kemahasiswaan dan 
alumni atau yang berkaitan dengan kemahasiswaan 

2. Kuisioner untuk studi pelacakan mahasiswa baru 
3. Formulir bimbingan dan konseling 
4. Formulir pengembangan nalar, minat, dan bakat 
5. Formulir pengembangan softskill 
6. Formulir layanan beasiswa 
7. Formulir bimbingan karier dan kewirausahaan 
8. Formulir layanan Kesehatan 
9. Formulir pengelolaan alumni 
10. SOP layanan kemahasiswaan (butir 3-8) 
 

 

2.8 REFERENSI 

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen 
tertulis berupa prosedur/SOP yang berkaitan dengan kegiatan yang 
disesuaikan dengan isi Standar kemahasiswaan dan alumni. 
1. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan 

Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, 
Dirjen Dikti, 2010. 

2. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 
Nasional 

3. Undang-Undang RI No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia; 
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang 

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
7. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014. 
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8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 
tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

9. Statuta Universitas Antakusuma Tahun 2015. 
10. Keputusan Rektor Nomor: 02.a/111.017.U.1/KM/2011 tentang 

Pedoman tata tertib kehidupan Kampus bagi Mahasiswa 
Universitas Antakusuma 

11. Renstra Universitas Antakusuma Tahun 2015 
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3.1 VISI, MISI, DAN TUJUAN 

Visi 
Menjadikan Universitas Antakusuma (UNTAMA) sebagai pusat 
pengembangan IPTEKS dan sumberdaya insani yang cerdas, kreatif, 
inovatif, berakhlak, dan berdaya saing. 
 

Misi 
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, berdaya saing 

dan relevan dengan tujuan pendidikan nasional. 
2. Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan teori dan 

praktik keilmuan yang inovatif dan berakar pada kearifan lokal. 
3. Menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif 

dalam disiplin ilmu dan teknologi demi kemajuan masyarakat.  
4. Menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat secara 

profesional dalam rangka ikut serta memecahkan masalah nasional 
dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. 

Tujuan 
1. Tersedianya layanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau 

serta relevan dengan tuntutan dan perkembangan IPTEKS. 
2. Terciptanya budaya akademik dan penelitian berkualitas pada 

seluruh sivitas akademika. 
3. Terwujudnya akan pengakuan atas pengalaman dan 

termanfaatkannya temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu 
pengetahuan di masyarakat.  

4. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 
perkembangan IPTEKS. 

 

3.2 TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR KEMAHASISWAAN 
DAN ALUMNI 

Tujuan penyusunan manual evaluasi Standar Kemahasiswaan dan 
Alumni adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan Standar yang telah 
dilaksanakan sehingga Standar Kemahasiswaan dan alumni yang 
ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi. Meliputi: 
1. Standar penerimaan mahasiswa baru 
2. Standar bimbingan dan konseling 
3. Standar pengembangan nalar, minat, dan bakat 
4. Standar pengembangan softskills 
5. Standar layanan beasiswa 
6. Standar layanan bimbingan karier dan kewirausahaan 
7. Standar layana Kesehatan 
8. Standar pengelolaan alumni 
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3.3 LUAS LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR 
KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI DAN PENGGUNAANNYA 

1. Luas lingkup manual evaluasi Standar Kemahasiswaan dan 
alumni ini mencakup bagaimana mengawasi, memeriksa, 
memantau, memonitoring, mengukur, menilai, dan mengevaluasi 
pelaksanaan Standar dalam memenuhi Standar yang telah 
ditetapkan. 

2. Penggunaan manual evaluasi Standar Kemahasiswaan dan 
alumni ini dilakukan pada saat pelaksanaan audit mutu internal 
(AMI). 

 

3.4 DEFINISI ISTILAH 

1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan 
dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan 
tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam 
Standar Kemahasiswaan dan alumni. 

2. Evaluasi adalah mengaudit secara detil semua aspek dari 
penyelenggaraan Standar kemahasiswaan dan alumni memenuhi 
yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah 
semua aspek penyelenggaraan isi standar tersebut. 

 

3.5 LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI 
STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI 

1. Melakukan pemantauan secara priodik dalam satuan waktu 
semester. 

2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, 
kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan 
Standar Kemahasiswaan dan alumni yang memenuhi atau belum 
memenuhi isi Standar yang telah ditetapkan. 

3. Mencatat bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti 
prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari Standar 
Kemahasiswaan dan alumni yang telah dilaksanakan. 

4. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya 
penyimpangan dari isi Standar kemahasiswaan dan alumni yang 
belum memenuhi pelaksanaan Standar tersebut. 

5. Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil. 
6. Melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan 

kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi dalam Rapat 
Tinjauan Manajemen (RTM), setelah pelaksanaan Audit selesai. 

 

3.6 KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN 
MANUAL EVALUASI STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI 

Pihak yang harus melaksanakan standar ini adalah: 
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1. Tim Badan Penjaminan Mutu Universitas Antakusuma sebagai 
koordinator evaluasi. 

2. Pejabat struktural di lingkungan Universitas Antakusuma. 

 

3.7 CATATAN 

Manual evaluasi standar kemahasiswaan dan alumni dalam 
implementasinya membutuhkan: 
1. Peraturan perundang-undangan di bidang Kemahasiswaan dan 

alumni atau yang berkaitan dengan kemahasiswaan 
2. Kuisioner untuk studi pelacakan mahasiswa baru 
3. Formulir bimbingan dan konseling 
4. Formulir pengembangan nalar, minat, dan bakat 
5. Formulir pengembangan softskill 
6. Formulir layanan beasiswa 
7. Formulir bimbingan karier dan kewirausahaan 
8. Formulir layanan Kesehatan 
9. Formulir pengelolaan alumni 
10. SOP layanan kemahasiswaan (butir 3-8) 

 

3.8 REFERENSI 

Untuk melengkapi manual pengendalian standar ini dibutuhkan 
ketersediaan dokumen tertulis berupa: 

1. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan 
Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, 
Dirjen Dikti, 2010. 

2. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 
Nasional 

3. Undang-Undang RI No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan 
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 

5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka 
Kualifikasi Nasional Indonesia; 

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang 
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 

7. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, Kementrian 
Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014. 

8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 
tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

9. Statuta Universitas Antakusuma Tahun 2015. 

10. Keputusan Rektor Nomor: 02.a/111.017.U.1/KM/2011 tentang 
Pedoman tata tertib kehidupan Kampus bagi Mahasiswa 
Universitas Antakusuma 

11. Renstra Universitas Antakusuma Tahun 2015 
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4.1 VISI, MISI, DAN TUJUAN 

Visi 
Menjadikan Universitas Antakusuma (UNTAMA) sebagai pusat 
pengembangan IPTEKS dan sumberdaya insani yang cerdas, kreatif, 
inovatif, berakhlak, dan berdaya saing. 
 

Misi 
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, berdaya saing 

dan relevan dengan tujuan pendidikan nasional. 
2. Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan teori dan 

praktik keilmuan yang inovatif dan berakar pada kearifan lokal. 
3. Menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif 

dalam disiplin ilmu dan teknologi demi kemajuan masyarakat.  
4. Menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat secara 

profesional dalam rangka ikut serta memecahkan masalah nasional 
dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. 

Tujuan 
1. Tersedianya layanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau 

serta relevan dengan tuntutan dan perkembangan IPTEKS. 
2. Terciptanya budaya akademik dan penelitian berkualitas pada 

seluruh sivitas akademika. 
3. Terwujudnya akan pengakuan atas pengalaman dan 

termanfaatkannya temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu 
pengetahuan di masyarakat.  

4. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 
perkembangan IPTEKS. 

 

4.2 TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR 
KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI 

Tujuan penyusunan manual pengendalian Standar kemahasiswaan 
dan alumi adalah untuk mengendalikan pelaksanan Standar sehingga 
Standar kemahasiswaan dan alumni yang telah ditetapkan dapat 
tercapai atau terpenuhi. Meliputi: 
1. Standar penerimaan mahasiswa baru 
2. Standar bimbingan dan konseling 
3. Standar pengembangan nalar, minat, dan bakat 
4. Standar pengembangan softskills 
5. Standar layanan beasiswa 
6. Standar layanan bimbingan karier dan kewirausahaan 
7. Standar layana Kesehatan 
8. Standar pengelolaan alumni 
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4.3 LUAS LINGKUP MANUAL PEGENDALIAN STANDAR 
KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI 

1. Luas lingkup manual pengendalian Standar kemahasiswaan 
dan alumni ini mencakup analisis penyebab dan tindakan 
korektif terhadap Standar kemahasiswaan dan alumni yang 
telah ditetapkan belum tercapai. 

2. Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada saat 
pelaksanaan Standar memerlukan pengendalian agar Standar 
kemahasiswaan dan alumni yang telah ditetapkan dapat terpenuhi. 

 

4.4 DEFINISI ISTILAH 

Pengendalian standar kemahasiswaan dan alumni adalah melakukan 
tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sehingga penyimpangan 
atau kegagalan pemenuhan standar kemahasiswaan dan alumni dapat 
di perbaiki. 

 

4.5 LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN 
STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI 

Langkah-langkah pengendalian adalah tindak lanjut dari hasil temuan 
audit mutu internal, berupa : 
1. Melakukan analisis terhadap hasil pemantauan, monitoring, 

pemeriksaan, pengukuran serta evaluasi yang telah dilakukan 
secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan. 

2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau 
penyimpangan dari isi Standar kemahasiswaan dan alumni. 

3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil. 
4. Memantau tindaklanjuti hasil korektif tersebut, misalnya apakah 

kemudian penyelenggaraan Standar kemahasiswaan dan alumni 
kembali berjalan sesuai dengan isi Standar. 

5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang 
menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 

6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan 
dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi. 

 

4.6 KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN 
MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KEMAHASISWAAN DAN 

ALUMNI 

Pihak yang harus melakukan pengendalian Standar kemahasiswaan 
dan alumni ini adalah seluruh Pejabat struktural di lingkungan 
Universitas Antakusuma. 

 

4.7 CATATAN 

Manual pengendalian standar kemahasiswaan dan alumni dalam 
implementasinya membutuhkan form laporan dan rekomendasi. 
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4.8 REFERENSI 

Untuk melengkapi manual pengendalian Standar Kemahasiswaan dan 
Alumni ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 

10. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan 
Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, 
Dirjen Dikti, 2010. 

11. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem 
Pendidikan Nasional 

12. Undang-Undang RI No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan 
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 

14. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka 
Kualifikasi Nasional Indonesia; 

15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 
tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 

16. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, 
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014. 

17. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 
tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

18. Statuta Universitas Antakusuma Tahun 2015. 

19. Keputusan Rektor Nomor: 02.a/111.017.U.1/KM/2011 tentang 
Pedoman tata tertib kehidupan Kampus bagi Mahasiswa 
Universitas Antakusuma 

20. Renstra Universitas Antakusuma Tahun 2015 
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5.1 VISI, MISI, DAN TUJUAN 

Visi 
Menjadikan Universitas Antakusuma (UNTAMA) sebagai pusat 
pengembangan IPTEKS dan sumberdaya insani yang cerdas, kreatif, 
inovatif, berakhlak, dan berdaya saing. 
 

Misi 
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, berdaya saing 

dan relevan dengan tujuan pendidikan nasional. 
2. Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan teori dan 

praktik keilmuan yang inovatif dan berakar pada kearifan lokal. 
3. Menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif 

dalam disiplin ilmu dan teknologi demi kemajuan masyarakat.  
4. Menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat 

secara profesional dalam rangka ikut serta memecahkan masalah 
nasional dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. 

Tujuan 
1. Tersedianya layanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau 

serta relevan dengan tuntutan dan perkembangan IPTEKS. 
2. Terciptanya budaya akademik dan penelitian berkualitas pada 

seluruh sivitas akademika. 
3. Terwujudnya akan pengakuan atas pengalaman dan 

termanfaatkannya temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu 
pengetahuan di masyarakat.  

4. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 
perkembangan IPTEKS. 

 

5.2 TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR 
KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI 

Tujuan manual peningkatan Standar kemahasiswaan dan alumni ini 
adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu Standar pada 
saat setiap berakhirnya siklus. Meliputi: 
1. Standar penerimaan mahasiswa baru 
2. Standar bimbingan dan konseling 
3. Standar pengembangan nalar, minat, dan bakat 
4. Standar pengembangan softskills 
5. Standar layanan beasiswa 
6. Standar layanan bimbingan karier dan kewirausahaan 
7. Standar layana Kesehatan 
8. Standar pengelolaan alumni 
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5.3 LUAS LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR 
KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI 

Manual ini berlaku dengan ketentuan berikut ini: 
1. Manual peningkatan Standar kemahasiswaan dan alumni dapat 

diberlakukan apabila pelaksanaan Standar dalam satu siklus telah 
berakhir. 

2. Setiap berakhirnya pelaksanaan Standar kemahasiswaan dan 
alumni pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutu. 

3. Penetapan siklus Standar kemahasiswaan dan alumni ditentukan 
tiap tahun akademik. 

4. Manual ini berlaku untuk Standar kemahasiswaan dan alumni. 

 

5.4 DEFINISI ISTILAH 

1. Pengembangan atau peningkatan standar kemahaiswaan 
dan alumni adalah upaya untuk melakukan evaluasi akhir 
dan memperbaiki, meningkatakan mutu dari isi Standar 
setelah siklus berakhir. 

2. Evaluasi akhir Standar kemahasiswaan dan alumni 
merupakan tindakan menilai, mengevaluasi apakah 
pelaksanaan Standar yang didasarkan pada hasil 
pelaksanaan, evaluasi, pengendalian terhadap Standar 
kemahasiswaan dan alumni telah mencapai atau memenuhi 
Standar yang telah ditetapkan. 

3. Satu siklus Standar Kemahasiswaan dan alumni adalah 
durasi atau masa berlakunya Standar sesuai dengan aspek 
yang diatur. 

 

5.5 LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN 
STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI 

1. Badan Penjaminan Mutu mempelajari laporan hasil pengendalian 
Standar kemahasiswaan dan alumni. 

2. Badan Penjaminan Mutu menyelenggarakan rapat untuk 
mendiskusikan laporan hasil akhir dengan mengundang pejabat 
yang terkait, dosen, dan pihak yang terlibat yang disebut pada 
Standar Kemahasiswaan dan Alumni. 

3. Badan Penjaminan Mutu melakukan evaluasi terhadap isi 
Standar Kemahasiswaan dan Alumni. 

4. Badan Penjaminan Mutu melakukan revisi isi Standar 
Kemahasiswaan dan Alumni sehingga tercipta standar baru. 
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5.6 KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN 
MANUAL PENINGKATAN STANDAR KEMAHASISWAAN DAN 

ALUMNI 

Manual ini dilengkapi dengan SOP yang dikembangkan oleh pihak-
pihak berikut ini. 

1. Tim sistem Badan Penjaminan Mutu Universitas 
Antakusuma sebagai koordinator peningkatan Standar 
Kemahasiswaan dan Alumni. 

2. Pejabat struktural di lingkungan Universitas Antakusuma. 

 

5.7 CATATAN 

Manual peningkatan standar Kemahasiswaan dan alumni dalam 
implementasinya membutuhkan form laporan dan rekomendasi. 

 

5.8 REFERENSI 

Untuk melengkapi manual peningkatan Standar Kemahasiswaan 
dan Alumni ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 

1. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan 
Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, 
Dirjen Dikti, 2010. 

2. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem 
Pendidikan Nasional 

3. Undang-Undang RI No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia; 
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 

tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
7. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014. 
8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 

tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 
9. Statuta Universitas Antakusuma Tahun 2015. 
10. Keputusan Rektor Nomor: 02.a/111.017.U.1/KM/2011 tentang 

Pedoman tata tertib kehidupan Kampus bagi Mahasiswa 
Universitas Antakusuma 

11. Renstra Universitas Antakusuma Tahun 2015 
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6.1 RASIONAL STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI 

Rasional standar Kemahasiswaan dan Alumni pada Universitas 
Antakusuma mengacu pada Undang-Undang No 12 2012 tentang 
Pendidikan Tinggi dan Kepmendikbud nomor 155/U/1998 tentang 
Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Di Perguruan Tinggi. 
Untuk mencapai visi dan misi UNTAMA, maka diperlukan standar 
kemahasiswaan untuk mengatur yang terkait penerimaan mahasiswa 
baru, pelayanan pendukung akademik, minat dan bakat, penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahaisiswa, 
pembinaan akademik dan konseling, pemberdayaan mahasiswa 
melalui tugas pokok dan fungsi dosen pembimbing akademik. 

 

6.2 PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI 
STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI 

Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar 
Kemahasiswaan dan alumni adalah sebagai berikut: 
1. Pimpinan UNTAMA 
2. Kepala Biro  
3. LPPM 
4. Pimpinan Fakultas 
5. Ketua Program Studi 
6. Dosen 
7. Tenaga Kependidikan 

 

6.3 DEFINISI ISTILAH 

1. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada 
Universitas Antakusuma 

2. Alumni adalah lulusan program studi atau program khusus atau 
program-program yang lain, yang diselenggarakan di Universitas 
Antakusuma 

3. Organisasi Kemahasiswaan adalah organisasi mahasiswa yang 
resmi dan berfungsi sebagai wadah pengembangan kegiatan 
kemahasiswaan di lingkungan UNTAMA yang keberadaannya 
secara resmi diakui dan disahkan oleh pimpinan UNTAMA/ 
Fakultas 

4. Himpunan Mahasiswa atau sebutan lain adalah organisasi 
kemahasiswaan di tingkat program studi untuk mewadahi dan 
menyalurkan potensi dan kreatifitas mahasiswa di bidang profesi 
dan keilmuan sesuai bidang ilmunya.  

5. Standar isi adalah kriteria minimal pencapaian standar 
kemahasiswaan dan alumni. 
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6.3 PERNYATAAN ISI STANDAR KEMAHASISWAAN DAN 
ALUMNI 

Isi Standar Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Antakusuma 
adalah memberikan jaminan mutu, system implementasi rekruitmen 
dan seleksi calon mahasiswa maupun pengelolaan lulusan sebagai 
satu kesatuan yang terintegrasi dan menempatkan mahasiswa selaku 
pemangku kepentingan utama sekaligus memberikan pelayanan 
akademik dan kemahasiswan serta pengembangan minat dan bakat. 

 

6.4 INDIKATOR PENERIMAAN MAHASISWA BARU, LAYANAN 
MAHASISWA DAN ALUMNI 

1. Kuota penerimaan mahasiswa baru setiap program studi 
minimal 40 orang, dengan capaian minimal 75%.   

2. Jalur penerimaan mahasiswa baru terdiri atas jalur reguler dan 
jalur prestasi, bakat serta minat. 

3. Jumlah calon mahasiswa baru yang lulus seleksi terhadap 
jumlah calon mahasiswa yang mengikuti seleksi minimal 95% 

4. Jumlah calon mahasiswa baru yang heregistrasi terhadap yang 
lulus seleksi minimal 97% 

5. Tersedianya organ layanan bimbingan dan konseling. 
6. Tersedianya dosen pembimbing akademik dan non akademik 

untuk pelayanan bimbingan dan konseling. 
7. Tersedianya organ, sarana dan prasarana, serta sumber daya 

manusia untuk pelayanan pengembangan nalar, minat, bakat, 
dan softskills mahasiswa. 

8. Tersedianya skim beasiswa baik dari pemerintah Pusat, 
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, maupun non 
pemerintah. 

9. Tersedianya organ, sarana dan prasarana, serta sumber daya 
manusia untuk pelayanan bimbingan karier dan kewirausahaan 
mahasiswa. 

10. Tersedianya organ dan akses informasi pelayanan kesehatan. 
11. Tersedianya organ, sarana dan prasarana, serta sumber daya 

manusia untuk pelayanan alumni. 

 

6.5 STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR KEMAHASISWAAN DAN 
ALUMNI 

Strategi pencapaian standar Kemahasiswaan dan alumni adalah: 
1. Wakil Rektor I dan Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan 

menyususun SOP dan aturan penerimaan mahasiswa baru mulai 
dari pendaftaran, tata cara penerimaan mahasiswa baru, quota 
mahasiswa, orientasi mahasiswa 
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2. UNTAMA memberi kesempatan dan memfasilitasi bagi 
mahasiswa untuk mengikuti kegiatan pendukung akademik, 
minat dan bakat baik dalam maupun luar kampus 

3. UNTAMA memberikan bimbingan dan pelatihan bagi mahasiswa 
yang akan melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat 

4. Wakil Rektor I dan Ketua Program Studi merangsang minat dan 
mendukung mahasiswa untuk memperoleh bantuan penelitian 
dan pengabdian masyarakat dari pemerintah dalam bentuk hibah 
maupun dari sumber dana lain 

5. Pembinaan akademik mahasiswa oleh PA minimal 4 kali dalam 
satu semester 

6. UNTAMA memberikan bimbingan karier dan kewirausahaan bagi 
para lulusan yang akan di wisuda. 

7. Sosialisasi pedoman akademik dan tata tertib mahasiswa 
diberikan pada awal kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus 
Mahasiswa Baru. 

 

6.7 DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR 
KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI 

1. Peraturan perundang-undangan di bidang Kemahasiswaan dan 
alumni atau yang berkaitan dengan kemahasiswaan 

2. Kuisioner untuk studi pelacakan mahasiswa baru 
3. Formulir bimbingan dan konseling 
4. Formulir pengembangan nalar, minat, dan bakat 
5. Formulir pengembangan softskill 
6. Formulir layanan beasiswa 
7. Formulir bimbingan karier dan kewirausahaan 
8. Formulir layanan Kesehatan 
9. Formulir pengelolaan alumni 
10. SOP layanan kemahasiswaan (butir 3-8) 

 

6.8 DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR 
KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI 

Untuk melengkapi manual pengendalian Standar Pendidikan ini 
dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 

1. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan 
Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, 
Dirjen Dikti, 2010. 

2. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 
Nasional 

3. Undang-Undang RI No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan 
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 
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5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka 
Kualifikasi Nasional Indonesia; 

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang 
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 

7. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, 
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014. 

8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 
tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

9. Statuta Universitas Antakusuma Tahun 2015. 

10. Keputusan Rektor Nomor: 02.a/111.017.U.1/KM/2011 tentang 
Pedoman tata tertib kehidupan Kampus bagi Mahasiswa 
Universitas Antakusuma 

11. Renstra Universitas Antakusuma Tahun 2015 
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